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ABSTRAK

MANAJEMEN PAJAK OLEH KOPERASI
DALAM RANGKA MEMINIMALISAST PAJAK PENGHASILAN

Rr. Veronika Nur Endah Wijayanti
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya
pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Primkoppol Polres Kulon
Progo sudah menggunakan tax planning yang sesuai dengan peraturan perpajakan
dan untuk mengetahui apakah Primkoppol Polres Kulon Progo telah
memanfaatkan celah-celah yang ada dalam Undang-undang Perpajakan
(loopholes) dalam pembayaran pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Primkoppol Polres Kulon Progo, Jl.
Bhayangkara No. 5 Wates Kulon Progo Yogyakarta dengan daerah kerja meliputi
Daerah Hukum Kepolisian Resort Kulon Progo, di mana kegiatan usaha yang
dilaukan terutama adalah menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh
anggota kepolisian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta
membantu anggota polisi dalam mendapatkan perlengkapan pakaian kemiliteran.
Berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan meliputi unit simpan pinjam atau
jasa, unit usaha pertokoan, unit photo copy dan unit kantin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, dokumentasi
dan kuisioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
deskriptif yaitu menganalisis data dengan menyajikan data yang diperoleh di
lapangan yang diharapkan mampu menggambarkan perusahaan yang
sesungguhnya dengan langkah yang pertama adalah menganalisis data tanpa
perhitungan angka tetapt berdasar landasan teori yang ada dan langkah yang
kedua adalah menganalisa data dengan perhitungan angka yaitu untuk menghitung
besarnya peghasilan kena pajak, untuk menghitung besarnya penyusutan menurut
perpajakan dan akuntansi untuk Tahun 1997, 1998, dan 1999, serta untuk
menghitung besarnya angsuran pajak setiap bulannya.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penghasilan kena pajak Tahun
1997, tahun 1998 dan tahun 1999 dilaporkan terlalu kecil sehingga apabila tidak
dikoreksi, Primkoppol Polres Kulon Progo akan terkena denda. Faktor-faktor
perbedaan perlakukan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan
komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal tidak diperhatikan oleh
Primkoppol Polres Kulon Progo. Primkoppol Polres Kulon Progo belum
menggunakan fax planning yang sesual dengan peraturan perpajakan dan tidak
memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang Perpajakan
(loopholes) dalam meminimalisasi pembayaran pajaknya.
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ABSTRACT

THE TAX MANAGEMENT BY COOPERATION MINIMIZE
THE INCOME TAX

Rr. Veronika Nur Endah Wijayanti
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2001

This research at finding out 1if the calculation of the income tax that was
debted by taxpayers of Kulon Progo Primkoppol Resort Board was appropriate
with the tax regulation and, finding out if Kulon Progo Primkoppol Resort had
optimalized the loopholes of the tax regulation.

This research was done in Kulon Progo Primkoppol Resort, Wates Kulon
Progo Yogyakarta. The area included the Law Area of Kulon Progo Resort Police.
The main activities of the cooperation were providing equipments needed by the
member in particular and society in general and also helping the member to get
the equipment of military uniform. The activities that were done in the
cooperation included the save-loan unit or service, the shop matters unit, the
photocopy unit and the canteen unit.

The techniques data gathering of this research were interview,
documentation and questionnaire. Mean while, the data analysis technique used
was descriptive technique by analyzing and by preparing data obtained from the
field and expected to be able the describe the firm . The first step of data analysis
was analyzing data without numeral calculation but based on the existing theory.
The second step was analyzing the data with numeral calculation by calculating
the amount of the tax income, the amount of depreciation according to the tax
matters and accountancy for the year of 1997, 1998 and 1999 and the amount
installment every month.

The result of the research showed that the tax income at 1997, 1998 and
1999, was reported too small so that if it was not corrected, Kulon Progo
Primkoppol Resort would be fined The factors concerning the different treatment
for income and capacity between the element commercial monetary reports with
the fiscal monetary reports were out of the cooperation concern. The Kulon Progo
Primkoppol Resort did not use tax planning, that was suitable with tax regulation
and did not use the loopholes existing at the regulation in minimizing the tax
payment.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Laf;;\r Belakang

Bukan merupakan rahasia ymum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan
oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi atau wajib badan untuk mengatur
jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mercka pajak dianggap sebagai biaya.
Apalagi setelah krisis ekonomi yang diawali dengan kenaikan kurs dollar terhadap
rupiah yang terjadi sejak tanggal 14 Juli 1997 yang menyebabkan pertumbuhan
ckonomi nasional minus. Kondisi ini tentu saja mempunyat pengaruh negatif -
terhadap perekonomian. Dampak yang saﬁgat terasa adalah menurunnya daya beli
masyarakat, arus barang berkurang, pemutusan hubungan kerja, mahalnya harga
bahan baku dan banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya. Salah satu
dari pelaku ekonomi yang masih mempunyai daya tahan relatif tinggi adalah
koperasi.

Bagi koperasi dan usaha lemah yang masih tetap survive tentunya
memerlukan suatu strategi manajemen usaha yang baik dan terobosan-terobosan
untuk menekan sekecil mungkin biaya usaha yang tidak perlu. Salah satunya
dengan memanfaatkan tax management yang optimal, karena selama ini koperasi
ini merupakan subjek pajak dan mempunyai kewajiban yang sama dengan Badan
Usaha Swasta. Bagi perkoperasian, jelas ini mempunyai tujuan untuk efisiensi dan
going concern. Sedangkan tujuan tax management sendiri dalam jangka panjang

adalah untuk kepentingan negara. Koperasi yang tetap survive dan menghasilkan



o

keuntungan maupun SHU akan tetap dapat membayar pajak sesuai dengan
kewajiban yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Manajemen pajak sebagaimana halnya manajemen keuangan adalah
merupakan strategi di bidang perpajakan yaitu membayar pajak seminimal
mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran uwang untuk keperluan
pembayaran pajak. Bagi koperasi, pajak merupakan biaya yang harus
dikeluarkan{Arief Subyantoro:Buletin Ekonomi No:6 Desember 1998). lJika
pengelolaan pajak dilakukan dengan baik, manajemen dapat memperkuat struktur
keuangannya sehingga bank dan mitra usaha semakin percaya pada koperasi
tersebut.

Usaha untuk meminimalkan jumlah yang harus dibayar dapat dilakukan
dengan tax planning atau perencanaan pajak seperti yang diutarakan oleh James
W.Pratt, Jane O.Bums dan William N.Kulsrud (Individual Taxation 1989:1-37)
adalah the obvious goal of most tax plarning is the minimazation of the amount
that person or other entity transfer the government (tujuan nyata dari perencanaan
pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

pribadi atau badan kepada pemerintah).

B. Batasan Masalah
1. Wajib Pajak yang akan diteliti oleh penulis adalah sebuah koperasi serba
usaha.
2. Dalam skripsi ini, analisis data pembahasan dilakukan berdasarkan
Ketentuan Perpajakan yang beriaku yaitu Undang-Undang PPh No.il

Tahun 1994.



3. Cara-cara untuk meminimalkan pajak penghasilan dengan menggunakan

tax planning yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.

Rumusan Masalah

1.7 Apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang
Primkopol Polres Kulon Progo telah menggunakan tax planning yang
sesuat dengan peraturan perpajakan.

o)

2. Bagaimana Primkopol Polres Kulon Progo memanfaatkan celah-celah

yang ada dalam UU Perpajakan (/oopholes) dalam pembayaran pajak.

Tujuan Penelitian

I. Ingin mengetahui strategi koperasi dalam melaksanakan fax planning

yang sesual dengan peraturan perpajakan.

o

Ingin mengetahui bagaimana usaha Primkopol Polres Kulon Progo dalam
memanfaatkan celah-celah yang ada dalam UU Perpajakan (loopholes)

agar dapat menekan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Manfaat Penelitian
1. Bagi perusahaan
Hasil penelitian im1 sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap

perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh koperasi serba usaha.



2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi
bahan kepustakaan bagi Universitas Sanata Dharma dan dapat digunakan

sebagal bahan masukan bagi pithak-pihak yang memerlukan.

w

Bagi penulis
Hasil penelittan tnt berguna untuk memperoleh wawasan dan

k |

mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

F. Sistematika Petmlisan

BAB [ PENDAHULUAN

rumusan masalah, tujuan penelittan, manfaat

sistematika penulisan.

Bab 1I berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang dapat

dijadikan untuk mengolah data-data dan laba /

koperasi agar dalam pembiayaan pajaknya dapat diminimalkan.
BAB {{I METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian,

waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik

analisis data.



BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab IV berisi tentang gambaran umum dari perusahaan secara
keseluruhan.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab V berisi tentang data-data yang diperoleh dan hasil analisis
dengan menggunakan teknik analisis data.

BAB VI PENUTUP

Bab VI berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan

penelitian.



BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1.

t2

Pengertian

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan eckonomi rakyat yang
berdasarkan azas kekeluargaan.

Landasan, Azas dan Tujuan

Koperast berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dastr 1945 atas

azas kekeluargaan yang bertyjuan untuk memajukan kesejahteraan

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta iku
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat, adil dan makmur.

Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut pasal 4 undang-undang No.25 Tahun 1992 fungsi dan peran

koperasi:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas

kehidupan manusta dan masyarakat.

[@))



c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan sebagai sokogurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.

B. Pengertian Pajak
Menurut Tubagus Chatril Amadi Zandjani

Pajak adalah turan negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh
yang wajib membayamya menurut peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas
negara dalam menjalakan pemerintahan.(Tubagus Chairil Amadi
Zandjani 1992:1

Menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro, SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas nepara berdasarkan undang-
undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal
balik (kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan
membayar pengeluaran umum). (Mardiasmo 1995:1)

Menurut R. Santosa Brotodiharjo

Pajak sebagat suatu kewajiban menyerahkan harta kekayaan ke kas
negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapt bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang dapat ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapt tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (R. Santosa
Brotodiharjo 1993:2) ‘

Dart definisi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-

cirt yang terdapat pada pengertian pajak tersebut sebagatl berikut(Munawir



Pajak dipungut oleh negara (batk pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah) berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan
pelaksanaannya.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi
individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah
pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran untuk pembayaran pembangunan
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk
membiayai public investment sehingga tujuan utama dan pemungutan
pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair).

Pajak dipunigut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

C. Tax Planning

1.

9

Definisi

Tax planning adalah proses mengorganisast usaha wajib pajak atau
kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik
pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang
minimal, sepamjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan fax planning secara khusus
a) Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
b} Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun benjalan

¢) Menunda pengakuan penghasilan



(U'8)

d) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

e) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan berbentuk
badan usaha baru

f) Menghindari pengenaan pajak ganda

g) Menghindan bentuk penghasilan yang bersitat rutin atau teratur atau
membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

Manfaat tax planning adalah:

a) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya
dapat dikurangi.

b) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang
dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat
pembayaran schingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas
secara lebih akurat..

Strategi dalam fax planning

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak

untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang

dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak

(1996:489) yaitu:

a) Pergeseran pajak (shifting), 1alah pemindahan atau menstranfer beban
pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang
atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggunnya.

b) Kapitalisasi, 1alah pengurangan harga objek sama dengan jumlah pajak

yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
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¢) Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh
pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan
terhadapnya.
d) Tax Evasion, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan
peraturan perpajakan.
¢) Tax Avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menurut peraturan
yang ada.
Dapat disimpulkan bahwa ada strategi-strategl yang bisa diambil oleh wajib
pajak terutama badan, dalam usahanya melaksanakan tax planning dengan
tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak harus
yang harus dibayar. Di antara strategi-strategi tersebut ada yang legal
maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai
dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan
memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan
(loopholes).

Strategi-strategt di atas dapat dijelaskan dengan melihat gambar 1 dibawah

ini.
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Gambar 2.1. Strategi-strategi dalam Meminimalkan Jumlah Pajak yang Harus

Dibayar

Sumber : Sophar B. Lombartoruan, Akunfansi Pajak, edisi revisi, PT.
Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1994

5. Pendekatan lain dalam tax planning

Ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam

usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus

dibayar yaitu:




a) Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan.
b) Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.
Seperti disebutkan di atas, bahwa usaha untuk mengatur jumlah pajak
yang harus dibayar dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu
memperkeci! pendapatan dan penerimaan dan memperbesar jumlah beban
atau pengeluaran. Alternatif atau cara yang pertama umumnya beresiko
cukup besar, karena hal im1 biasanya dilakukan dengan pemalsuan
dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, di mana pencatatan
transaksi dilakukan tidak benar. Pendekatan yang kedua rtesiko dan cara
yang atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama,
anya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang
harus dibayar. (Undang-Undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994
pasal 6)
Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan
tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenai pajak,
yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat
dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan penahanan din atau
dengan menggunakan surogat (barang yang tidak atau barang yang kurang
dikenakan pajak. Misalnya cukai tembakau atas rokok putth (luar negen)
dapat dihindari melalui pemuasan diri dengan rokok klobot.
Perlu diketshui bahwe t

1o mpavarar pmiiab matal vany urane Aqri
AL L YV L i1 U‘Aj Lilx Ju 335588 }J(a. ais Qale Ui ¥- i

seharusnya, bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan (fax
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planning), tapt bisa juga karena kelalaian wajib pajak 1tu sendiri, misalnya

dalam hal:

a) Ignorance atau ketidaktahuan adalah wajib pajak tidak sadar atau
tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan tersebut.

b) Error atau kesalahan adalah wajib pajak paham dan mengerti
mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi
salah dalam menghitung datanya.

c) Misunderstanding atau kesalahpahaman adalah wajb pajak salah
menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d) Negliance atau kealpaan adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan
buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya

sebagal warga negara yang baik, pada sebagian terbesar di antara rakyat

tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian
rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit
kemungkinan saja, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan
diri dari setiap pajak. Hal ini telah dan bukan hanya terjadi saat sekarang
ini saja tetapi sejak lama, dan tidak hanya terjadi dibeberapa negara saja
melainkan pada settap orang, baik itu secara pribadi maupun kelompok
(badan) di banyak negara memiliki kecenderungan untuk melakukan

perlawanan terhadap pajak.
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R. Santosa Brotodiharjo dalam buku Pengantar [mu Hukum
Pajak(1993:13-14) lebih lanjut membedakan perlawanan terhadap pajak
menjadi dua yaitu:
a) Perlawanan pasit
Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar
pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi
suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta
sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
b) Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari
pajak.Perlawanan aktif ini meliputi penghindaran diri dari pajak,
pengelakan dan melalaikan pajak.
Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha dengan menggunakan strategi
yang bertujuan untuk penghematan pajak atau memimmalkan jumlah pajak
yang harus dibayar atau mengatur jumiah pajak yang dilakukan oleh wajib
pajak, dikategorikan sebagai perlawanan aktif.
6. Formula umum darnt 7ax Planning
Ada formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain tax planning
dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang

atas penghasilan kena pajak yaitu:
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Jumlah seluruh penghasilan

XX
Penghasilan yang dikecualikan XX
Penghasilan bruto L XX
Biaya fiskal L XX
Penghasilan netto e XX
Kompensasi kerugian e XX
Penghasilan kena pajak e XX
Tarif pajak e XX
X
Pajak terutang e XX
Kredit pajak e XX
Pajak yang lebih/kurang bayar e XX

D. Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel

a) Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun
pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebatkan dan kekurangan.
Kebaikan stelsel in1 adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.
Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada

akhir periode (setelah penghasitan riil diketahui).
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b) Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah
dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.
Kebaikan stelsel imi adalah pajak dapat dibayar selama tahun
berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan
kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada
keadaan yang sesungguhnya.

¢) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak
disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak
menurut kenyataan lebth besar dari pada pajak menurut anggapan,
maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil

kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak
a) Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang
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berasal dari dalam maupun luar negen. Asas 1 berlaku untuk Wajib
Pajak dalam negeri.

b) Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber
di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Misalnya pajak
bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan
berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas

11 berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak
a) Official Assesment System
Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerntahan (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasit.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

oleh fiskus.
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b) Self Assesment System

(¢
R

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaﬁn}-kan Sehl’]1ﬂ pa-lnl/ wnn o teﬂxfnh

memberi wewenang kepada pihak ketipa (bukan fiskus dan bukan
Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang

ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak

E. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Yang termasuk ke dalam

Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi.

a) Orang pribadi atau perorangan
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Orang pribadi yang dilahirkan dan bertempat tinggal di Indonesia atau
orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 han dalam jangka
waktu dua belas bulan atau orang pribadi yang dalam tahun pajak
berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia.

b) Warisan yang belum terbagi sebagal suatu kesatuan, menggantikan
mereka yang berhak yaitu ahlt waris.
Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak
pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang
berasal dan warisan tetap dapat dilaksanakan . Warnsan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti.

2. Badan yaitu: PY,CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis,
Lembaga, Dana Pensiun, dan bentuk badan usaha lain.

3. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan
tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994 Subjek Pajak

dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:



L.

2.

1.

Subjek pajak dalam neger yang terdiri atas:

a)

b)

¢}
S~

Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia
lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

2) Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan
punya niat bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan

yang berhak.

Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas:

2)

b)

Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak
lebth dart 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang
menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari
menjalankan usaha atau pekerjaan.

Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang
menjalankan usaha/kegiatan melalut Badan Usaha Tetap dan
menernima/memperoleh penghasilan dan Indonesia tidak melalu
Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Sedangkan yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

Badan perwakilan negara asing.
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2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat
laindari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada
mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal besama-sama mereka,
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak
menerima atau memperoleh penghasilan lain di lvar jabatannya di
Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan periakuan timbal
balik.

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan di Indonesia.

F. Objek Pajak
Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sumber penghasilan koperasi yang menjadi objek pajak penghasilan antara

{ain adalah :
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1. Penjualan Barang Toserba/Waserda.
Pengakuan penghasilan atas penjualan barang toserba/waserda dicatat
senilat harga barang yang dibayar dan atau yang terhutang, tidak termasuk
PPN bagi koperasi yang diwajibkan memungut PPN atau sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila harga jual yang terjadi termasuk
PPN, maka nilai penjualan dihitung sebesar (100/110) x harga jual,
sisanya merupakan PPN yang terhutang.
2. Penjualan Gula dan Terigu.

Sebagian koperasi ditunjuk oleh BULOG sebagai penyalur gula dan
terigu. Koperasi yang membeli gula dan terigu dari penyalur disebut
sebagai grosir.Pencatatan penjualan pada dua mata rantai perdagangan
ini tidak berbeda yaitu sebesar nilai yang dibayar dan atau yang
terhutang. Pengenaan PPH dan PPN pada tata niaga gula dan terigu im
berdasarkan  Perjanjian Kerjasama antara BULOG, GAPPEGTI
(Asosiasi ) dan DIRJEN PAJAK yang mengatur bahwa setiap penebusan
harga gula dan atau terigu, penyalur harus terlebih dahulu menyetor PPH
Pasal 22 untuk pajaknya Penyalur sendiri dan pajaknya Grosir.
Kemudian DITJEN PAJAK mengeluarkan edaran yang menetapkan
bahwa PPH Pasal 22 yang disetor penyalur pada waktu menebus gula dan
terigu dinyatakan sebagai setoran FINAL, berlaku sejak tahun fiskal
1995. Untuk menghitung pajak yang terhutang, penghasilan dari

penjualan gula dan terigu akan dikoreksi mengurangi penghasilan kena

pajak.
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3. Penghasilan Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah imbalan atas pinjaman yang diterima koperasi
kepada anggotanya. Penghasilan atas bunga simpanan bisa dicatatkan
berdasarkan kas atau akrual. Bagi koperasi yang memberikan kredit
relatif kecil, belum didukung dengan sistem administrasi yang memadai
serta tingkat resiko tidak tertagih cukup tinggi, lebith baik memilih
pencatatan penghasilan bunga berdasarkan kas. Pada hakekatnya UU
pajak tidak membatasi untuk objek pajak mana yang harus kas dan mana
yang boleh akrual. Dengan cara yang manapun, sampai pada waktu
tertentu akhirnya jumlah pajak yang dibayar akan sama.

Apabila yang memberi pinjaman adalah koperasi primer, sedangkan
peminjamnya adalah koperasi sekunder, maka bunga yang diterima
koperasi primer melebithi Rp. 240.000,00 harus sudah dipotong PPH
Pasal 23 sebesar 15 % dan bersifat FINAL ( SK Menkeu 522/1998 ).
Pencatatan penghasilan atas dasar nilat bersih setelah dipotong pajak.
Untuk menghitung pajak yang terhutang, penghasilan ini akan dikoreksi
mengurangi penghasilan kena pajak.

4. Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro.

Atas penempatan dana di bank dalam bentuk deposito atau giro koperasi
akan memperoleh imbalan bunga atas jasa giro. Berdasarkan pasal 23 UU

PPH 1994, setiap pembayaran bunga dan atau jasa giro harus dipotong

pajak sebesar 15%. Pelaksanaan dari ketentuan ini, diatur di dalam PP
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No. 51 tahun 1994, menetapkan bahwa pajak yang dipotong oleh bank
dinyatakan sebagai setoran pajak yang sifatnya FINAL.
Pencatatannya berdasarkan nilai bersih setelah dipotong pajak. Untuk
menghitung jumlah pajak yang terhutang, penghasilan ini akan dikoreksi
mengurangi penghasilan kena pajak.

5. Penghasilan Sewa Harta Tetap.
Penyerahan harta tetap yang digunakan oleh pihak lain akan memperoleh
imbalan sewa harus dipotong PPH pasal 23 oleh pihak yang membayar
sebesar 6% (15% x 40%), sehingga koperasi yang menerima penghasilan
sewa hanya sebesar 94%.
Pelaksanaan peraturan ini diatur di dalam PP No. 29 tahun 1966, yang
berlaku sejak tanggal 18 April 1996, menetapkan bahwa pajak yang
dipotong atas pembayaran sewa tanah dan atau bangunan merupakan
pembayaran pajak yang sifatnya FINAL.
Pencatatan penghasilan sewa berdasarkan nilai bersih setelah dipotong
pajak. Pemotongan pajak atas pembayaran sewa harta tétap lainnya,
merupakan setoran pajak dimuka yang dapat diperhitungkan sebagai
kredit pajak. Pencatatan penghasilan sewa berdasarkan nilai kotor
sebelum dipotong pajak, sedangkan pajak yang dipotong sebagai pajak
Dibayar Dimuka.

6. Keuntungan Karena Pengalihan Harta Tetap.
Keuntungan pengalihan harta tetap dihitung berdasarkan harga jual
dikurangi nilai sisa. Nilai sisa adalah harga perolehan dikurangi dengan

akumulasi penyusutan. Pengertian pengalihan di dalam UU PPH

mengandung arti yang lebih luas, tidak terbatas karena penjualan, tetapi



mencakup juga seperti dihibahkan, diserahkan sebagai penyertaan

modal, pembayaran hutang, pengembalian modal dan lain-lain.

Khusus untuk jenis harta tetap Tanah dan Bangunan diatur tersendint di

dalam PP No.27 tahun 1996, berlaku mulai 26 April 1996, menetapkan :

a) Transaksi pengalihan Tanah dan Bangunan senilai Rp. 60.000.000,-
atau lebih, penjual wajib menyetorkan sendiri pajak penghasilan
sebesar 5% daripada harga jual. Apabila harga jual permeter di
bawah NJOP, maka yang digunakan sebagai dasar pembayaran pajak
adalah NJOP.

b) Penyetoran pajak ini akan dikontrol oleh pejabat yang akan
mengeluarkan surat sehubungan dengan jual beli Tanah dan atau
Bangunan.

¢} Penyetoran pajak yang dilakukan koperasi sebagai wajib pajak badan
bersifat TIDAK FINAL.

Pencatatan nilai jual berdasarkan harga kotor sebelum disetor pajak,

sedangkan pajak yang disetor dicatat sebagai Pajak Dibayar Dimuka.

7. Penjualan Barang Kepada Instansi Pemerintah.

Koperasi yang menjadi pemasok barang kepada instansi pemerintah

yang pembayarannya melalui bendaharawan akan dipotong PPH pasal

22 sebesar 1,5% dari harga jual, bersifat TIDAK FINAL.

Pencatatan penjualan berdasarkan harga jual sebelum dipotong pajak.
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8. Penjualan Barang Titipan.

Di dalam praktek bisnis sering terjadi penjualan barang titipan yaitu
penjualan dari barangnya orang lain, dimana si penjual tidak
menanggung resiko rugi jika barang tersebut tidak laku dijual, bahkan
tidak menanggung resiko jika barang rusak atau hilang.

Di dalam peraturan pajak tidak mengenal adanya barang titipan. Barang
titipan dianggap barang dari pembelian kredit, sisanya yang tidak terjual
dianggap sebagai pengembalian penjualan.

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah penghasilan yang diterima

atau diperoleh koperasi tetapi diperlakukan bukan sebagai objek pajak

adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi.

3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau
organisasi sejenis, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik
daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia.

Deviden merupakan laba yang diperoleh pemegang saham atau
pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang
diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian deviden adalah:



b)

d)

g)

h)
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Pembagian laba baik secara langsung dengan nama dan dalam
bentuk ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk
apapun.

Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi modal yang

emberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali

Pembagian laba dalam bentuk saham.

Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.

Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang
disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh

keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari

Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang
diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.

Bagian laba schubungan dengan pemilikan obligasi.

Bagian yang diterima oleh pemegang polis.

Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperast
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1) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham
yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran deviden

secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah

menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan

dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal

tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya cleh persercan yang
bersangkutan.

Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana.
Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventur
yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia

A + had : -
Gengan syarat oadan pasaiigan usaha tersebut:

AW

Actatan alam caltnr_celtar 1nca vang ditet ey lah AMantar
cgiatan ga:am SeKior-sexXior usana yang ulwiap an o vViemern
Keuangan, dan

b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

berfungsi sebagai pasangan usaha yang dilakukan dalam bentuk

penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu.



6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 522/KMK.04/1998 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota
Koperasi Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, maka batas seluruh
bunga simpanan sctiap anggota koperasi yang tidak dipotong pajak
penghasilan adalah sebesar jumlah yang tidak melebihi Rp. 240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
Perbedaan perlakuan atas penghasilan di atas antara akuntansi keuangan
dengan akuntansi perpajakan, mengakibatkan koreksi fiskal yang akan

mengurangi penghasilan kena pajak.

G. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif sebanding/propotsinal
Tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak schingga besarnya pajak yang terutang proporsional
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh :
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
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2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh :
Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilat

nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tanf progresif
Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenat
pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 UU PPh 1994

Lapisan Penghasiian Kena Pajak Tarnif
Sampai dengan Rp. 25.000.009,- 10%
Di atas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- 15%
Di atas Rp. 50.000.000,- 30%

Tarif pajak yang diterapakan atas penghasilan kena pajak menurut pasal

17 Undang-undang NO.17 Tahun 2000

Lapisan kena pajak Tanif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10%
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 15%

Diatas Rp 100.000.000,00 30%
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Menurut kenaikan prosentase tarifnya, tarif progresif dibagi

a) Tanf progresif progresif : kenaikan prosentase semakin besar

b) Tarif progresif tetap . kenaikan prosentase tetap

¢) Tarif progresif degresif : kenaikan prosentase semakin kecil.
Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-undang PPh

tersebut di atas termasuk tarif progresif progresif.

4. Tarif degresif
Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

H. Penghasilan Kena Pajak

| besarnya pajak terutang.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

koperasi adalah:
a) Biaya Gaji, Upah dan Honorarium
Termasuk dalam gaji meliputi seluruh imbalan yang diberikan kepada
karyawan tetap koperasi, meliputi gaji pokok, lembur dan segala
macam jenis tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
Upah meliputi pembayaran atas imbalan yang diberikan kepada

buruh harian lepas dalam bentuk vang.



b)
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Honorarium meliputi imbalan atas jasa yang diberikan kepada tenaga
ahli atau profesi yang memberikan jasa kepada koperasi. Misalnya.
Biaya Notaris, Konsultan Perseorangan, Lawyer dan lain-lain
Koperasi diwajibkan memotong PPH Pasal 21 atas pembayaran gaji,
upah dan atau honorarium, sesual dengan aturan yang telah
ditetapkan (KEP DIRJEN PAJAK NO. KEP-02/PJ/1995)

Pajak tersebut pada hakekatnya adalah pajak yang menerima gaji,
upah, dan atau honorarium. Apabila tidak dipotong, koperasi
statusnya sebagai penanggung.

D1 dalam praktek, PPH pasal 21 selalu ditanggung oleh koperasi, int
berarti tunjangan bagi karyawan dan menambah beban biaya bagi
koperasi. Agar biaya tersebut bisa diterima oleh pajak, harus
dimasukkan sebagai tumjangan yang menambah penghasilan
karyawan.

Biaya Sewa.

Biaya sewa merupakan pajak PPH pasal 23, apabila tidak dipotong
koperasi akan menjadi penanggung. Oleh sebab itu, di dalam
perjanjian sewa-menyewa harus ada kesepakatan yang tegas siapa
yang akan menjadi penanggung tugas tersebut. Apabila koperasi
menyewa tanah atau bangunan kepada wajib pajak badan, maka pajak
yang dipotong sebesar 6%, sedangkan kepada perseorangan sebesar

10% (PP No.29 Tahun 1996)
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d)
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Biaya Bunga

Pembebanan biaya bunga harus memperhatikan beberapa hal sebagai

berikut:

1) Pembebanan biaya bunga atas simpanan anggota yang jumlahnya
per anggota setiap bulannya melebihi Rp. 240.000,00 harus
dipotong PPh 23 sebesar 15% final dari jumlah bruto.

2) Pembayaran bunga atas simpanan bukan anggota, berapapun
besarnya harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% final dari
jumlah bruto.

3) Pembayaran bunga atas pinjaman kepada bukan bank harus
dipotong PPh pasal 23 sebesar 14%, tidak final

4) Pembayaran bunga atas pinjaman kepada bank tidak wajib
memotong PPh pasal 23.

Biaya Alat Tulis dan Kantor

Pembebanan alat tulis kantor meliputi pembelanjaan kertas,

perlengkapan mesin ketik dan komputer, dokumentasi, pengadaan,

langganan koran dan majalah, telephone, air, listrik, pengiriman surat
dan lain-lain.

Biaya Rapat Anggota Tahunan

Biaya ini terdiri beberapa komponen biaya yaitu honor, transportasi,

alat tulis, dokumentasi, konsumsi, sewa, pengadaan dan lain-lain.

Penyajian biaya Rapat Anggota Tahunan dalam praktek selama ini

tidak dipermasalahkan oleh petugas pajak



f)

g)

h)

Biaya Pemeliharaan Harta Tetap

Biaya pemeliharaan harta tetap meliputi biaya untuk perawatan,
perbaikan, tambahan aksesoris, surat 1jin dan lain-lain

Biaya Pendidikan.

Sebenarnya pengeluaran untuk keperluan pendidikan di koperasi
merupakan penggunaan dana pendidikan yang disisthkan darn
pembagian SHU. Tetapi biaya int boleh dibebankan sebagai biaya
maka disarankan agar dimanfaatkan.

Biaya Penyusutan dan Amortisasi.

Biaya i boleh dibebankan dengan syarat perhitungannya sesuai
dengan peraturan perpajakan.

Metode penyusutan sudah dikembangkan dalam UU Pajak yan

Penggunaan salah satu metode harus dilakukan secara konsisten (taat
azas) dari tahun ke tahun.
Untuk menghitung penyusutan masa manfaat dan tarif penyusutan

harta berwujud adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Penyusutan, Masa Manfaat dan
Tarlf Penyusutan Harta Berwujud

1. Bukan Bangunan
Kelompok 1 4 tahun 25 % 50 %
Kelompok 2 8 tahun 12,5 % 25 %
Kelompok 3 16 tahun 6,25 % 12,5 %
Kelompok 4 20 tahun 5 % 10 %

I1. Bangunan | | |

| Permanen | 20 tahun 5 % \

Tidak Permanen . 10 tahun 10 % lL

Sumber pasal 11, ayat 1Undang—undang NO.10 Tahun 1994

Tabel 2.2
Penyusutan, Masa Manfaat dan

Tarif Penyusutan Harta Berwujud

1. Bukan Bangunan

Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
11. Bangunan
Permanen

Tidak Permanen

4 tahun 25 % 50 %
$ tahun 12,5 % 25 %
16 tahun 6,25 % 12,5 %
20 tahun 5 % 10 %
20 tahun 5 %
10 tahun 10 %

Sumber pasal 11, ayat 6 Undang-undang NO.17 Tahun 2000
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Berdasarkan Pasal 11, Ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1994
maka:
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,
penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah
yang dimiliki dan digunakan untuk menagih, mendapatkan dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa maanfaat lebih dar
satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama
masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 11, Ayat 2 Undang-undang No. 10
Tahun 1994, maka: Penyusutan atau pengeluaran harta berwujud
sebagaimana pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan
dalam bagian yang menurun selama masa manfaat dihitung dengan
cara menerapakan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada
akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan
syarat dilakukan secaara taat azas. Pasal 11 Ayat 2 Undang-undang
NO. 10 Tahun 1994 mengatur tentang amortisaasi, masa manfaat dan

tarif amortisasi, yaitu:

Tabel 2.3
Amortisasi, Masa Manfaat

Dan Tarif Amortisasi

Kelompok harta | Masa Manfaaﬂ Tarif Amortisasi berdasarkan
tak berwujud Metode
Garis Lurus Saldo
Menurun

Kelompok 1 4 tahun 25 % 50 %
Kelompok 2 & tahun 12,5% 25 %
Kelompok 3 [6 tahun 6,25 % 12,5 %
_elompok 4 20 tahun 5 % 10 %

Sumber pasal 11, ayat 6 Undang-undang NO.10 Tahun 1994




Tabel 2.3
Amortisasi, Masa Manfaat

Dan Tarif Amortisast

Kelompok harta | Masa Manfaat | Tarif Amortisasi berdasarkan
. Metod
tak berwujud erode
Garis Lurus Saldo
Menurun
Kelompok 1 4 tahun 25 % 50 %
Kelompok 2 & tahun 12,5 % 25 %
Kelompok 3 16 tahun 6,25 % 12.5%
Kelompok 4 20 tahun 5 % 10 %

Sumber pasal 11A, ayat 2 Undang-undang NO.17 Tahun 2000

1) Biaya Pajak.
Biaya pajak yang boleh adalah PBB, Bea Materai, Retribusi Daerah
dan PPN (bagi koperasi yang bukan PKP).

J. Biaya Makanan dan Minuman.
Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Sebagaiman telah diuraikan dalam penjelasan pasal 4 ayat 3 (d) UU
No.10 Tahun 1994, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak Selaras
dengan hal tersebut maka dalam ketentuan 1ini, penggantian atau

imbalan dimaksud dianggap bukan pengeluaran yang dapat
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dibebankan sebagail biaya bagi pembert kerja. Namun dalam rangka
menunjang  kebijaksanaan  pemerintah  untuk  mendorong
pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau
kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan
di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
pembert kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan

1- fevet A1 4 o s paliiriads .
makdanaiyminuiman i wimnpat «Kefja bag; sCiutun pgawai, sccara

pekerjaan sebagai sarana kesclamatan Kkerja, pakaian seragam
petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta
penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, maka pemberian
tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh
dibebankan sebagai biaya bagi pembert kerja. (Undang-undang
Nomor 17 pasal 9 ayat 1 (¢) Tahun 2000).

Biaya koperasi yang tidak boleh mengurangi penghasilan adalah:

a) Biaya Sumbangan.
Koperasi sangat sulit menghindari dari sumbangan. Hampir pada
banyak peristiwa seremonial setempat, koperasi selalu diminta
perannya sebagal donatur. Pengeluaran untuk sumbangan ini

biasanya tidak ada kaitannya dengan usaha, sehingga tidak



b)

c)

diperkenankan dibebankan sebagai biaya. Praktek pada perusahaan
swasta, sumbangan ini diterminologikan sebagai sponsor, sehingga

dikaitkan dengan biaya promosi agar bisa dibebankan sebagai biaya.
Biaya Piutang Ragu-Ragu.

Kontradiksi dengan standar akuntansi yang mengharuskan untuk
membuat taksiran biaya piutang tak tertagih.

Di dalam peraturan pajak hanya mengenal biaya penghapusan
piutang. Inipun setelah prosesnya sampai ke pengadilan atau ke
BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Membua
cadangan piutang tak tertagih hanya diperkenankan untuk perusahaan
perbankkan dan leasing dengan hak opsi (hak pilih untuk membeli
barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka
waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama).
Biaya Kelancaran Usaha.

Pengeluaran untuk kelancaran usaha sudah menjadi kebiasan bisnis
yang dapat diterima umum. Sebenarnya biaya ini berkaitan dengan
mendapatkan, menagith dan memelihara penghasilan, tetapi sulit
diperoleh bukti pendukungnya, sehingga membuka peluang bagi
wajib pajak untuk menyembunyikan penghasilan, maka peraturan
pajak tidak memperkenankan. Sebelum UU Pajak 1994, pernah ada
edaran yang membolehkan pengeluaran untuk kelancaran usaha

sebagal biaya, apabila jelas nama, alamat dan NPWP yang



40

menerima, karena bagi yang menerima pengeluran tersebut
merupakan penghasilan.
I. Koreksi Fiskal
Untuk menghitung berapa besarnya pajak yang terhutang maka beberapa
perkiraan penghasilan dan biaya vyang disajikan di dalam laporan akuntansi
keuangan harus dikoreksi. Koreksi fiskal akan mengakibatkan pertambahan SHU
atau pengurangan SHU.

Jenis penghasilan yang akan dikoreksi:

Perkiraan Sebab korekst
Bunga Deposito | Final
Jasa Giro Final
Bunga Tabungan pada Koperasi Final
Deviden Bukan Objek
Pembagian SHU Bukan Objek
Keuntungan Gula dan Terigu Final
Pendapatan sewa Tanah dan Bangunan Final
Capital Gain Final
Keuntungan dari SPBU Final

J. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan
Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Koperasi
Laporan Keuangan yang disusun berdastkan Standar Akuntansi

Keuangan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang bersifat netral
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dan tidak memihak laporan keuangan ini sering dinamakan Laporan Keungan
Komersial. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dan
memperhatikan semua peraturan perpajakan, maka laporan itu dinamakan
laporan keuangan fiskal. Laporan Keuangan Komersial dapat juga diubah
menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau
penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang disebut dengan
perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial
dan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam
rekonstliast laporan keungan komersial dan laporan keungan fiskal {Sophar
Lumbantoruan 1993 hal 56).
1. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban

tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan

perpajakan.

Contoh : yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode

pengakuan terhadap: persediaan, harta berwujud dan tidak berwujud,

pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain dan lain-lain.

t2

Beda Tetap

Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
sifatnya permanen, suatu penghasilan suatu penghasilan tidak diakui untuk
selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (taxable

income).



Contoh: pemberi kenikmatan atau natura, sumbangan, biaya, jamuan tamu,

rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, pendapatan bunga, hibah ,

warisan dan lain-lain.

K. Biaya atau Beban
Biaya adalah nilai kas/ekuivalen yang dibebankan untuk barang dan jasa
yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa mendatang bagi koperasi
(PSAK “ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
No.78). Jadi yang dapat dimasukkan sebagai biaya adalah seluruh perubahan
sumber daya koperasi yang tidak menguntungkan yang terjadi dalam proses
untuk memperoleh pendapatan, atau dapat juga penurunan nilai aktiva yang

tidak dikaitkan dengan proses penyediaan barang dan jasa konsumen.

L. Keputusan-keputusan, surat edaran yang berkaitan dengan pajak

penghasilan pasal 25.

1. Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-53/PJ.41/1999 tanggal 17 November
1999 tentang penyampaian SPT Tahunan PPh.

2. Keputusan Menteri Keuangan RI No.82/KMK-04/1995 tentang jenis-jenis
harta berwujud yang termasuk dalam kelompok, masa manfaat untuk
keperluan penyusutan.

3. SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 merupakan penegasan dari

Peraturan Perpajakan No.17 pasal 11 Tahun 1994. Ketentuan ini mengatur
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tentang penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh

yang masih dimiliki dan digunhakan pada awal tahun pajak 1995.



BAB I

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Peneclitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus yaitu peneliltian

masing elemen tersebut dianalisis selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil hanya berlaku/terbatas pada koperasi yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan.

2. Penelitian ini dilakukan pada badan usaha yang berbentuk koperasi yaitu

pada PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO

C. Subjek dan Objek Penelitialn
1. Subjek Penelitian
a. Pimpinan Perusahaan
b. Kabag Akuntanst
2. Objek Penelitian

a. Laporan keuangan dan laporan pajak tahun 1997 sampai dengan tahun

1999,

44
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D. Data Yang Dicari

1.

Gambaran umum perusahaan

2. Laporan Keuangan PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO selama 3

tahun berturut-turut.

3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama 3 tahun berturut-turut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1.

Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan
tanya jawab kepada pengurus atau karyawan bagian keuangan yang
mengurusi masalah perpajakan dan penyusun Laporan Keuangan.
Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Primkoppol Resort Kulon Progo dan Laporan Keuangan Primkoppol

Resort Kulon Progo.

. Kuisioner

Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan

pertanyaan secara tertulis untuk kemudian dianalists.
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F. Teknik Analisis Data
1. Teknik Deskriptif
Teknik deskriptif yaitu menganalisis data dengan menyajikan data yang
diperoleh di lapangan yang diharapkan mampu menggambarkan keadaan
perusahaan yang sesungguhnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
a. Menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi
berdasar landasan teori yang ada.

1) Untuk menganalisis permasalahan no.l1 digunakan untuk
mengetahui faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan atau
beban antara unsur-unsur Laporan Keuangan Komersial dengan
unsur-unsur Laporan Keuangan Fiskal.

2) Untuk menganalisis permasalahan no.2 digunakan untuk
mengetahui  apakah Primkoppol Resort Kulon Progo telsh
memanfaatkan celah-celah yang ada dalam Undang-Undang
Perpajakan (loopholes) dalam pembayaran pajaknya.

b. Menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka. Teknik
analisis data ini digunakan untuk menganalisis dua permasalahan di
atas. Dalam melakukan analisis, peneliti menempuh beberapa langkah

untuk menjawab permasalahan yang pertama, yaity;
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Langkah 1

Peneliti akan melakukan koreksi atas Laporan Keuangan Sisa Hasil
Usaha agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dengan
melakukan koreksi maka akan didapat laporan keuangan menurut
akuntansi dan menurut fiskal. Kemudian hasil koreksi ini dimasukkan

dalam sebuah tabel yang disebut tabel koreksi fiskal.

Langkah 2.

Setelah langkah 1 dilakukan, maka diperoleh Sisa Hasil Usaha
Koperasi menurut akuntansi dan menurut fiskal. Sisa Hasil Usaha
menurut fiskal inilah yang disebut Penghasilan Kena Pajak dikalikan
dengan tarif pasal 17 Undang-undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994,
merupakan pajak yang harus dibayar oleh koperasi. Tarif Pasal 17
Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994 adalah:

Penghasilan sampat Rp. 25.000.000,00 terkena tarif 10%.

Antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 terkena
tarif 15%.

D1 atas Rp. 50.000.000,00 terkena tarif 30%.

Langkah 3.

Langkah yang terakhir adalah memasukkan penghitungan besarnya
pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi, dalam
lembar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan

Koperasi.
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Untuk menganalisis Permasalahan kedua, Penulis menempuh langkah
sebagai berikut:
Langkah 1.
Apabila dari permasalahan pertama, koperasi mengetahui besarnya
pajak yang harus dibayar dan dirasa masih terlalu besar jumlah pajak
yang harus dibayar maka koperasi dapat menguranginya dengan
menambah biaya-biaya yang masih diperkenankan oleh Undang-
Undang Perpajakan. Biaya tersebut misalnya biaya pendidikan dan
pelatihan, biaya alat tulis dan kantor, biaya perbaikan gedung dan
peralatan. Dengan menambah biaya maka penghasilan kena pajak

menjadi lebih kecil yaitu:

Sisa Hasil Usaha XX
Biaya pendidikan dan pelatihan XX
Biaya pemasaran XX
Biaya perbaikan gedung dan peralatan XX +
XX
Penghasilan kena pajak XX
Langkah 2.

Mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pasall7 Undang-
Undang Perpajakan No. Tahun 1994, yaitu:

Penghasilan sampai dengan Rp. 25.000.000,00 terkena tarif 10%
Antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 terkena
tarif 15%.

Di atas Rp. 50.000.000,00 terkena tarif 30%



TABEL 3.1: KOREKSI FISKAL

LAPORAN HASIL USAHA PRIMKOPPPOL
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NO KETERANGAN MENURUT KOREKS] MENURUT
AKUNTANSI FISKAL
1 PENDAPATAN USAHA
a. Penjualan Barang Dagangan | Rp................ Rp...oooo
Harga Pokok Penjualan Rp.............. ) Rp.............. )
Laba Penjualan Rp................
b. Pendapatan Jasa Rp.
Hasil Usaha Kotor
2 BIAYA-BIAYA
a. Biaya Administrasi Usaha (Rp.............. ) (Rp.............. )
b. Biaya Administrasi Umum | (Rp....... ... ) Rp.............. )
c¢. Biaya Organisasi (Rp.............. ) Rp.............. )
Jumlah Biaya Rp...o........... (Rp..........o. )
Laba Usaha Rp..oooooo Rp.......
3 PENDAPATAN LAIN-LAIN
a. Komisi Rp........... Rp..oooooioal
b. SHU dari Puskoppolda Rp................ Rp..............
¢. Pendapatan Lain-lain Rp................ Rp..oooivnn.
d. SHU yang belum dibagi Rp..ooooon. Rp......oo.
Jumlah Pendapatan Lain-lain Rp.............. Rp.............
BIAYA DILUAR USAHA
a. Biaya Organisasi Rp.............. ) Rp............. )
Jumlah Biaya Non Organisasi | (Rp.............. ) Rp............. )
Rp..ooooo Rp................

PENGHASILAN KENA
PAJAK




BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Primkoppol

Primkoppol int berdiri dari suatu gagasan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota polisi, PNS dan keluarga besar Polres Kulon
Progo sehingga dibentuklah suatu organisasi yang menyediakan bahan-bahan
yang digunkan untuk kebutuhan sehari-hari bagi anggota kepolisian. Organisasi

ini dibentuk pada tanggal 27 Februan dengan pembentukan koperasi yang dihadiri

Polisi), Parno (Ajun Inspektur Polisi), Sabar (Ajun Inspektur Polisi) dan Y. Soerat
(Agen DPolisi). Seperti pada umumnya, Kkoperasi ini bertujuan untuk
menyejahterakan hidup anggota polisi dan PNS Polres Kulon Progo serta
keluarganya, tetapi koperasi ini juga terbuka untuk umum yang bukan anggota
kepolisian. Dengan demikian koperasi ini terbuka bagi siapa saja berkeinginan
menjadi anggota dan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Koperasi ini didirikan pada tanggal 27 Februari 1960 dengan anggota
kurang lebth 130 orang semuanya merupakan anggota kepolisian. Nama koperasi
yang didirikan ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pegawal Polisi “Tolong
Menolong” dengan nama singkat “TM” yang berkedudukan di Wates, Kecamatan
Wates, Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor Badan Hukum: 2313/12.67 pada

tanggal 9 Agustus 1960, dengan bidang usaha simpan pinjam dan penyediaan
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barang-barang kebutuhan anggota. Pada tanggal 8 Agustus 1968 “ TM”
mengalami perubahan nama menjadi Primer Koperasi Angkatan Kepolisian 963
disingkat “PRIMKOPAK 963" berkedudukan di Wates Kulon Progo, Yogyakarta
dan daerah kerja meliputi Daerah Hukum Komando Resort Kepolisian 963
dengan Nomor Badan Hukum: 2313/12.67 tanggal 12 Desember 1968. Bidang
usaha PRIMKOPAK 963 meliputi simpan pinjam dan penyediaan barang-barang
kebutuhan anggota. Dan tahun ke tahun jumlah anggota makin berkembang dan
koperasi ini mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi sekitar 1968 koperasi ini
mengalami kemerosotan karena sejumlah modalnya diikutsertakan menjadi bunga
simpanan yang menyebabkan koperasi i tidak menentu ibarat peribahasa hidup
segan mati tak mau. Pada tangggal 20 Januari 1990 koperasi “PRIMKOPAK 963”
kembali mengalami perubahan nama menjdi “PRIMKOPPOL> Resort Kulon
Progo singkatan dari Primer Koperasi Kepolisian Resort Kulon Proge dengan
jumlah anggota 335 Berbadan Hukum Nomor: 2313a/BH/XI/12.67 tanggal 15
Oktober 1990. Pada tahun ini pula kemerosotan yang dialami PRIMKOPPOL
Resort Kulon Progo dapat ditanggulangi dengan bantuan Puskoppol.

PRIMKOPPOL ini menglami pertumbuhan yang baik karena dukungan
dari anggota, pengurus serta adanya bimbingan dari Puskoppol yang menyediakan
dana untuk menambah modal koperasi serta memberikan barang maupun saran-
saran untuk membantu perkembangan PRIMKOPPOL sampai sekarang.

Hal-hal yang mendorong berdirinya PRIMKOPPOL antara lain:

{. Ingin menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh anggota

kepolisian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
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2. Membantu anggota polisi dalam mendapatkan perlengkapan pakaian

kemiliteran.

B. Lokasi Perusahaan
Primkoppol Resort Kulon Progo berkedudukan di Jalan Bhayangkara No.5
Wates Kulon Progo dengan daerah kerja meliputt Daerah Hukum Kepolisian

Resort Kulon Progo.

C. Struktur Organisasi Primkoppol Polres Kulon Progo
1. Susunan Organisast
a. Alat Perlengkapan Koperasi
1)  Rapat Anggota
2)  Pengurus dan Pelaksana
3) Badan Pemeriksa
4)  Bagi kepentingan koperasi apabila dipandang perlu dapat
diadakan Dewan Penasehat.
b. Pengurus dan Pelaksana Primkoppol
1)  Pengurus:
a) Unsur Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua Primkoppol
b) Unsu:r Pembantu Pimpinan dan Staf
(1) Sekretariat Primkoppol disingkat Set Primkoppol
(i)  Bendahara

2)  Pelaksana
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a) Unsur Staf dan Pelaksana
(1) Urusan Pencocokan dan Penelitian Keuangan
disingkat Ur Coklit.
(i1) Urusan Pembukuan Keuangan disingkar Ur Bukku
(1)  Juru bayar
(iv)  Urusan Tata Usaha disingkat Urtu
(v) Urusan Administrasi Umum disingkat Urminu
(vi)  Urusan Administrasi Personil dan Logistik disingkat
Urminpers log.
b) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana
(1) Unit-unit Usaha
2. Organisasi Primkoppol
a. Eselon Pimpinan
1) Rapat Anggota
2)  Pimpinan Pengurus (Ketua dan Wakil Ketua)
3) Badan Pemeriksa
4)  Dewan Penasehat (apabila dipandang perlu keberadaannya di
Primkoppol)
b. Eselon Pembantu Pimpinan dan Staf
1) Sekretariat
2)  Bendahara
c. Eselon Staf dan Pelaksana

1)  Ur Coklit, Ur Bukku dan Juru Bayar
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Urty, Urminu dan Urminperslog.

d. Eselon Pembantu Pimpinan dan Pelaksana

1)

Unit-unit Usaha

3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

a. Rapat Anggota

1)

Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada
Primkoppo! yang bertugas membantu kepala/atasan langsung
anggota dalam merumuskan kebijaksanaan umum dan
pembinaan terhadap Primkoppol Badan/Satuan dalam daerah
kerjanya

Dalam rangka pelaksanaan tugas Rapat Anggota:

a) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kepala/atasan
langsung anggota mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
pembinaan kehidupan perkoperasian di Primkoppol yang
meliputi bidang-bidang 1diil, organisasi dan usaha termasuk
entang penctapan dan pembinaan personil Poln yang akan
duduk/masth menjadi Pengurus, Badan Pemeriksa dan
Dewan Penasehat.

b) Menetapkan rencana, program Kkerja dan anggaran
pendapatan serta belanja Primkoppel untuk tahun anggaran
yang akan/sedang berjalan.

c) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang

Primkoppol beserta perubahannya
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d) Melaksanakan pemilihan dan penyampaian saran
pengangkatan/pemberhentian pengurus, Badan Pemeriksa
dan Dewan Penasehat melalui Ketua Primkoppol dan Ka
Badan/Ka Satuan kepada Dirpers Polri/Kaditpers Polda
guna mendapatkan pengukuhannya.

e) Menilai pertanggungan pelaksanaan tugas kewajiban dari
Pengurus dan Badan Pemeriksa serta Dwean Penasehat.

f)  Menjabarkan dan melaksanakan kebijaksanaan dari Ketua
Puskopol dan Ka Badan/Satuan dalam rangka pembinaan
Primkoppol di lingkungan wilayah masing-masing.

2) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali
atau setiap waktu bila diperlukan, dihadiri oleh Pengurus, Badan
Pemeriksa, Dewan Penasehat dan para Ka Unit Usaha
Primkoppol di wilayah kerja masing-masing sebagai anggota
Primkoppol.

3) Rapat Anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
kewajibannya kepada Ka Badan/Ka Satwan Primkoppol dalam
daerah kerjanya.

b. Pengurus dan Pelaksana

1)  Pengurus dan Pelaksana Primkoppol adalah Pimpinan Staf dan

Badan Pelaksana Harian yang bertugas melaksanakan

pembinaan Primkoppol dalam daerah kerjanya.
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2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pengurus bertugas

kewajiban:

a)

d)

Menjabarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Ketua
Umum Inkoppol, Ketua Puskoppol, Demin Kapolri/Kapolda
dan Ka Badan/Ka Satuan masing-masing program dan rencana
kegiatan, petunjuk-petunjuk pembinaan/pelaksanaan serta
pengawasan dan pengendalian badan-badan Primkoppol.
Menyusun rencana program, program dan anggaran serta
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Melaksanakan usaha dan kegiatan koperasi sesuai rtencana
kerja yang ditetapkan oleh RAT

Menyelenggarakan pembinaan usaha, kegiatan dan manajemen
serta sistem dan metode perkoperasian di lingkungan
Primkoppol dalam daerah kenjanya.

Menyusun dan mengadakan laporan pelaksanaan tugas, usaha
dan kegiatan yang telah dilakukan serta mengusahakan
terselenggaranya RAT tepat pada waktunya.

Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan/instansi
di dalam dan di luar Poln yang berkenaan dengan tugas-tugas
vang dibebankan dalam upaya memajukan perkoperasian di

Primkoppol.
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g) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Ka Badan/Satuan,
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan
hidup Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota melalui RAT, diangkat dan
diberhentikan oleh Ka Badan/ Satuan Primkoppol sesuai dengan
daerah kerjanya dan dikukuhkan oleh Dirpers Polri/Kaditpers Polda
serta bertanggung jawab atas pelaksana tugas serta kewajibannya
kepada RAT dan kepada Ka Badan/Satuan Primkoppol masing-

masing.

c. Badan Pemeriksa

y

2)

Badan Pemeriksa adalah badan yang diberi wewenang untuk
melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Primkoppot
dalam daerah kerjanya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pemeriksa:

a) Merumuskan dan menyusun kebijaksanaan, petunjuk, norma
dan ketentuan sebagai pedoman penilaian dalam pelaksanaan
pengawasan dan pemeriksaan agar hasilnya memenuhi kriteria
kebenaran formil dan materiil.

b) Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan  atas
pembinaan organisasi dan manajemen Primkoppol sesuai daerah
kerjanya yang meliputi pembinaan personil, materiil, fasilitas,

jasa, keuangan, usaha dan produksi serta sistem dan metoda.
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c) Mengadakan penganalisaan dan evaluasi serta penyusunan
laporan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan.

d) Mengajukan saran tindak pencegahan dan penanggulan
mengenai hal-hal yang dinilai kurang dan atau tidak benar serta
memberikan  petunjuk  perbaikannya kepada pengurus
Primkoppol sesuai daerah kerjanya.

e) Mengadakan pemeriksaan sekurang-kurangnya dua kali setahun
atau setiap waktu bila diperlukan.

f) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau
instansi di dalam dan di luar Primkoppol/Polri guna kelancaran
pelaksanaan kegiatan dan pemeriksaan.

3) Badan Pemeriksa beranggotakan sebanyak-banyaknya 4 (empat)
orang yang ahli dalam bidang tugas yang diperlukan dar dan oleh
anggota melalui RAT diangkat dan diberhentikan dengan Surat
Keputusan dant Ka Badan/Satuan fungsional dari Primkoppol sesuai
daerah kerjanya dan dikukuhkan oleh Dirpers Polri/Kaditpers Polda,
serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada
pengurus Primkoppol dan RAT.

d. Dewan Penasehat
1) Dewan Penasehat adalah Dewan yang bertugas membantu Pengurus
Primkoppol di daerah kerjanya dalam bentuk pemberian nasehat agar
Primkoppol mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar

dan mantap.
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2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Penasehat:

a) Mengamati keadaan dan perkembangan tata kehidupan
perkoperasian di Primkoppol dalam daerah kerjanya.

b)' Memberi telaahan mengenai hasil pengamatan dan memberi
pendapat dan perimbangan dan saran-saran kepada pengurus
Primkoppol dalam daerah kerjanya demi kemajuan perkoperasian
Polri pada umumnya.

¢) Memberi nasehat secara Lisan dan atau tertulis baik diminta atau
prakarsa sendiri.

3) Dewan Penasehat beranggotakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang
yang ahli dalam bidang tugas yang diperlukan. Keanggotaan Dewan
ditentukan oleh Pengurus atas persetujuan RAT, diangkat dan
diberhentikan oleh Ka Badan/Saruan Primkoppol sesuai daerah
kerjanya dan dikukuhkan oleh Dirpers Poin'/Kaditpers Polda serta
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada
pengurus Primkoppol dan RAT.

e. Ketua Primkoppol

1) Ketua Primkoppol disamping sebagai Pimpinan Pengurus dan badan-
badan staf pelaksana Harian Primkoppol adalah pembantu dan
pelaksana utama Pimpinan Badan/Satuan di tingkat Mabes Polri/Polda
dalam upayanya memajukan dan mewujudkan kesejahteraan personil
Polri beserta keluarganya, dengan tugas dan kewajiban sebagai

berikut:



b)

d)

g)

h)
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Berindak sebagai Pimpinan Pengurus dalam daerah kerjanya,
bertindak untuk dan atas nama Primkoppol serta mewakili di
dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Menyiapkan kebijaksanaan Ka Badan/Satuan di bidang
pembinaan dan pengembangan Primkoppol dalam daerah
kerjanya.

Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dan keputusan-keputusan
dari Inkoppol/Puskoppol maupun dari Ka Badan/Satuan melalui
forum Rapat Pengurus Primkoppol.

Mengarahkan perumusan rencana, program kerja dan anggaran
Primkoppol.

Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan/instansi di
dalam dan di luar lingkungan Primkoppol/Polri.

Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang Perkoperasian yang
dibebankan oleh Ka Badan/Satuan Primkoppol.

Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha
Primkoppol serta memberikan bimbingan dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban berikut saran-saran mengenai
pelaksanaan tugas dan kewajibannya setiap akhir tahun yang akan
diajukan kepada RAT, Ka Badan/Satuan dari Primkoppol masing-
masing dan Ketua Puskoppol dalam daerah kerjanya.

Menunjuk Wakil Ketua untuk mewakili apabila Ketua

Primkoppol melaksanakan tugas kewajibannya.
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2) Ketua Pnmkoppol bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
kewajibannya sechari-hari kepada RAT, Ka Badan/Satuan dari
Primkoppol masing-masing dan Ketua Puskoppol pada daerah
kerjanya.

f. Wakil Ketua Primkoppol

1) Wakil Ketua Primkoppol adalah pembantu dan pimpinan
staf/pelaksana Primkoppol dengan tugas dan kewajiban sebagai
berikut:

a) Membantu Ketua Primkoppol dalam melaksanakan pembinaan
administrasi, OTganisasi, manajemen, sistem dan metode, termasuk
pembinaan personil Polri yang ditugaskan pada Puskoppol sesuai
daerah kerjanya serta dalam pembinaan bidang usaha , materiil,
fasilitas, dan jasa perbendaharaan Puskoppol.

b) Merumuskan kebijaksanaan Ketua Primkoppol, rencana program
dan anggaran, serta kegiatan pelaksanaan pembinaan maupun
pengembangan usaha-usaha Primkoppol termasuk penyusunan
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
Primkoppol dalam daerah kerjanya.

¢) Menyusun laporan pertanggungjawaban berikut saran-saran
mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban Primkoppol setiap
akhir tahun serta mengusahakan terselenggaranya RAT pada

waktunya.



d)

e)

2
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Melaksanakan pengawasan dan pengendalian segala kegiatan
unsur-unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, termasuk
mengenai jalannya bidang usaha/proyek vyang dilakukan
Primkoppol dalam daerah kerjanya.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan
perkoperasian/instansi di dalam dan di luar Polri guna kemajuan
dan pengembangan usaha Primkoppol dalam daerah kerjanya.
Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang perkoperasian yang
dibebankan secara khusus oleh Ketua Primkoppol.

Mewakili Ketua Primkoppol apabila Ketua Primkoppol

berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya.

3) Wakil Ketua Primkoppol dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

bertanggung jawab kepada RAT dan Ketua Pimkoppol.

g. Set Puskoppol

1) Set Primkoppol adalah Pembantu Pimpinan dan Staf Primkoppo!l yang

2)

bertugas memberikan bamtuan serta pelayanan administrasi bagi

pimpinan dan badan-badan di bawah pengendalian Ketua Primkoppol.

Set Pnmkoppol dipimpin Sekretaris Primkoppol, disingkat Ses

Primkoppol dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

kewajibannya kepada RAT dan Ketua Primkoppol yang dalam

pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada RAT dan Ketua

Primkoppol vyang dalam pelaksananaan tugas sehar-harinya

dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Primkoppol.



3) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Ses Primkoppol bertugas

dan berkewajiban:

a)

b)

d)

f)

Melaksnakan semua pekerjaan/kegiatan staf dan administrasi
Primkoppol.

Menyiapkan kebijjaksanaan Ketua Primkoppol, penyusunan
rencana, program kerja dan anggaran Primkoppol serta petunjuk-
petunjuk pelaksanaan bagi pembinaan dan pengembangan
Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya termasuk penyusunan
laporan-laporan umum, khusus dan berkala menurut
ketentuan/kebijaksanaan Ketua Primkoppol.

Menyiapakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) dan RAT Primkoppol dalam daerah kerjanya.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta yang
menyangkut aspek pembinaan dan perkembangan usaha
Primkoppol dalam daerah kerjanya untuk kepentingan
perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan dan
pembuatan laporan.

Memberikan bantuan/pelayanan kepada Pimpinan Prirakoppol
dalam pembinaan personil yang ditugaskan pada Primkoppol baik
yang menyangkut disiplin, tata tertib, peningkatan profesi, jiwa
karsa maupun karier serta tertib administrasinya.
Menyelenggarakan pembinaan material, peralatan yang terdapat

pada Primkoppol.
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g) Menyelenggarakan  pelayanan  yang  meliputi  urusan
ketatausahaan, tatalaksana perkantoran dan administrasi umum
serta urusan dalam.

Dalam melaksanakan tugasnya Ses Primkoppol dibantu oleh:

a) Urusan Tata Usaha disingkat Urtu.

b) Urusan Administrasi Umum disingkat Urminu.

¢) Urusan Admimistrasi Personil dan Logistik disingkat

Urminperslog.

h. Bendahara

1)

2)

3)

Bendahara Primkoppol adalah Pembantu Pimpinan dan Staf

Primkoppol yang bertugas membantu Ketua Primkoppol dalam

pembinaan teknis bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan

Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya.

Bendahara Primkoppol dipimpin oleh Bendahara yang dalam

pelaksanaan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada RAT dan

Ketua Primkoppol.

Dalam pelaksanaan tersebut, Bendahara Primkoppol bertugas dan

berkewajiban:

a) Melaksanakan kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk tekmis
tentang pembinaan dan tertib administrasi keuangan yang
ditetapkan oleh Ketua Umum Inkoppol/Ketua Puskoppol di

lingkungan daerah kerjanya.
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Menyusun rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran
Primkoppol dalam anggaran tahun berjalan untuk disahkan dalam
RAT.

Menyelenggarakan usaha penyediaan dana, penerimaan dan
pembayaran atas semua transaksi/kegiatan yang dilakukan
Primkoppol berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Menyimpan dan mengamankan uang, bukti-bukti surat berharga
peraturan-peraturan dan dokumen keuangan Primkoppol, serta
menyelenggarakan admintistrasi/pembukuan keuangan
Primkoppol sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data/informast serta
membuat statistik tentang perkembangan keuangan Primkoppol.
Menyusun dan menyiapkan analisa dan evaluasi neraca dan
perhitungan rugi laba pada jangka waktu tertentu dalam rangka
kemudahan mengetahui posisi, komposisi dan kemampuan serta
kekayaan Primkoppol.

Menyusun dan menyiapkan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)
yang akan dibagikan kepada anggota Primkoppol.

Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pembiyaan/keuangan Primkoppol untuk
keperluan pemeriksaan, masukan untuk penyusunan Laporan

Primkoppol dan anggaran Primkoppol, Rapat Tahunan serta
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bahan bagi pengambilan keputusan oleh Pimpinan/Pengurus
Primkoppol.

1) Mengadakan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan Bank,
Lembaga Keuangan Pemerintah/Swasta serta instansi-instansi di
dalam/ di luar Polri dalam rangka pembiayaan bagi kegiatan
pelayanan kepada anggota Inkoppol.

j) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan yang
disalurkan Puskoppol serta memantau penggunaan dan hasil yang
dicapai.

Bendahara Primkoppol dalam melaksanakan tugas kewajibannya

dibantu:

a) Urusan Pencocokan dan Penelitian disingkat Ur Coklit.

b) Urusan Pembukuan Keuangan disingkat Ur Bukku.

¢) JuruBayar.

1. Unit Usaha

1)

2)

Unit Usaha Primkoppol adalah Pembantu Pimpinan dan pelaksana
Primkoppol yang bertugas menyelenggarakan usaha-usaha bagi
pemenuhan kebutuban di bidang materil, fasilitas dan jasa serta
keuangan untuk memajukan kesejahteraan hidup anggota koperasi
beserta keluarganya.

Unit Usaha dipimpin oleh Kepala Unit Usaha disingkat Kanit Usaha
yang ditentukan, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus dengan

persetujuan RAT. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kanit
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Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Primkoppol dan RAT yang

dalam pelaksanaan sehari-harinya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua

Primkoppol.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kanit Usaha sesuai bidang

usahanya:

a)

b)

d)

Menyusun rencana pelaksanaan terhadap program kerja dan
anggaran yang menyangkut penyelenggaraan maupun dalam
rangka pengembangan usaha/produksi yang dikelola oleh
Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya.

Melaksanakan dan mengembangkan usaha/produksi yang
mendatangkan keuntungan bagi anggota maupun Primkoppol di
lingkungan daerah kerjanya dengan menerapkan cara-cara
pemasaran  aktif dan  bersaing, serta  menciptakan
kemudahan/keringanan bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan
dan kewajiban yang mengakibatkan yang mengakibatkan setelah
terpenuhi kebutuhannya.

Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan
usaha milik pemerintah ataupun swasta sesuai bidang tugas dan
batas-batas kewenangannya, dalam rtangka memajukan dan
mengembangkan usaha Primkoppol yang terdapat dan atau
dilakukan oleh Primkoppol di lingkungan daerah kerjanya.
Mengawasi, mengendalikan, menganalisa dan mengevaluasi

terhadap kegiatan yang dilakukan serta menyusun statistik
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perkembangan hasil usahanya dalam rangka penyusunan rencana
bagi tahun berikutnya ataupun bahan pengambilan keputusan bagi
pimpinan Primkoppol.

e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang
dilakukan beserta pertimbangan dan saran tindakan vyang
diperlukan dalam rangka mewujudkan dan memajukan usaha-
usaha yang dilakukan oleh badan-badan koperasi di lingkungan
Polri secara mantap.

Setiap Kanit Usaha dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

dengan persetuyjuan Primkoppol dapat dibantu dengan beberapa staf

sesuai kebutuhannya.

j. Hubungan dan Tata Cara Kerja

1)

2)

Dalam melaksanakan tugasnya para pejabat Primkoppol dapat
mengadakan hubungan, baik dengan badan-badan/unit-unit organisasi
di dalam dan atau di luar Primkoppol maupun instansi lain di dalam
atau di luar Polri sesuai batas kewenangan dan tanggung jawabnya,
dengan menerapakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Setiap pimpinan badan-badan/unit-unit organisasi pada Primkoppol
bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan wajib mengikuti/mematuhi petunjuk-
petunjuk  serta secara berjenjang menyampaikan laporan

pertanggungjawabannya kepada atasan masing-masing.
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3) Pengaturan lebih lanjut tentang hubungan dan tata cara kerja serta
pembuatan dan pengiriman laporan ditetapkan tersendiri oleh Ketua

Primkoppol sesuai kebutuhan masing-masing tingkat organisasi.
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi Primkoppol

! Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kep/05/TV/1991 tentang pokok-pokok
organisasi dan prosedur badan-badan perkoperasian di Lingkungan Negara Republik Indonesia.




71

D. Keuangan dan Akuntansi

1. Modal Koperasi

Dalam menjalankan kegiatan serta mencapai tujuan, modal
memegang peranan yang sangat penting. Modal Primkoppol Polres Kulon
Progo berasal dari simpanan pokok sebesar Rp. 20.000,00 per anggota,
simpanan wajib Rp 15.000,00 perbulan, simpanan lain-lain Rp 2.000,00,
cadangan, modal donasi, simpanan gaji, simpanan hari koperasi, simpanan
kesehatan Rp 1.000,00 perbulan ,simpanan hari raya Rp 10.000,00 dan
simpanan hari tua serta modal dari Inkoppol.
2. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha yaitu pendapat koperasi yang diperoleh dalam satu
tahun buku, dikurangi dengan biaya administrasi usaha, biaya administrasi
umum, administrasi organisasi, non organisasi. Sisa hasil usaha Primkoppol
Polres Kulon Progo, menurut AD/ART tahun 1997 sampai tahun 1999, dibagi

untuk keperluan-keperluan koperasi dengan prosentase pembagiannya adalah:

* Cadangan 20%
* Simpanan Hari Tua 20 %
* Jasa Penyimpan 20 %
* Jasa Peminjam dan Pembeli 20 %
* Dana Pengurus 5%
* Dana Karyawan 5%
* Dana Pendidikan 5%

* Dana Pembayaran Daerah Koperasi2.5 %
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* Dana Sosial 25%
Sisa hasil usaha yang diperoleh Primkoppol pada
Tahun 1997 sebesar Rp 70.618.203,00
Tahun 1998 sebesar Rp 111.961.293,00
Tahun 1999 sebesar Rp 11.714.594,00
3. Kebijakan Akuntansi Primkoppol Polres Kulon Progo
a. Pendapatan dan Beban
1) Pendapatan Unit Usaha Primkoppol Polres Kulon Progo berasal
dari penjualan barang dagangan, beda persediaan barang dagangan,
bunga atas pinjaman yang diberitkan (USP), unit pertokoan, unit
Photo Copy dan unit kantin.
2) Pendapatan Lain-lain berasal dari komisi, lain-lain, SHU
Puskoppolda dan SHU yang belum dibagi.
3) Pendapatan dan beban dicatat berdasarkan prinsip cash.
b. Beban dan Biaya Primkoppol Polres Kulon Progo.
Beban dan biaya Primkoppol Polres Kulon Progo terdiri dari biaya
administrasi usaha, biaya administrasi umum, biaya administrasi
organisasi dan biaya non organisasi.
c. Aktiva Tetap
Aktiva tetap disusut berdasarkan metode garis lurus dengan kebijakan

sebagai benkut:



Tabel 2.5
Kebijakan Penyusutan Aktiva Tetap

Primkoppeol Polres Kulon Progo

Jenis Aktiva Umur Ekonomis | Tarif

Gedung Serbaguna 20 tahun 50%

Gedung Lama 10 tahun 16%

Kantin 10 tahun 10%

Mesin Photo Copy 3 tahun 30%

Mesin [aminating 5 tahun 20% j|

Inventaris Kantor 8 tahun 10% {
1 L |

d. Surat Pembertahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Primkoppol
Polres Kulon Progo (SPT Tahunan PPh Badan Koperasi)

SPT Tahunan Badan Primkoppol Polres Kulon Progo tahun 1997
disampaikan pada tanggal 10 Maret 1998, dengan jumlah penghasilan kena
pajak tahun 1997 adalah Rp. 7.502. 203,00 sehingga jumlah PPh yang
terutang Rp. 750.220,00 (Lampiranll). Jumlah angsuran PPh pasal 25 tahun
1998 sebesar:

1/12 X Rp. 750.220,00 = Rp. 62.550,00

SPT Tahunan PPH Badan Primkoppol Polres Kulon Progo tahun 1998
disapaikan pada tanggal 26 Februari 1999, dengan jumlah penghasilan kena

pajak tahun Rp. 8.542.440,00 sehingga jumlah PPh yang terutang Rp.
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8.542.440,00 sehingga jumlah PPh yang terutang Rp. 854.200,00 (Lampiran
[II). Jumlah angsuran PPh pasal 25 tahun1999 sebesar:

1/12 X Rp. 854.200,00 = Rp. 71.200,00

SPT Tahunan PPh Badan Primkoppol Polres Kulon Progo tahun 1999
disampaikan tanggal 28 Februan 2000 dengan jumlah penghasilan kena
pajak sebesar Rp. 11.714.594,00, sehingga jumlah angsuran PPh yang
terutang sebesar Rp. 1.171.459,4 (Lampiran IV). Jumlah angsuran PPh pasal
25 tahun 2000 menjadi sebesar:

1/12 X Rp. 1.171.460,00 = Rp. 97621,67 = Rp. 97.600,00

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Primkoppol Polres Kulon
Progo dilampiri dengan neraca dan laporan hasil usaha tahun pajak
bersangkutan , daftar penyusutan/amortisasi. Tempat penyampaian SPT
Tahunan PPH Badan Primkoppol Polres Kulon Progo adalah Departemen
Keuangan Republik Indonesia, Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal

Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



BABYV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Jalan Bhayangkara No.5 Primkoppol Resort
Kulon Progo Yogyakarta adalah untuk mengetahui apakah penghitungan besamya
PPh yang terutang Wajib Pajak Badan Primkoppol Resort Kulon Progo telah
menggunakan tax planning yang sesuat dengan peraturan perpajakan yang berlaku
dan untuk mengetahut apakah Primkoppol Resort Kulon Progo telah
memanfaatkan celah-celah vyang ada dalam undang-undang perpajakan
(loopholes) yang berlaku dalam pembayaran pajaknya. Data utama yang
diperlukan adalah Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo dari
tahun 1997 sampai tahun 1999. Data tersebut dianalisis agar dapat diketahui apa
yang menyebabkan penghitungan besamya pajak penghasilan yang terutang
Wajib Pajak Badan Primkoppol Resort Kulon Progo telah sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku dan bagaimana Primkoppol Resort Kulon Progo
memantaatkan (loopholes) untuk meminimalisasi pembayaran pajak penghasilan.

Primkoppol Resort Kulon Progo merupakan organisasi perkoperasian yang
terbawah yang terdapat pada Badan-badan dan satuan-satuan di tingkat Mabes
Polri dan Markas besar Kepolisian Daerah (Mapolda) beserta jajarannya yang
bergerak pada usaha simpan pinjam, pertokoan, unit photo copy dan unit kantin.
Berikut ini adalah Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun

1997 sampat 1999:



1. Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo 1997.

a. Pendapatan Unit Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo terdiri dari

76

1) Bunga atas pinjaman yang diberikan (USP) Rp 91.293.960,00
2) Unit Usaha Pertokoan Rp 6.801.857,00
3) Unit Photo Copy Rp 2.774.420,00
4) Unit Kantin Rp  315.000,00 +
Jumlah Pendapatan Unit Usaha Rp101.185.237,00

b) Pendapatan Lain-lain

1) Komisi Rp  364.000,00
2) Lain-Lain Rp 5.000,00
3) SHU Puskoppolda Rp -

4) SHU yang belum dibagt Rp 61.060,00
Jumlah Pendapatan di Luar Usaha Rp  430.060,00

Jadi total pendapatan yang diperoleh Primkoppol selama tahun 1997 adalah
Pendapatan Unit Usaha Rp101.185.237,00

Pendapatan Lain-Lain Rp  430.060,00

Rp101.615.297,00
c. Beban dan Biaya Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun 1997,

1) Biaya Administrasi Usaha

a) Penyisthan Penghapusan Pinjaman Rp 2.454.330,00
b) Biaya Harwat™ Inventaris Kantor Rp 34.350,00
c¢) Biava Harwat* Gedung Rp 361.100.00
d) Biaya Listrik Rp  483.630,00

* Harwat : pemeliharaan dan perawatan



¢) Biaya Air

f) Biaya Telephone

g) Biaya Langganan KR/Majalah
h) Iuran Dekopinda

1) Jasa Hutang pada Anggota

}) Jasa Hutang pada Dekopinda
k) Biaya Perjalanan Dinas

1) Penyusutan Gedung i1

m) Penyusutan Gedung Lama

n) Penyusutan Kantin

0) Penyusutan Mesin Photo Copy
p) Penyusutan Laminating

q) Biaya Perpanjangan SIUP

f) Jasa Simpanan Sukarela

s) Beda dan Penyesuaian Simpanan

t) Atensi Dinas

IT) Biaya Administrasi Umum
a) Biaya Alat Tulis Kantor
b) Biaya Cetak dan Photo Copy
c) Penyusutan Inventaris Kantor

d) Pembuatan Data Dinding
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Rp 84.850,00
Rp 440.560,00
Rp 209.800,00
Rp -

Rp 200.000,00
Rp 420.000,00
Rp 623.000,00
Rp 1.000.000,00
Rp 111.372,00
Rp 250.000,00
Rp 1.972.500,00
Rp 88.200,00
Rp 51.000,00
Rp -

Rp 446.200,00
Rp  300.000,00 +
Rp 9.530.892,00
Rp. 276.050,00
Rp. 739.460,00
Rp. 795.588,00
Rp 33.350,00 +
Rp. 1.844.448 00



1) Biaya Organisasi

a)
b)

c)

[o8
~

Biaya gajl pengurus
Biaya gaji pembina
Biaya gaji pengawas

Biaya gajt karyawan

Biaya gaji juru bayar Resort Kulon Progo Rp

Biaya Wasrik” dan Kunjungan
Biaya penilaian koperasi/Jasa Audit
Uang saku anggota keluar/pensiun
Rapat rutin dan minum staf

Biaya lembur

Penyisihan Biaya RAT Tahun 1997

Jumlah Biaya Organisast

4)  Biaya Non Organisast

a)
b)
c)
d)

Biaya transportasi HUT Bhayangkara
Biaya transportasi HKGB

Biaya Han Raya Korban & Natal
Biaya Pajak Penghasilan

Jumlah Biaya Non Organisasi
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Rp 3.480.000,00
Rp 1.370.000,00
Rp 1.260.000,00
Rp  3.900.000,00
480.000,00
Rp  785.000,00
Rp 1.379.500,00
Rp 1.073.529,00
Rp  738.725,00
Rp  240.000,00
Rp 2.500.000,00 -+
Rp 17.206.754,00
Rp 1.000.000,00
Rp  300.000,00
Rp  365.000,00
Rp 75000000 +
Rp 2.415.000,00

Jadi total beban & biaya Primkoppol Resort Kulon Progo selama

Tahun 1997, yaitu:

* Wasrik : pengawasan dan pemeriksaan
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Biaya Administrasi Usaha Rp 9.530.892,00
Biaya Administrast Umum Rp 1.844.448,00
Biaya Administrasi Organisasi Rp 17.206.754,00
Biaya Non Organisasi Rp 2.715.000,00

Rp 30.997.094,00

Sehingga jumlah SHU Primkoppo! selama tahun 1997 adalah sebagai

berikut:
Total Pendapatan Rp101.615.297,00
Total beban & biaya Rp 30.997.094,00

Sisa Hasil Usaha Rp 70.618.203,00
Pada Tahun 1997 Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 70.618.203,00
dipergunakan untuk:
SHU Tahun 1997 Rp 70.618.203,00
- Paket Lebaran Tahun 1997  Rp 10.500.000,00
- Paket Tahun Baru Tahun 1998 Rp 6.150.000,00
- Simpanan Hari Koperasi Rp  796.000,00
- Atensi Pembangunan Masjid

Polres Rp 1.450.000,00

Rp18.896.000,00

Sisa Hasil Usaha yang dibagi Rp51.722.203,00
Menurut AD/ART Primkoppol Tahun 1997 Sisa Hasil Usaha (SHU)

yang dibagi sebesar Rp 51.722.203 00 dipergunakan sebagai berikut:
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Pajak Badan dan Laporan Hasil Usaha Primkoppo

Aungsuran PPh Pasal 25 Tahun 1997 per bulan sebesar

besarnya PPh yang terutang adalah:
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2. Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun 1998

a. Pendapatan Unit Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo terdiri dari

1) Unit Simpan Pinjam Rp 123.957.005,00
2) Unit Photo Copy Rp 4.938.200,00
3) Unit Kantin Rp 275.000,0¢
4) Unit Pertokoan Rp 12.355.019,00 +
Jumlah Pendapatan Unit Usaha Rp 141.52522400

b. Pendapatan di Luar Usaha

1) Komist Rp 376.000,00
2) SHYU dari Puskoppolda Ry 750.000 00
3) Pendapatan Lain-lain Rp 1.575.000,00
4) SHU yang belum dibagi Rp 123.703,00 +
Jumlah Pendapatan di Luar Usaha Rp 2.824.703,00

Total pendapatan yang diperoleh Primkoppol Resort Kulon Progo selama
Tahun 1998 adalah:
Pendapatan Unit Usaha Rp 141.525.224,00

Pendapatan di Luar Usaha Rp 2.824703,00 +

Rp 14434992700
¢. Beban dan Biaya Primkoppol Resort Kulon Progo selama Tahun 1998.

1) Biaya Administrast Usaha

a) Penyisihan Penghapusan Pinjaman Rp 5435.700,00
b) Biaya Harwat Inventaris Kantor Rp 38.300,00

¢) Biaya Harwat Gedung Rp 281.500,00



d) Biaya Listrik
e) Biaya Air
f) Biaya Telephone
g) Biaya Langganan KR/Majalah
h) Iuran Dekopinda Kabupaten Kulon Progo
1) Jasa Hutang pada Anggota
j) Jasa Hutang pada Dekopinda
k) Penyisihan Jasa Simpanan Anggota/Peminjam
1) Biaya Perjalanan Dinas Rutin
m)Penyusutan Gedung Serba Guna (Gedung II)
n) Penyusutan Gedung Lama
0) Penyusutan Kantin
p) Penyusutan Mesin Photo Copy
q) Penyusutan Mesin Laminating
r) Biaya Perpanjangan SIUP
s) Atensi Dinas
t) Biaya Perpanjangan TDP
Jumlah Biaya Administrasi Usaha
2) Biaya Administrasi Umum
a) Biaya Alat Tulis Kantor
b) Biaya Cetak dan Photo Copy
c) Penyusutan Inventaris Kantor

d) Biaya Pembuatan Data Dinding
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Rp 610.306,00
Rp 83.400,00
Rp 541.210,00
Rp 257.200,00
Rp 24.000,00
Rp -

Rp 360.000,00
Rp —

Rp 869.000,00
Rp 1.600.000,00
Rp 111.372,00
Rp  250.000,00
Rp 3.312.500,00
Rp 88.200,00
Rp -

Rp -

Rp 10.000,00 +
Rp 9.863.688,00
Rp  557.450,00
Rp 740.665,00
Rp 843.708,00
Rp — +




Jumlah Biaya Administrasi Umum Rp 2.141.823,00

3) Biaya Organisasi

a) Biaya Gaji Karyawan Rp 4.130.000,00
b) Biaya Gaji Pembina Rp 1.560.000,00
c) Biaya Gaji Pengurus Rp 1.440.000,00
d) Biaya Gajt Pengelola Rp 3.900.000,00

¢) Biaya Gaji Juru Bayar Resort Kulon Progo Rp  480.000,00
f) Biaya Wasrik dan Kunjungan Rp  434.000,00
g) Biaya Pentlaian Koperast Rp 1.023.000,00

h) Biaya Transportast Anggota Keluar/Pensiun Rp 1.300.000,00

1) Biaya Rapat Rutin dan Minum Staf Rp 702.550,00

i) Biaya Lembur Rp 22500000

k) Penyisihan Biaya RAT Tahun 1998 Rp  270.000,00 +
Jumlah Biaya Organisast Rp 17.895.073,00

4) Biaya Non Organisasi

a) Biaya Transportasi HUT Bhayangkara Rp 1.000.000,00

b) Biaya Transportasi HKGB Rp 300.000,00

¢) Biaya Pengadaan Hewan Korban/Natalan Rp 375.000,00

d) Denda Pajak Tahun 1998 Rp 25.000,00

¢) Biaya Lain-lain Rp - +
Jumiah Biaya Non Organisasi Rp 1.700.000,00

Jadi total beban dan biaya Primkoppol Resort Kulon Progo selama Tahun

1998, yaitu:
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Biaya Administrasi Usaha Rp 9.863.688,00
Biaya Administrasi Umum Rp 2.141.823,00
Biaya Organisasi Rp 17.895.073,00
Biaya Non Organisasi Rp 1.700.000,00 +

Rp 31.600.584,00

Sehingga jumlah Sisa Hasil Usaha Primkoppol Tahun 1998 adalah sebagai

berikut:
Total Pendapatan Rp 144.349.927,00
Total Beban dan Biaya (Rp 31.600.584,00)
Pajak (Rp  788.050,00)+

Rp 111.961.293,00
Pada tahun 1998 Sisa Hasil Usaha sebesar Rp 111.961.293,00 dipergunakan
untuk :
SHU bersih tahun 1998 sebesar Rp111.961.293,00
Dikurangi

- Biaya dibayar di muka (paket Lebaran Tahun 1998) Rp 12.433.000,00

-Transportasi RAT tahun 1998 Rp 6.720.000,00
-Simpanan Harkop Rp. 2000,00/setiap anggota Rp 896.000,00
-Atensi Dinas Rp 885.000,00 +

Rp 91.027.293,00
Menurut Anggaran Dasar Primkoppol Resort Kulon Proge dan Anggaran
Rumah Tangga BAB XIII pasal 21 angka 2 Sisa Hasil Usaha dibagi sebagai

berikut:
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a) Cadangan 20% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 18 205.400,00
b) Simpanan Har1 Tua 20% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 18 205.400,00
¢) Jasa Penyimpan 20% X Rp. 91.027.293,00 = Rp 18 205.400,00

d) Jasa Peminjam/Pembeli  20% X Rp. 91.027.293,00 = Rp18 205.400,00

e) Dana Pengurus 5% X Rp. 91.027.293,00 =Rp 4. 551.300,00
) Dana Karyawan 5% X Rp. 91.027.293,00 =Rp 4.551.300,00
g) Dana Pendidikan 5% X Rp. 91.027.293,00 =Rp 4.551.300,00

h) Dana Pemb Perkoperasian 2,5%XRp. 91.027.293,00 = Rp 2.275.600,00

1) Dana Sosial 2.5%XRp. 91.027.293,00 = Rp 2.275.600,00

Rp 91.027.700,00
SHU yang belum dibagi Rp 593,00
j) Menurut SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Laporan Hasil
Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo yang dipergunakan untuk
membayar pajak (lampiran 3), besarnya PPh terutang adalah :
Rp 8.542.440,00 X 10 % = Rp 854.200,00
Angsuran PPh pasal 25 Tahun 1998 perbulan sebesar
1/12 X Rp 854.200,00 = Rp 66.150,00
3. Laporan Hasil Usaha Primkoppol Resort Kulon Progo Tahun 1999

a. Pendapatan Unit Usaha

1) Unit Simpan Pinjam Rp 155.689.675,00
2) Unit Photo Copy Rp 5.352.055,00
3) Unit Kantin Rp 530.000,00
4) Unit Pertokoan Rp 11.544.660,00 _LF

Jumlah Pendapatan Unit Usaha Rp 172.516.390,00



b) Pendapatan Diluar Usaha
1) Komisi
2) SHU dan Puskoppolda DIY

3) Pendapatan Lain-lain
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Rp 455.000,00
Rp -

Rp — +
Rp 455.006,00

Total pendapatan yang diperoleh Primkoppol selama Tahun 1999 adalah

Pendapatan Unit Usaha

Pendapatan Diluar Usaha

Rp 172.516.390,00

Rp

455.000,00 +

Rp 172.971.390,00

c. Beban dan Biaya Pnmokopppol Resort Kulon Propo selama Tahun 1999

adalah
1} Biaya Adminstrast Usaha
a) Biaya Harwat Inventaris kantor
b) Biaya Harwat Gedung
c) Biaya Listrik
d} Biaya Atr/PAM
e} Biaya Telephone
f) Biaya Langganan KR/Majalah
g) Iuran Dekopinda
h) Jasa Pinjaman Dekopinda
1) Biaya Perjalanan Dinas
3) Bunga Pinjaman Puskoppolda DIY

k) Jasa Stmpanan / Pinjaman Anggota

Rp

194.250,00

720.150,00
75.250,00
728.450,00
232.000,00
24.000,00
360.000,00

620.600,00

Rp  2.000.000,00

Rp 55.124.400,00
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1) Atensi Dinas Rp 1.487.500,00
m)Penyusutan Gedung I1 Rp 1.000.000,00
n) Penyusutan Gedung Lama Rp 111.372,00
0) Penyusutan Kantin Rp  250.000,00
p) Penyusutan Mesin Photo Copy Rp 2.250.000,00
q) Penyusutan Mesin Laminating RP 7.750,00
1) Biaya Pengadaan Dana Rp 75.000,00
s) Penyisihan Penghapusan Rp  209.870,00 +
Jumlah Biaya Administrasi Usaha Rp 68.161.592,00

2) Biaya Administrasi Umum

a) Biaya ATK Rp 568.200,00
b) Biaya Cetak / Photo Copy Rp 1.159.610,00
¢) Penyusutan Inventaris Kantor Rp 818.144,00
d) Biaya Pembuatan Data Dinding Rp 125.000,00 +
Jumlah Biaya Administrasi Usaha Rp 2.670.954,00

3) Biaya Organisasi

a) Penyisihan Biaya RAT Tahun 1999 Rp 3.000.000,00
b) Gaji Karyawan Rp 6.395.000,00
¢) Gaji Pembina Rp 1.735.000,00
d) Gaji Pengawas Rp 1.800.000,00
e) Biaya Penataran Rp —

f) Biaya Rapat Rutin dan Minum Staf Rp  896.050,00

g) Gaji Pengelola USP Rp 3.540.000,00
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h) Gaji Juru Bayar Resort Kulon Progo Rp  600.000,00
1) Biaya Wasrik / Kunjungan Rp  285.000,00
1) Biaya Penilaian Koperasi Rp 615.000,0C

k) Biaya Transportasi Anggota Pensiun/ Keluar Rp 1.450.950,00

1) Biaya Lembur Rp  250.000,00 +

Jumlah Biaya Organisasi Rp 20.567.000,00
4) Biaya Non Organisasi
a) Biaya Transportasi HUT Bhayangkara Rp 1.000.000,00
b) Biaya Transportasi HKGB Rp  300.000,00
c¢) Biaya Pengadaan Hewan Korban / Natalan Rp  450.000,00
d) Biaya Transportast Sawalan Tahun 1999 Rp 15.170.000,00
e) Biaya Sosial / Kematian Rp ~

f) Penyisithan Transportasi RAT Tahun 1999 Rp 10.540.000,00

g) Biaya Dana Karyawan ' Rp 6.890.500,00

h) Biaya Dana Pengurus Rp 6.890.500,00

1) Tunjangan Hari Tua Rp 27.562.250,00

1) Simpanan Hari Koperast Rp 1.054.000,00 +
Jumlah Biaya Non Organisasi Rp 69.857.250,00

Jadi total beban dan biaya Primkoppol Resort Kulon Progo selama Tahun

1999, yaitu
Biaya Administrasi Usaha Rp 68.161.592,00
Biaya Administrasi Umum Rp 2.670.954 00

Biaya Organisasi Rp 20.567.000,00
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Biaya Non Organisasi Rp 69.857.250,00 +

Rp161.256.796,00
Pada Tahun 1999 Sisa Hasil Usaha Primkoppol Resort sebesar
Rp.11.714.594,00 dipergunakan untuk:
a) Cadangan 20% X Rp 11.714.594,00 = Rp 2.342.950,00
b) Jasa Penyimpan 20% X Rp 11.714.594,00 = Rp 2.342.950,00

¢) Jasa Peminjam/Pembeli 20% X Rp 11.714.594,00 = Rp 2.342 950,00

d) Simpanan Hari Tua 20% X Rp 11.714.594,00 = Rp 2.342.950,00
¢) Dana Pengurus 5% XRp11.714.59400=Rp 585.750,00
f) Dana Karyawan 5% XRpl11.714594,00=Rp 585.750,00
g) Dana Pendidikan 5% XRp11.714.594,00=Rp 585.750,00

h) Dana Pemb.Daerah Kerja 2,5 % X Rp 11.714.594,00 = Rp 292.772,00

i) Dana Sosial 2,5%X Rp 11.714.594,00 =Rp 292.772,00 +

Jumlah SHU yang dibagi Rp11.714.950,00
j) Menurut SPT Pajak Penghasilan Badan dan Laporan Hasil Usaha
Primkoppol Resort Kulon Progo (lampiran 4), besarnya PPh terutang
adalah-:
Rp. 11.714.594 X 10% = Rp 1.171.450,00
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 1994 perbulan sebesar

1/12 X Rp 1.1714.450 = Rp 97.600,00
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B. Faktor-faktor Perbedaan Perlakuan Pendapatan dan Beban Antara

Unsur-Unsur Laporan Keuangan Komersial dengan Unsur-unsur

Laporan Keuangan Fiskal.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan
disebut laporan keuangan komerstal. Laporan keuangan komersial yang disusun
berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku ini dimaksudkan untuk
keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Apabila laporan keuangan disusun
khusus untuk kepentingan perpajakan yang memperhatikan peraturan-peraturan
perpajakan yang berlaku maka laporan ini disebut dengan laporan fiskal. Laporan
keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan
melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya faktor-faktor
perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan
komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal. Faktor-faktor perbedaan
perlakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dan laporan
keuangan fiskal Pnmkoppol Resort Kulon Proge Tahun 1997, Tahun 1998 dan
Tahun 1999 antara lain:

1. Beda Persediaan Barang Dagangan
Berdasarkan PSAK No.14 tentang persediaan dan akuntansi koperasi No.27
pencatatan beda persediaan barang dagangan adalah di neraca tentang
penyesuaian dan menurut Undang-undang perpajakan beda persediaan barang
dagangan bukan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
pendapatan. Memperhatikan hal tersebut beda persediaan barang dagangan

untuk Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 harus dikoreksi. Koreksi atas



G2

beda persediaan barang dagangan menyebabkan pendapatan berkurang dan
penghasilan kena pajak juga berkurang sebesar Rp 1.433.123,00 untuk tahun

1997, Rp 3.193.727,00 Tahun 1998 dan Rp 3.381.250,00 pada Tahun 1999.

. Penyisihan Penghapusan Pinjaman

Penyisihan penghapusan pinjaman dalam standar akuntansi dapat disebut
dengan taksiran biaya piutang tak tertagith. Hal ini merupakan kontradiksi
antara standar akuntansi dan peraturan pajak yang hanya mengenal biaya
penghapusan piutang. Inipun setelah prosesnya sampai ke pengadilan atau ke
BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Membuat cadangan
piutang tak tertagiﬁ hanya diperkenankan untuk perusahaan perbankkan dan
leasing dengan hak opsi (hak untuk membeli barang-barang modal yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa

yang telah disepakati bersama).

. Penyusutan Aktiva Tetap

Berdasarkan SE-44/PJ1.4/1995, maka wajib pajak dapat memilih metode
penyusutan atau amortisasi atas aktiva tetap. Penyusutan atau amortisasi Atas
pengeluaran untuk memperoleh laba harta yang dimiliki sebelum awal tahun
pajak 1997 dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa manfaat, dilakukan
berdasarkan nilai sisa buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak
1997. Atas harta yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya
secara fiskal tidak dapat disusutkan sejak tahun 1997, maka nilai sisa buku

yang masih ada atas harta yang dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam

tahun 1997, Oleh karena itu, harta yang masth mempunyai nilai sisa ataupun
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nilai sisa bukunya Rp. 0,00 atau Rp. 1,00 yang diperoleh sebelumnya tahun
pajak 1997 wajib dibuat daftar awal tahun pajak 1997.
Tabel 5.1

Kelompok harta untuk keperluan penyusutan

Berdasarkan SE-44/PJ-4/1995

Kelompok Penyusutan mulai 1997
Garis Lurus Saldo Menurun
2 s/d 5 tahun i 25% 50 %
1s/d 11 tahun 2 12,5 % 25 %
> 13 tahun 3 6,25 %

Biaya penyusutan aktiva atau harta Primkoppo! yang harus dikoreksi yaitu
biaya penyusutan bangunan dan peralatan kantor. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No, 47 Tahun 1994 pasal 11 dan sesuai dengan SE. Dirjen Pajak No.
SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 mengenal penyusutan dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki pada awal tahun
tahun pajak 1997 dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa manfaat maka dilakukan
berdasarkan nilai sisa buku harta pada tahun pajak 1997 sehingga dibuat daftar
sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kelompok harta Primkoppol Polres Kulon Progo
Berdasarkan SE-44/44/PJ-4/1995

No. Jenis Harta Harga Penyusutan mulai

tahun 1997
Garis Lurus

1 | Mesin Photo Copy | Rp  7.500.000,00 25%

2 { Mesin Laminating | Rp  450.000,00 25%

3 | Gedung Serbaguna | Rp 34.071.700,00 5%

4 | Gedung Lama Rp 1.113.833,00 5%

5 | Kantin Rp  2.500.000,00 10 %

6 | Inventaris Kantor | Rp 7.876.742,00 25%




Untuk memperoleh jumlah penyusutan yang

sesual
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dengan SE.

No.44/Pj.44/1995 maka harus dilakukan rekonsiliasi. Biaya penyusutan aktiva

Primkoppol yang harus dikoreksi, yaitu:

a. Biaya Penyusutan Bangunan

Kebijakan akuntansi Primkoppol Resort Kulon Progo terhadap penyusutan
bangunan yang berupa gedung serbaguna mempunyai umur ekonomis 20 tahun
disusut dengan tarif 5 %, gedung lama mempunyai umur ekonomis 10 tahun
disusut dengan tarif 10 % dan kantin mempunyai umur ekonomis 10 tahun
disusut dengan tarif 10%. Bangunan Primkoppol yang berupa gedung
serbaguna siap digunakan pada tahun 1990 dengan harga perolehan sebesar
Rp. 34.071.700,00, gedung lama digunakan pada tahun 1983 dengan harga
perolehan sebesar Rp. 1.113.833.00 dan kantin digunakan pada tahun 1994
dengan harga perolehan Rp.2.500.000,00. Biaya penyusutan untuk masing-
masing gedung:

TABEL 5.3 : BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN

KETERANGAN | TAHUN 1997 | TAHUN 1998 | TAHUN 1999 |
GEDUNG SERBA GUNA | Rp.1.000.000,00 | Rp.1.000.000,00 | Rp.1.000.000,00
GEDUNG LAMA Rp. 111.372,00 | Rp. 111.372,00 | Rp. 111.372,00
KANTIN Rp. 250.000,00 | Rp. 250.000,00 | Rp. 250.000,00

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1994 pasal 11 ayat 6 dan Undang-
undang No.10 pasal 13 ayat 2 maka bangunan yang mempunyai umur
ekonomis 10 tahun dan 20 tahun dikelompokkan sebagai harta berwujud
kelompok permanen yang disusut dengan tarif 10% dan 5% sebagai biaya

penyusutan setiap tahunnya dihitung dengan rumus:

HARGA PEROLEHAN X 5%
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Biaya penyusutan bangunan dapat dihitung sebagai berikut:

* Gedung serbaguna : 5% X Rp 34.071.700,00 = Rp. 1.703.585,00

* Gedung Lama 110% X Rp 1.113.833,00=Rp 111.383,00

* Kantin :10% XRp 2.500.000,00=Rp  250.000,00

Biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh Primkoppol tahun 1997 untuk gedung
serbaguna sebesar Rp 1.000.000,00, gedung lama sebesar Rp 111.372,00 dan
kantin Rp 250.000,00 sedangkan menurut ketentuan biaya penyusutan untuk
gedung serbaguna yang diperkenankan sebesar Rp 1.103.585,00, untuk gedung
lama yang diperkenankan sebesar Rp 111.383,00 sehingga untuk gedung
serbaguna dan gedung lama perlu dikoreksi sedangkan untuk kantin tidak perlu
dikoreksi karena sudah sesuai ketentuan perpajakan.

. Biaya Penyusutan Mesin Photo Copy

Metode penyusutan photo copy yang digunakan oleh Primkoppol adalah garnis
lurus. Mesin photo copy Xerox diperoleh pada tahun 1990 dengan harga
perolehan Rp 10.700.000,00 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 3
tahun, mesin photo copy Ricoh diperoleh pada Tahun 1996 dengan harga
perolehan Rp 4.250.000,00 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 3
tahun,mesin photo copy Canon diperoleh Tahun 1998 dengan harga perolehan
Rp 7.500.000,00 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 3 tahun. Biaya
penyusutan mesin photo copy Xerox pada Tahun 1997 sebesar Rp 622.500,00
dan mesin photo copy Ricoh Rp 1.350.000,00, Tahun1998 penyusutan mesin

photo copy sebesar Rp 3.312.500,00 dan tahun 1999 sebesar Rp 2.250.000,00.
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Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1994 bahwa
penyusutan atas pengeluaran pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan
atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan
untuk mendapatkan 1 (satu) dilakukan dalam bagian yang sama besar selama
masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut sehingga biaya

penyusutan setiap tahunnya dihitung dengan rumus:

HARGA PEROLEHAN X 25 % l
i

Biaya penyusutan peralatan toko dapat dihitung sebagai benikut:

Untuk Tahun 1997

* Mesin Photo Copy Xerox =25 % X Rp 10.700.000,00 = Rp 2.675.000,00
Koreksi atas penyusutan mesin Photo Copv Xerox dilakukan karena telah habis
masa manfaatnya sehingga biaya berkurang sebesar Rp 622.500,00 dan
pendapatan bertambah sebesar Rp 622.500,00. Jika mesin Photo Copy Xerox
tersebut masih layak pakai, seharusnya pihak koperasi melakukan penilaian
kembali terhadap aktiva tersebut

* Mesin Photo Copy Canon = 25 % X Rp 4.250.000,00 = Rp 1.062.500.00
Koreksi atas mesin Photo Copy Canon dilakukan karena biaya yang disusutkan
lebih kecil dar yang seharusnya sehingga biaya menjadi bertambah pendapatan
berkurang sebesar Rp 287.500,00.

Tahun 1998

* Mesin Photo Copy =25 % X Rp 7.500.000,00 = Rp 1.875.000,00

Koreksi atas mesin photo copy menyebabkan biaya berkurang sebesar

Rp 1.437.500,00 dan pendapatan bertambah sebesar Rp 1.437.500,00.
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Tahun 1999

* Mesin Photo Copy =25 % X Rp 7.500.000,00 = Rp 1.875.000,00

Koreksi atas mesin photo copy menyebabkan biaya berkurang sebesar Rp
375.000,00 dan penghasilan kena pajak bertambah sebesar Rp 375.000,00.

. Biaya Penyusutan Laminating

Metode penyusutan yang digunakan oleh Primkopol adalah garis lurus. Mesin
laminating diperoleh pada tahun 1992 dan diperkirakan mempunyai umur

ckonomis selama S tahun dengan harga perolehan Rp 450.000,00. Biaya
penyusutan mesin laminating pada Tahun 1997 sebesar Rp 88.200,00, Tahun
1998 sebesar Rp 88.200 dan pada Tahun 1999 sebesar Rp 7.500,00.

Menurut pasat 11 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1994 bahwa
penyusutan atas pengeluaran pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan
atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah vang dimiliki dan digunakan
untuk mendapatkan 1 (satu) dilakukan dalam bagian yang sama besar selama

masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut sehingga biaya

penyusutan setiap tahunnya dihitung dengan rumus:

HARGA PEROLERAN X 25 %

Biaya penyusutan mesin laminating dapat dihitung sebagai berikut:
¢ Mesin Laminating = 25 % X Rp 450.000,00
=Rp 112.500,00
Atas koreks: tersebut maka biaya penyusutan laminating untuk tahun 1997,

Tahun 1998 dan Tahun 1999 harus dikurangi menjadi Rp 0,00 karena masa



manfaat dari biaya laminating telah habis. Hal ini menyebabkan biaya
berkurang dan pendapatan bertambah sebesar Rp 88.200,00 untuk Tahun 1997
dan 1998 dan Rp 7.350,00 untuk Tahun 1999.
6. Beda Penyesuaian Simpanan
Beda penyesuaian simapanan merupakan biaya karena kesalahan pencatatan
yang dilakukan oleh Primkoppol. Berdasarkan pencatatan akuntansi, beda
penyesuaian simpanan seharusnya masuk ke rekonsiliasi seperti yang lazim
dilakukan oleh lembaga perbankkan. Berdasarkan ketentuan perpajakan
Undang-undang No.10 Tahun1994 beda penyesuaian simpanan tidak
diperkenankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Koreksi atas beda
penyesuaian simpanan menyebabkan biaya berkurang dan penghasilan
bertambah sebesar Rp 446.200,00 pada Tahun 1997.
7. Penvyusutan Inventaris Kantor
Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor. 82/KMK.04/1995 tanggal |
7 Februari 1995 bahwa inventaris kantor yang dimiliki oleh Primkoppol
termasuk jems-jenis harta yang masuk kelompok 1 yang harus disusut dengan
tarif 25% dengan umur ekonomis 4 tahun.
Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1994 baghwa
penyusutan atas pengeluaran pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan
atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan
untuk mendapatkan | (satu) dalam bagian vang sama besar selama masa
manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Koreksi atas inventaris

kantor menyebabkan biaya berkurang dan pendapatan bertambah.
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TABEL 5.5
Biaya Minum Staf
Tahun | Keterangan Menurut Koreksi (Rp) Menurut
Akuntansi (Rp) Fiskal (Rp)
1997 | Biaya Minum Staf 738.725,00 369.360,00 369.365,00
1998 | Biaya Minum Staf 843.708,00 | 351.2755,00 351.275,00
1999 | Biaya Minum Staf 869.050,00 448.025,00 448.025,00

8. Biaya Pengadaan Hewan Korban dan Natalan

Berdasarkan Undang-undang No.10 pasal 9 ayat 1 (g) pengadaan hewan

kurban atau Natalan tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan kena

pajak karena dapat dikategorikan sebagai bantuan atau sumbangan yang tidak

boleh mengurangi pajak. Koreksi atas biaya pengadaan hewan korban atau

Natalan menyebabkan biaya berkurang dan penghasilan kena pajak bertambah

TABEL 5.6

Biaya Pengadaan Hewan Kurban Natalan

Tahun

Keterangan Menurut Koreksi Menurut
Akuntansi (Rp) Fiskal (Rp)
(Rp)
1997 | Biaya pengadaan 365.000,00 365.000,00 0,00
hewan
Korban/Natalan
1998 | Biaya Pengadaan {  (375.000,00) 375.000,00 0.00
Hewan
Kurban/Natalan
1999 | Biaya Pengadaan | (450.000,00) 450.000,00 0,00
Hewan
Kurban/Natalan




100

10.Biaya Transportasi Syawalan
Biaya transportasi syawalan merupakan biaya yang dikeluarkan Primkoppol
untuk anggota. Biaya transportasi syawalan pada Tahun 1997 sebesar
Rp10.500.000,00, Tahun 1998 sebesar Rpl12.433.000,00 dan Tahun 1999
sebesar Rp15.170.000,00 .
Menurut ketentuan perpajakan biaya ini tidak diperkenankan untuk mengurangi
penghasilan kena pajak karena biaya in1 dipergunakan untuk keperluan anggota
dan dapat dikategorikan sebagai biaya sumbangan. Koreksi atas biaya
transportasi syawalan ini menyebabkan biaya bekurang dan penghasilan kena
pajak meningkat.

TABEL 5.7

Biaya Transportasi Syawalan

Tahun Keterangan ! Menurut Koreksi | Menurut
Akuntansi (Rp) Fiskal (Rp)
(Rp)
1997 | Biaya Transportasi Sawalan {10.500.000,00) 10.500.000,00 0,00
1998 | Biaya Transportasi Sawalan (12.433.000,00) 12.433.000,00 0,00
|
1999 | Biaya Transportasi Syawalan (15.170.000,00} 15.170.000,060 0,00

11.Biaya/Beban Pajak
Berdasarkan ketentuan perpajakan biaya yang diperkenankan untuk
mengurangi penghasilan kena pajak adalah PBB, Bea Materai, Retribusi
Daerah dan PPN (bagi koperasi yang bukan PKP). Koreksi yang dilakukan

akan mengurangi biaya dan menambah penghasilan kena pajak sebesarRp

750.000,00 untuk Tahun 1997.
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12 Penyisihan Pemupukan Modal (Cadangan)
Menurut Undang-undang Nomor.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
pemupukan modal (cadangan) dipergunakan bagi pembelanjaan perluasan
kapasitas perusahaan yang telah dibagi dari prosentase sisa hasil usaha
schingga penyisthan pemupukan modal tidak dapat dikategorikan sebagai
biaya. Hal 1ni ditegaskan dalam Undang-undang No.10 pasal 9 ayat 1 (¢)
Tahun 1994 bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangaan pada
prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung
penghasilan kena pajak. Koreksi atas penyisihan pemupukan modal akan
mengurangi biaya dan menambah penghasilan kena pajak sebesar Rp
18.205.400,00 pada Tahun1998.
13.Penyisthan Dana Karyawan

Menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 pasal 52 Tahun 1992 dana
karyawan merupakan cadangan tujuan yang disisihkan dari laba bersih yang
dipergunakan untuk pemupukan dan bagi pembelanjaan perluasan kapasitas
perusahaan sehingga dana karyawan dalam Undang-undang Perkoperasian
tidak dibebankan sebagai biaya dan ditegaskan dalam Undang-undang pajak
No.10 pasal 9 ayat 1 (c) Tahun 1994 bahwa pembentukan atau pemupukan
cadangan pada perinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam
menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi atas dana karyawan akan

mengurangi biaya dan menambah penghasilan kena pajak sebesar Rp

6.890.000,00.



14 Penyisihan dana Pengurus

Menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 pasal 52 Tahun 1992 dana
pengurus merupakan cadangan tujuan yang disisihkan dari laba bersih yang
dipergunakan untuk pemupukan dan bagi pembelanjaan perluasan kapasitas
perusahaan sehingga dana pengurus dalam Undang-undang Perkoperasian
tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan ditegaskan dalam Undang-undang
Pajak No.10 pasal 9 ayat 1 (c) Tahun 1994 bahwa pembentukan atau
pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai
biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi atas dana pengurus

menyebabkan biaya berkurang dan penghasilan kena pajak meningkat.

. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Primkoppol

Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban, antara laporan
keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sudah diketahui. Agar
diperoleh laporan keuangan menurut fiskal maka ditempuh cara sesuai
langkah-langkah pada bab Il metodologi penelitian.

1. Koreksi Fiskal Atas Laporan hasil Usaha Primkoppol tahun 1997
Langkah 1
Setelah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan hasil usaha Primkoppol
Tahun 1997, maka langkah yang ditempuh peneliti adalah memasukkan
hasil koreksi pada tabel 5.8 koreksi fiskal laporan hasil usaha Primkoppol,

halaman 105-107



Langkah 2

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan komersial Tahun 1997
sebesar Rp.8.935.326,00 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal
sebesar Rp. 22.794.182,00. Menurut ketentuan pasal 17 ayat 4 Undang-
undang No.10 Tahun 1994 maka penghasilan kena pajak dibulatkan
kebawah dalam ribuan penuh. Penghasilan kena pajak menurut laporan
keuangan fiskal Tahun 1997 sebesar Rp. 22.794.000,00 selanjutnya
dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang No.10 Tahun 1994 maka
pajak yang harus dibayar oleh Primkoppol sebesar:

10% X Rp. 22.794.000,00 = Rp. 2.279.400,00

Pajak terutang Rp. 2.279.400,00

Kredit Pajak Nihil

Pajak yang harus disetor ~ Rp. 2.279.400,00
Penhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Primkoppol Tahun
1997 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak
penghasilan yang terutang Primkoppol Tahun 1997 sebesar Rp.750.220,00
sedangkan menurut laporan keuangan fiskal Primkoppol sebesar
Rp.2.279.400,00 jadi ada selisih Rp. 1.529.180,00. Pajak penghasilan yang
terutang Primkoppol Tahun 1997 sebesar 2.279.400,00, sehingga angsuran
pajak penghasilan pasal 25 Tahun 1998 sebesar :

1/12 X Rp.2.279.400,00 = Rp. 189.950,00
Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 besarnya pajak

penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah sebagai berikut:
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10% X Rp. 22.794.000,00 = Rp 2.279.400,00

PPh terutang Rp.2.279.400,00

Kredit Pajak Nihil

Pajak yang disetor Rp 2.279.400,00
Langkah 3

Langkah terakhir dari analisis atas laporan hasil usaha Primkoppol Tahun
1997 adalah memasukkan hasil usaha koreksi atas laporan hasil usaha
Primkoppol dalam lembar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak badan Primkoppol Tahun 1997 (Lampiran 5)
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TABEL 5.8 KOREKSI FISKAL
LAPORAN HASIL USAHA
TAHUN 1997
No. Keterangan Menurut Koreksi Menurut
Perk. Akuntansi (Rp.) Fiskal
(Rp.) (Rp.)
1 Pendapatan Usaha
820 | Pemjualan Barang Dagangan 107.231.99i 107.231.991
Harga Pokok Penjualan - -
Persediaan Barang Dagangan
(awal) 8.235.650 8.235.650
32 Pembelian Barang Dagangan 101.863.257 101.863.257
Barang siap Dijnal 110.098.907 110.098.907
Persediaan Barang Dagangan {5.668.773) (5.668.773)
(akhir)
Harga Pokok penjualan | 100.430.134 100.430.134
Laba Kotor % 6.801.857 6.801.857
891 | Pendapatan Photo Copy { 2.774.420 2.774.420
892 | Pendapatan Laminating | - -
895 | Pendapatan Kantin | 315.000 315.000
807 | Burniga Atas Pinjaman yang 88.293.960 88.293.960
diberikarni
899 | Beda Persediaan Barang 1.433.123 | 1) 1.433.123 0
Dagangan
Hasil Usaha Kotor 99.618.360 1.433.123 98.185.237
p/ Beban Operasi
A Biaya Administrasi Usaha
4906 | Penyisihan Penghapusan (2.454.330) | 2) 2.454.330 0
Pinjaman
4610 | Biaya Harwat Inventaris (34.350) (34.350)
Kantor
4611 | Biaya Pemeliharaan Gedung (361.100) (361.100)
4612 | Biaya Listrik (483.630) (483.630)
4613 | Biaya BPAM (Air) (84.850) (84.850)
4614 | Biaya Telephone (440.560) (440.560)
4615 | Biaya Langganan KR/Majalah (209.800) (209.800)
4616 | Iuran Dekopinda (-) (-)

Kab.KulonProgo B
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No. Keterangan Menurut Koreksi Menurut
Perk. Akuntansi (Rp.) Fiskal
(Rp.) (Rp.)
4617 | Jasa Hutang Pada Anggota (200.000) (200.000)
4618 | Jasa Hutung Dekopinda Kab. | (426.600) (420.060)
Kulon Progo
4619 | Jasa Simpanan Anggota (30.921.000) (30.921.000)
4620 | Biava Perjalanan Dinas Rutin (623.000) (623.000)
450 | Biaya Transportasi Anggota 12.695.000 12.695.000
4901A | Penyusutan Gedung II (1.000.000) | 3) (703.585) (1.703.585)
4901B | Penyusutan Gedung Lama (111.372) | 3) (1 (111.383)
4901C | Peayusutan Kantin {250.000) (250.000)
4902 | Penyusutan Photo Copy Xerox (622.500) | 4) 622.500 0
4902A | Penyusutan Photo Copy Ricoh (1.350.000) | 4)  287.500 (1.062.500)
4904 | Biaya Perpanjangan SIUP | (51.000) (51.000)
4905 | Penyusutan Laminating | (88.200) | 3) 88.200 0
191 | Beda Penyesuaian Simpanan (446.200) | 6) (446.200) 0
4905 | Atensi Dinas (300.000) (300.000)
Jumlah Biaya Administrasi | (53.146.892) 3.195.134 (49.951.758)
Usaha |
B Biaya Administrasi Umum
4631 | Biaya ATK (276.050) (276.050)
4632 | Biaya Cetak dan Photo Copy (739.460) (739.460)
4633 | Penyusutan Inventaris Kantor (795.588) 7) 112485 (683.103)
4808 | Pembuatan Data Dinding (33.350) (33.350)
Jumlah Biaya Administrasi (1.844.448) 112.485 (1.731.963)
Umum
C Biaya Organisasi
4641A | Biaya Gaji Pengurus (3.900.000) (3.480.000)
4641B | Biaya Gaji Pembina (3.370.000) (1.370.009)
4641C | Biaya Gaji Pengawas (1.260.000) (1.260.000)
4806 | Biaya Gaji Pengelola USP (3.480.000) (3.480.000)
4807  Biaya Gajpi Juru Bayar Polres (480.000) (480.000)
Kulon Progo
4645 | Biaya Wasrik/Kunjungan

(785.000)

(785.000)
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No. Keterangan Menurut Koreksi Menurut
Perk. Akuntansi (Rp.) Fiskal
(Rp.) (Rp.)
4646 | Biaya Penilaian Koperast (1.379.500) (1.379.500)
4647 | Biaya Transp. Anggota Keluar (1.073.529) (1.073.529)
4643 | Rapat Rutin dan Minum Staf (738.725) | 8)  369.360 (369.365)
190 [ Biaya Lembur (240.000) (240.000)
4640 | Penyisihan Biaya RAT Tahun (10.050.000) (10.050.000)
1997
Jumlah Biaya Organisasi (24.756.754) 369.360 (24.387.394)
Jumlah Biaya (79.748.094) (76.071.115)
Laba Usaha 25.423.428 22,114,122
3 Pendapatan Diluar Usaha
192 | Bunga Yang Masih Harus 3.000.000 3.000.000
Diterima
204 | SHU yang belum dibagi 61.060 61.060
893 | SHU Puskoppolda - -
894 | Lain-lain 5.000 5.000
896 | Komisi 364.000 364.000
Jumlah Pendapatan Lain- 3.430.060 3.430.060
lain
4 Biaya Diluar Usaha
Biaya Non Organisasi
4648 | Biaya Transportasit HUT (1.000.000) (1.000.000)
Bhayangkara
4649 | Biaya Transportasi HKGB (300.000) (300.000)
4650 | Biaya Hari Raya Korban & (365.000) | 9 365.000 0
Natalan
4651 | Biaya Transportasi Syawalan (10.500.000) | 10) 0
(10.500,000)
4652 | Biaya Pembangunan Mesjid (1.450.000) (1.450.000)
4666 | Biaya/Beban Pajak (750.000) | 11)  750.000 0
Jumlah Biaya Di Luar (14.365.0600) 11.615.000 (2.750.000)
Usaha
PENGHASILAN KENA 8.935.326 |. 22.794.182 |

PAJAK
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2. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Primkoppol Tahun 1998

Langkah 1
Setelah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perlakuan
pendapatan dan beban Primkoppol atas laporan hasil usaka Primkoppol
Tahun1998, maka langkah yang ditempuh peneliti adalah memasukkan hasil
koreksi pada tabel koreksi pada fiskal pada tabel 5.9. Tabel Koreksi Fiskal
Laporan Hasil Usaha Primkoppol, halaman 110-112
Langkah 2
Penghasilan kena pajak laporan keuangan komersial Tahun 1998 sebesar
Rp.8.542.440,00 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal sebesar
Rp.40.664.814,00. Menurut ketentuan pasal 17 ayat Undang-undang No.10
Tahun 1994 maka PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh menjadi
Rp.40.664.000,00. Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan fiskal
Tahun1998 sebesar Rp.40.664.000,00, selanjutnya dikalikan dengan tarif
pasal 17 Undang-undang NO. 10 Tahun 1994 merupakan pajak yang harus
dibayar oleh Primkoppol Tahun 1998, yaitu sebesar:

10% X Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

15% X Rp. 15.664.000,00 = Rp. 2.349.600,00 +

PPh terutang Rp. 4.849.600,00
Kredit Pajak Nihil

Pajak yang harus disetor Rp. 4.849.600,00
Penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Primkoppol Tahun

1998 belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan yang
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terutang Primkoppol Tahun 1998 sebesar Rp 854.200,00, sedang menurut
laporan keuangan fiskal Primkoppol sebesar Rp 4.849.600,00 jadi ada
selisth Rp 3.994.400,00. Pajak penghasilan yang terutang Primkoppol
Tahun 1998 sebesar Rp 4849.600,00 sehingga angsuran PPh pasal 25 untuk
Tahun 1999 perbulan sebesar:

1/12 X Rp 4.849.600,00 = Rp 404.133.33
Sedangkan menurut Undang-undang perpajakan No.17 Tahun 2000 tarif
PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah sebagai berikut:

10% X Rp 40.664.000,00 = Rp 4.066.400,00

PPh terutang Rp 4.066.400,00

Kredit pajak Nihil
Rp 4.066.400,00

Langkah 3

Langkah terakhir dari analisis atas laporan hasil usaha Primkoppol Tahun
1998 adalah memasukkan hasil koreksi fiskal atas laporan hasil usaha
Primkoppol Tahun 1998 dalam Surat Pemberitahuan PPh Wajib Badan

Primkoppol Tahun 1999 .(Lampiran 6)
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LAPORAN HASIL USAHA
TAHUN 1998
No. Keterangan Menurut | Koreksi Menurut
Perk. Ak::lta\nsi (Rp.) Fiska!
(Rp.) (Rp.)
1 Pendapatan Usaha
820 | Penjualan Barang Dagang 174.132.692 174.132.692
HPP
Persediaan Barang Dagang (awal) 9.668.773 9.668.773
320 | Pembelian Barang Dagang 164.971.400 164.971.4060
Barang Siap Dijual 174.640.173 174.640.173
Persediaan Barang Dagang (akhir) 12.862.500 12.862.500
HPP 161.773.673 161.773.67
Laba Kotor 12.355.019 12.355.019
871 | Bunga Atas Pinjaman vang 123.957.005 123.957.005
diberikan
891 | Pendapatan Photo Copy 4.938.200 4.938.200
892 | Pendapatan Laminating - -
895 | Pendapatan Kantin 275.000 275.000
899 | Beda Persediaan Barang. Dagangan 3.193.727 | 1) (3.193.727) 0,00
Hasil Usaha Kotor 144.718.951 | 3.193.727 141.525.224
2 Beban Operasi
A Biaya Administrasi Usaha
4908 | Penyisihan Penghapusan Pinjaman (545.700) | 2) 545.700 0,00
4610 | Biaya Harwat Inventaris Kantor (38.300) (38.300)
4611 | Biaya Pemeiiharaan Gedung (281.500) (281.500)
4612 | Biaya Listrik (610.306) (610.306)
4613 | Biaya PAM (Air) (33.400) (83.400)
4614 | Biaya Telephone (542.210) (542.210)
4615 | Biaya Langganan KR/Majalah (257.200) (257.200)
4616 | Iuran Dekopinda Kab KulonProgo (24.000) (24.000)
4618 | Jasa Hutang Pada Anggota {360.000) (360.000)
4619 | Penyisihan Jasa Simpanan Anggota (36.410.800) (36.410.800)
4620 | Biaya Perjalanan Dinas Rutin (869.000) (869.000)
4901A | Penyusutan Gedung Serba Guna (1.000.000) | 3) (703.585) (1.703.585)

| (Gedung II)

_
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No. Keterangan Menurut Korekst Menurut
Perk. Akuntansi (Rp.) Fiskal
(Rp.) (Rp.)
4901B | Penyusutan Gedung Lama (111.372) 1 3) 1 (111.383)
4901C | Penyusutan Kantin (250.000) (250.000)
4902 | Penyusutan Mesin Photo Copy (3.312.500) | 4) (375.000) (2.937.500)
4903 | Penyusutan Mesin Laminating (88.200) | 5) (63.900) (24.300)
4503 | Biaya Perpanjangan SIUP - -
4905 | Atensi Kepada Dinas (885.000) (885.000)
4621 | Bunga Pinjaman Pada Puskoppolda (1.480.000) (1.480.000)
DY
4622 | Biaya Perpanjangan TDP (35.000) (35.000)
Jumliah Biaya Administrasi (47.184.488) 305.304 (46.879.184)
Usaha
B Biaya Administrasi Umum
4631 | Biaya Alat Tulis Kantor (1.157.450) (1.157.450)
4632 | Biaya Cetak/Photo Copy (740.665) (740.665) |
4633 | Penyusutan Inventaris Kantor (843.708) 7) 452.395 (391.313)
4634 | Pembuatan Data Dinding - -
Jumlah Biaya Administrasi (2.741.823) 452.395 (2.289.428)
Umum
C Biaya Organisasi
4641A | Biaya Gaji Karyawan (4.130.000) (4.130.000)
4641B | Biaya Gaji Pembina (1.560.000) (1.560.000)
4641C | Biaya Gaji Pengurus (1.446.000) (1.440.000)
4806 | Biaya Gaji Pengelola USP (3.900.000) (3.900.000)
4807 | Biaya Gaji Juru Bayar Polres Kulon (480.000) (480.000)
Progo
4645 | Biaya Wasrik/Kutijungan (434.500; {434.500)
4646 | Biaya Penilaian Koperasi (1.023.000) (1.023.000)
4647 | Biaya Transprotasi. Anggota (1.300.023) (1.300.023)
Keluar/Pensiun
4643 | Biaya Rapat Rutin/Minum Staff (702.550) | 8) 351.275 (351.275)
4906 | Biaya Lembur (225.000) (225.000)
4640 | Penyisihan Biaya RAT Tahun 1998 (2.700.000) (2.700.000) !
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Ne. Keterangan Menurut Keoreksi Menurut

Perk. Akl;;itanm (Rp.) Fiskal

(Rp.) (Rp.)

4665 | Biaya Trans. (9.102.600) (9.102.600)
Anggota/Karyawan/Pengurus

4667 | Penyisithan Sunpanan Hari (19.101.400) {19.101.400)
Tua/Harkop

4668 | Penyisihan Pemupukan Modal (18.205.400) | 12)18.205.400 0
(cadangan)

4669 | Penyisihan Transportasi RAT (6.720.000) (6.720.000)
Jumlah Biaya Organisasi (71.624.473) 18.556.675 {52.467.758)
Jumlah Biaya (120.950.784) (101.636.410)
Laba Usaha 23.768.168 39.888.814

3 Pendapatan Di Luar Usaha
893 | SHU Puskoppolda 750.000 750.000
894 | Pendapatan Lain-lain 950.000 950.000
896 | Komisi 376.000 376.000
Jumlah Pendapatan Di Luar 2.076.000 2.076.000
Usaha
4, Biaya Di Luar Usaha
A Biaya Non Organisasi

4661 | Biaya Transportasi HUT (1.000.000) (1.000.000)
Bhayangkara

4662 | Biaya Transportasi HKGB (300.000) (300.000)

4663 | Biaya Pengadaan Hewan (375.000) | 9)  375.000 0
Kurban/Natalan

4664 | Biaya Transportasi Syawalan {12.433.000) | 10)12.433.000 0
Jumlah Biaya Non Organisasi (14.108.000) 12.808.000 (1.300.000)
Penghasilan Kena Pajak 11.736.167 40.664.814
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3. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Primkoppol Tahun 1999
Langkah 1
Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-
unsur laporan keuangan komersial Primkoppol Tahun 1999, dengan unsur-
unsur laporan keuangan fiskal telah diketahui. Langkah selanjutnya adalah
memasukkan hasil koreksi atas perbedaan tersebut pada tabel koreksi fiskal
Tabel 5.10.Tabel Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Primkoppol Tahun
1999, halaman 115-117
Langkah 2
Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan fiskal Tahun 1999
sebesar Rp 44.531.224,00. Menurut ketentuan pasal 17 ayat 4 Undang-
undang No.10 tahun 1994, maka penghasilan kena pajak dibulatkan
kebawah dalam ribuan penuh menjadi Rp 44.531.000,00. Penghasilan kena
pajak selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang No.10
Tahun 1994 sebesar :

10% X Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% X Rp 19.531.000,00 = Rp 2.929.650,00 +

PPh terutang Rp 5.429.650,00

Kredit Pajak Nihil

Pajak yang harus disetor  Rp 5.429.650,00
Angsuran pajak perbulan Tahun 2000 sebesar:
1/12 X Rp 5.429.650,00 = Rp 452.470,83
Sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 tarif

pajak penghasilan untuk wajib pajak badan adalah sebagai berikut:
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10% X Rp 44.531.000,00 = Rp 4.453.100,00

Langkah 3

Langkah terakhir dari analisis atas laporan hasil usaha Primkoppol
Tahun1999 adalah memasukkan hasil koreksi fiskal hasil usaha Primkoppol
1999 menurut laporan keuangan fiskal dalam lembar Surat Pemberitahuan
Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan Primkoppol Tahun 1999
(Lampiran 7).
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LAPORAN HASIL. USAHA
TAHUN 1999
No. Keterangan Menurut Koreksi Menurut
Perk. Akuntansi (Rp.) Fiskal
(Rp.) (Rp.)
820 | Penjualan Barang Dagangan 185.606.825 185.606.825
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Barang Dagang (awal) 12.862.500 12.862.500
320 | Pembelian Barang Dagangan 177.443 415 177.443.415
Barang Siap Dijual 190.305.915 190.305.915
Persediaan Barang Dagang (akhir) 16.243.750 16.243.750
HPP 174.062.165 174.062.165
Laba Kotor 11.544.660 11.544.660
891 | Pendapatan Photo Copy 5.325.055 5.352.055
895 | Pendapatan Kantin 530.000 530.000
897 | Bunga Atas Pinjaman yang 155.089.675 155.089.675
diberikan
899 | Beda Persediaan Barang 3.381.250 | 1) 3.381.250 0
Hasil Usaha Kotor 175.870.640 3.381.250 172.516.390
2 Beban Operasi
A Biaya Administrasi Usaha
4908 | Penyisihan Penghapusan Pinjaman (2.901.870) { 2) 2.901.870 0
4610 | Biaya Harwat Inventaris Kantor (194.250) (194.250)
4611 | Biaya Harwat Gedung - -
4612 | Biaya Listrik (720.150) (720.150)
4613 | Biaya Air (75.250 (75.250)
4614 | Biaya Telephone (728.450) (728.450)
4615 |( Biaya Langganan KR/Majalah (232.000) (232.000)
4616 | Iuran Dekopinda (24.000) (24.000)
4618 | Jasa Pinjaman Dekopinda (360.000) (360.000)
4620 | Biaya Perjalanan Dinas (620.000) (620.000)
4621 | Biaya Pinjaman Puskoppolda DIY (2.000.000) (2.000.000)
4622 | Jasa Simpanan/Pinjaman Anggota (55.124.400) (55.124.400)
4652 | Atensi Dinas (1.487.500) (1.487.500)
4901A | Penyusutan Gedung II (1.000.000) | 3) (703.585) (1.703.585)
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No. Keterangan Menurut Koreksi Menurut
Perk. Akuntansi (Rp.) Fiskal
(Rp.) (Rp.)
4901B | Penyusutan Gedung Lama (111.372) | 3) an (111.383)
4901C | Penyusutan Kantin (250.000) (250.000)
4902 | Penyusutan Mesin Photo Copy (2.250.000) | 4)  375.000 (1.875.000)
4903 | Penyusutan Laminating (7.350) | 5) 7.350 0) |
4907 | Biaya Pengadaan Dana (75.000) (75.000) }
Jumlah Biaya Administrasi 5(68.161.192) 2.580.624 (65.58().568)j
Usaha
B Biaya Administrasi Umum
4631 | Biaya ATK (568.200) (568.200)
4632 | Biaya Cetak/Photo Copy (1.159.610) (1.159.610)
4633 | Penyusutan Inventaris Kantor (818.144) | 7) 386.581 (431.563)
4634 | Biaya Pembuatan Data Dinding (125.000) (125.000)
Jumlah Biaya Administrasi (2.670.954) (2.977.517)
Umum
C Biaya Organisasi
4640 | Biaya RAT Tahun 1999 (3.000.000) (3.000.000)
4641A | Gaji Karyawan (6.395.000) (6.395.000)
4641B | Gaji Pembina (1.735.000) (1.735.000)
4641C | Gaji Pengawas (1.800.000) (1.800.000)
4642 | Biaya Penataran - -
4643 | Biaya Rapat Rutin/Minum Staf (896.050) { 8)  448.025 (448.025)
4806 | Gaji Pengelola USP (3.540.000) (3.540.000)
4807 | Gaji Juru Bayar Polres Kulon Progo (600.000) (600.000)
4645 | Biaya Wasrik/Kunjungan (285.000) (285.000)
4646 | Biaya Penilaian Koperast (615.000) (615.000)
4647 | Biaya Transportasi Anggota (1.450.950) (1.450.950)
Keluar/Pensiun
4906 | Biaya Lembur (250.000) 250.000
Jumlah Biaya Organisasi P—(ZO.567.OOO) 448.025 (20.118.975)
Jumlah Biaya L (91.399.146) (87.983.916)

LLaba Usaha

84.471.494

i

| 84.532.474
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No. Keterangan Menurut Koreksi Menurut
Perk Akuntansi (Rp.) Fiskal
(Rp.) (Rp.)

3 Pendapatan Di Luar Usaha ﬁ
894 | Pendapatan Lain-lain - -
896 | Pendapatan Komisi 455.000 455.000

Jumlah Pendapatan Di luar | 455.000 455.000
Usaha
4 Biaya Di Luar Usaha
A Biaya Non Organisasi
4648 | Biaya Transportasi HUT {1.000.000) (1.000.000)
Bhayangkara
4649 | Biaya Transportasi HKGB (300.000) (300.000)
4650 | Pengadaan Hewan Korban/Natalan (450.000) | 9) 450.000 0
4651 | Biaya Transportasi Syawalan (15.170.000) | 10)15.170.000 0
4665 | Penyisithan Transportasi RAT 1999 (10.540.000) (10.540.000)
4666 | Penyisihan Dana Karyawan (6.890.500) | 13) 6.890.500 0
4667 | Penyisihan Dana Pengurus (6.890.500) | 14) 6.890.500 0
4669 | Penyisihan Tunjangan Hari Tua (27.562.250) 27.562.250
4970 | Penyisihan Simpanan Hari Koperasi (1.054.000) 1.054.000
Jumlah Biaya Non Organisasi (69.857.250) 29.400.000 (40.456,250)
— | e ——
Penghasilan Kena Pajak 1 15.095.844 | 44.531.224
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Berdasarkan hasil koreksi fiskal atas laporan hasil usaha Primkoppol
Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 maka diketahui bahwa penghitungan
besarnya pajak penghasilan terutang wajib pajak badan Primkoppol belum
menggunakan tax planning yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Primkoppol
tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dan undang-undang pajak yang berlaku
seperti SE No.07/PJ.4/1996, SE-44/PJ/1995, KMK No.80/KMK 04/1995 dan
khususnya Undang-undang No.10 Tahun 1994. Faktor perbedaan waktu dan tetap
yang menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal pada Primkoppol juga
tidak diperhatikan. Perbedaan waktu dan tetap yang terjadi pada Primkoppol

antara lain:
a. Beda Waktu
Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara
kebijakan akuntansi koperasi dan ketentuan pajak yaitu:
1) Perbedaan tarif penyusutan harta berwujud seperti penyusutan inventaris
kantor dan bangunan.
b. Beda Tetap
Beda tetap yaitu perbedaan yang sifatnya permanen antara kebijakan akuntansi
koperasi dan ketentuan pajak antara lain:
1) Biaya yang dikeluarkan untuk tujuan sosial (sumbangan)
Berdasarkan hasil analisis data maka diketahui bahwa terdapat selisih
antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Surat
Pemberitahuan Tahunan Primkoppol Polres Kulon Progo Tahun 1997, Tahun

1998 dan Tahun 1999 diisi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang
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berlaku. Koperasi dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunannya sendiri
sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan pemeriksaan meskipun
koperasi akan dikenakan dendan administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan
atas jumlah pajak yang kurang bayar.(pasal 8 Undang-undang No.9 Tahun 1994)
Menurut pasal 13 Undang-undang No.9 Tahun 1994, maka dalam jangka
waktu 10 tahun sesudah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian
tahun pajak atau tahun pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% sebulan dan maksimal selama-lamanya 24 bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun
pajak atau tahun pajak, sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Surat ketetapan
pajak kurang bayar apabila berdasarkan hasit pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak vang terutang tidak atau kurang bayar akan terkena denda sejumlah

kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB.

D. Cara Meminimalisasi Pajak Yang tidak Melanggar Peraturan Perpajakan

Cara meminimalisasi pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan
adalah menggunakan fungsi manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak pada
dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu bertujuan untuk
memperoleh likuiditas atau tingkat laba yang cukup. Manajemen pajak sebagai
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar tetapt jumlah dapat ditekan
serendah mungkin untuk memperoleh laba atau likuiditas yang diharapkan,

sehingga dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang



mengakibatkan denda pajak. Fungsi manajemen pajak adalah perencanaan pajak
(tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak
(Sophar Lumbantoruan, ed.revisi, 1996).

Fungsi manajemen pajak yang diharapkan dapat diterapakan pada
Primkoppol antara lain:
1. Perencanaan pajak (tax planning)

Strategi mmeminimalisasi pajak disusun pada saaal perncanaan, sehingga
penelitian dan pengumpulan ketentuan perpajakan dilakukan pada tahap ini.
Primkoppol Resort Kulon Progo menurut hasil penelitian tidak melaksanakan
tahap perencanaan pajak. Hal tersebut tampak bahwa bahwa Primkoppol tidak
memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran
yang berlaku. Sebenarnya pada Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999 dapat
memimmalisasi pajak dengan (f:irimer_r}gs?klfan dana pendidikan dalam biaya

administrasi usaha.
giduiomgl
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan
Primkoppol Resort Kulon Proge dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya masih mengalami kesulitan antara lain:
a. Memasukkan dana pendidikan ke dalam biaya administrast usaha, sehingga
biaya bertambah dan penghasilan berkurang.

b. Memasukkan dana perbaikan gedung dan dana pemasaran ke dalam biaya

administrasi usaha, sehingga biaya bertambah dan penghasilan berkurang.

(V8]

Pengendalian Pajak
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3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa
peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Pengecckan pembayaran pajak
merupakan hal penting dalam pengendalian pajak, sehingga pengendalian dan
pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi meminimalisasi pajak, misalnya
tentu lebih menguntungkan jika koperasi membayar pajak (the least at the latest
rule) daripada penyetoran dilakukan jauh sebelumnya.
Penyelesaian permasalahan kedua, langkah yang ditempuh oleh peneliti sebagai
berikut:
Laporan Hasil Usaha Tahun 1997
Langkah 1
SHU Tahun 1997 (menurut fiskal) Rp 22.794.182,00

Biaya-biaya yang masih dapat dikurangkan

a. Biaya perbaikan gedung (Rp 2.586.000,00)
b. Biaya pendidikan (Rp 2.586.000,00)
c. Biaya pemasaran (Rp 2.586.000.00) +

Penghasilan kena pajak bila memanfaatkan /oopholes Rp 15.036.182,00

Langkah 2
Penghasilan kena pajak tahun 1997 jika memanfaatkan celah-celah yang ada
undang-undang perpajakan(loopholes) dan dibulatkan ke dalam ribuan, dikalikan
pasal 17 Undang-undang No.10 Tahun 1994.

10% X Rp 15.036.000,00 = Rp 1.503.600,00

Pajak terutang Rp 1.503.600,00

Kredit Pajak Nihil




Pajak yang harus disetor  Rp 1.503.600,00
Sedangkan jika dikalikan PPh pasal 17 UU No.10 Tahun 2000

10% X Rp 15.036.000,00 = Rp 1.503.600,00

Laporan Hasil Usaha Tahun 1998

Langkah 1

SHU Tahun 1998 Rp 40.664.814,00

a. Biaya perbaikan gedung (Rp 4.551.200,00)

b. Biaya Pendidikan (Rp 4.551.300,00)

¢. Biaya pemasaran (Rp 4.551.300.00) +
PKP bila memanfaatkan loopholes Rp 27.011.014,00

Langkah 2
Penghasilan kena pajak jika memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-
undang perpajakan (Joopholes) dan dibulatkan ke dalam ribuan, dikalikan dengan
pasal 17 UU No.10 Tahun1994.

10% X Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% X Rp 2.011.000,00=Rp 301.650,00 +

Pajak terutang Rp 2.801.650,00

Kredit Pajak Nihil

Pajak yang harus disetor ~ Rp 2.801.650,00
Jika dikalikan dengan PPh Undang-undang No.17 Tahun 2000

10% X Rp 27.011.000,00 = Rp 2.704.100,00
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Laporan Hasil Usaha Tahun 1999

Langkah 1

SHU Tahun1999 (menurut fiskal) Rp 44.531.224,00

a. Biaya perbaikan gedung (Rp 585.644,00)

b. Biaya Pendidikan (Rp 585.750,00)

c. Biaya pemasaran (Rp  585.750.00) +
PKP bila memanfaatkan /oopholes Rp 42.774.080,00

Langkah 2

Penghasilan kena pajak Tahun 1999 jika memanfaatkan celah-celah yang ada
dalam undang-undang perpajakan (/oopholes) dan dibulatkan dalam ribuan,
dikalikan dengan pasal 17 UU No.10 Tahun 1994

10% X Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% X Rp 17.774.000,00 = Rp 2.666.100,00 +

PPh terutang Rp 5.166.100,00

Kredit Pajak . Nihil

Pajak yang harus disetor  Rp 5.166.100,00
Jika dikalikan dengan PPh No.17 Tahun 2000

10% X Rp 42.774.000,00 = Rp 4.277.400,00



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai penghitungan
pajak penghasilan yang terutang badan dalam rangka meminimalisasi pajak pada

Primkoppol Polres Kulon Progo dapat disimpulkan:

1. Penghitungan pajak penghasilan terutang Primkoppol Polres Kulon Progo
belum menggunakan tax planning yang sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku, hal tersebut karena:

a. Primkoppol Polres Kulon Progo dalam melaporkan hasil usahanya ke
Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun 1997, Tahun 1998 dan Tahun 1999
hanya berdasarkan AD/ART koperasi tanpa melakukan koreksi fiskal.
Hasil usaha dihitung dengan cara mengurangkan biaya-biaya yang terjadi
pada penghasilan dan disebut sisa hasil usaha (SHU). Pada biaya-biaya
yang terjadi ada beberapa biaya yang tidak diperkenankan wuntuk
mengurangi penghasilan.

b. Primkoppol Polres Kulon Progo tidak memperhatikan faktor-faktor
perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan
keuangan fiskal dengan unsur-unsur laporan keuangan kamersial. Faktor-
faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur

laporan keuangan fiskal dan unsur-unsur laporan keuangan komersial

tersebut antara lain:

124
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1) Tarif penyusutan aktiva dan harta koperasi
2) Beda Persediaan Barang Dagangan

3) Penyisihan Penghapusan Pinjaman

4) Beda Penyesuaian Simpanan

5) Biaya Minum Staf ,

6) Biaya Transportasi Syawalan ’

7) Biaya/Beban Pajak
8) Penyisihan Pemupukan Modal (Cadangan)
9) Penyisthan Dana Karyawan

10) Penyisihan Dana Pengurus

2. Primkoppol Polres Kulon Progo tidak memanfaatkan celah-celah yang ada
dalam undang-undang perpajakan (Joopholes) dalam pembayaran pajaknya.
B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi Primkoppol dari hasil

penelitian yang dapat dilakukan oleh Primkoppol antara lain:

1.

2.

Penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan koperasi
ke Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh melewati batas waktu yang
ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret.

Primkoppol Polres Kulon Progo sebaiknya melakukan koreksi SPT
Tahunannya, sebelum Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).



. Primkoppol dapat meminimalisasi pajaknya dengan manajemen pajak yang

dapat diterapakan oleh Primkoppol Polres Kulon Progo yaitu:

a. Tax planning (perencanaan pajak) koperasi harus selalu memperhatikan
peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran dan
peraturan pemerintah.

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan harus dipastikan telah memenuhi
peraturan yang berlaku.

c. Pengendalian pajak, yaitu dengan membayar pajak pada saat terakhir dari
ketentuan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (the least
and the latest rulej, sehingga pengendalian dan pengaturan arus kas dapat
dilakukan.

. Primkoppol dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang

perpajakan (loopholes) antara lain: (Sophar Lumbantoruan 1996, hal. 485)

a. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai
pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Dalam
peraturan undang-undang perpajakan banyak terdapat pf:ngecualian dan
pengurangan yang diperkenankan. Contoh pengurangan yang dapat
dimanfaatkan untuk mengurangi pajak dapat dilakukan sebagai berikut.
Misalnya, menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan
terutang cukup besar. Untuk mengurangi jumlah itu, perusahaan dapat
menguranginya dengan menambah biaya misalnya biaya pendidikan, biaya
perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Maksud

pengeluaran tersebut adalah daripada menggunakan uang untuk membayar
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pajak lebih besar, lebih baik uang tadi digunakan untuk kepentingan
perusahaan
b. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa Wajib Pajak.
. Primkoppol Resort Kulon Progo sebaitknya mempelajari tentang pembuatan
laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akutansi Keuangan yang
berlaku di Iﬁdonesia.
. Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan perpajakan harus
selalu diperhatikan oleh Primkoppol karena hampir setiap minggu terbit.
Primkoppol Resort Kulon Progo sebaiknya melakukan revaluasi (penilaian
kembali) terhadap barang-barang inventaris kantor yang telah habis masa
manfaatnya jika masih melakukan penyusutan terhadap barang-barang
tersebut.
. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan peneliti dalam melakukan pembahasan dan menganalis
antara lain:
1. Informasi yang diberika pithak Primkoppol kadang tidak jelas dan

membingungkan sehingga peneliti harus mengapresiasikannya sendiri.
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Lampiran 1

Daftar Kuisioner

A. Sejarah Singkat Perusahaan

1.

2.

Kapan Primkopol Polres Kulon Progo didirikan?
Siapa yang mendirikan?

Kapan perusahaan memperoleh status badan usaha?
Mendapat akte notaris nomer berapa?

Kapan koperasi ini mulai beroperasi?

Apa tujuan, visi dan misi koperasi?

Bagaimana perkembangan koperasi sampai saat ini?

B. Lokasi Perusahaan

1.

2.

Di mana letak Primkopol Polres Kulon Progo?

Apa pertimbangan pemilihan letak Primkopol Polres Kulon Progo?

C. Struktur Organisasi

1.

2.

Sistem organisasi apakah yang dipilih Primkopol Polres Kulon Progo?
Bagaimana bentuk struktur organisasi Primkopol Polres Kulon Progo?
Siapakah yang memegang pimpinan umum?

Dalam menjalankan tugas sehari-hari pimpinan umum dibantu oleh siapa?
Apa sajakah tugas serta kewajiban dari masing-masing bagian dalam

struktur organisasi tersebut?



Lampiran 1

D. Permodalan

1.

2.

Bagaimana perusahaan memperoleh modal?

Apa saja sumber modal perusahaan?

E. Personalia

1.

2.

Berapa jumlah karyawan pria dan wanita yang bekerja di sini?

Berapa jumlah karyawan tetap dan tidak tetap ?

Bagaimana cara memperoleh karyawan?

Bagaimana sistem penggajian dan pengupahan yang dipakai?

Apakah dengan jumlah karyawan yang tersedia di sini sudah cukup efektif

dalam menjalankan tugas pengelolaan koperasi?

F¥. Pemasaran

1.

2.

Siapa saja yang dilayani?
Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang dihadapi koperasi dalam

memasarkan suatu produk?

G. Akuntansi

1.

Bagaimana daftar aktiva tetap berwujud berupa peralatan, bangunan dan
kendaraan?

Mulai kapan aktiva tetap berwujud tersebut diperoleh dan digunakan?
Berapa umur ekonomis masing-masing aktiva tetap berwujud tersebut?

Dalam melakukan penyusutan, metode apa yang digunakan?



Lampiran 1

10.

Apakah ada atau pernah terjadi penarikan harta aktiva tetap berwujud dari
pemakaian? (misal dijual, terbakar, terkena bencana)

Bagaimana perlakuan penarikan aktiva tetap berwujud dalam pencatatan
akuntansinya?

Apakah dalam melakukan penyusutan aktiva tetap berwujud, bagian
akuntansi juga memperhatikan peraturan-peraturan perpajakan dan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku?

Bagaimana laporan keuangan dari Primkopol Polres Kulon Progo untuk
tahun 1995 sampai dengan tahun 19997

Apakah bagian akuntansi juga memperhatikan atau memperhitungkan
laporan rugi laba menurut perpajakan?

Jika ya, apabila terjédi perbedaan jumlah laba menurut akuntansi dan
perpajakan, bagaimana perlakuan perbedaan terhadap jumlah beban pajak
untuk tahun yang mendatang? (apakah ada alokasi pajak untuk antar

periode)



Lampiran 2 FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771

PERHATIAN ; TAHUN PAJAK
® BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
® S| DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK 119 (9 |17
. - ® BERI TANDA X DALAM D (KOTAK) YANG SESUAI DIISI OLEH DINAS

.............. SD.iecs 1. TGL SPT DISAMPAIKAN...... ...

TAHUN : IE TAHUN TAKWIM |:| TAHUNBUKU ...

A. NPWP . m |1|g-|7| |3|u|9| |§J |§|L\|)| 2. STATUS SPT

B. NAMA WAJIB PAJAK 'KOP PRIIKOPPOL RESORT KULON PROGO 3. KLASIFIKASI BADAN

€. ALAMAT TEMPATKEDUDUKAN  :JIN, BHAYANGKARA NO. 05 4. ALAT PEMB

E. KOTA/KODE POS : 5 |5 | 615 |1" 6. N/K/L (N.12)

F.  JENIS USAHA OO OO TSRO PPN 7. PERMOHONAN ATAS LB

L]
L
L
D. KELURAHAN/KECAMATAN 'WATES / WATES 5. N/K/L (M.10) u
L
[
L

KODE KLU ! I 8. LAMPIRAN

G. NAMA PIMPINAN . 'LETTU SUGIYOTO
ALAMAT RUMAH : JETIS ySARDONOHARJO NOUOAJLIK SLEMAN ’Ké
NOMOR TELEPON . RUMAH....ooo. o KANTOR..0274 T136T8
H  KLASIFIKASI BADAN : PT YAYASAN [X] KOPERASI DANA PENSIUN
MODAL VENTURA BANK | ] REKSADANA LAINNYA
. PEMBUKUAN : KAS MANUAL CARA PENILAIAN PERSEDIAAN: RATA-RATA
AKRUAL KOMPUTER FIFO
BAHASA INDONESIA RUPIAH METODE PENYUSUTAN : GARIS LURUS
BAHASA INGGRIS DOLLAR AS SALDO MENLRUN
DALAM RUPIAH
J PENGHASILAN | 1. | PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-1 BAGIAN D
NE10 NOMOR 5) | Te502,203
2. | PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-111 KOLOM (5) 2 -
3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 +2) ) L 1 745024203
K PENGHASILAN | 4. | KOMPENSASI KERUGIAN : P -
KENA PAJAK '
s. PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4) s 7.502.203
L. PPhTERUTANG | 6. | PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 7 X ANGKA §) I 750,990
7. | PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH ;
DIKREDITKAN -
B. | JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7). X 7504220
M. KREDITPAJAK | 9. | PPhayANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN (DIISI DARI 1771-11 o
DAN 17711 -
10. | a PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
1 ¢ -9 7504250
b PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT L "
11. | PPh YANG DIBAYAR SCNDIRI ] ' I e R
a. PPh PASAL 25 5504
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) N -
¢ FISKAL LUAR NEGERI ‘ - )
d PPh PENGALIHAN HIAK ATAS TANA} DANATAU [y T j
BANGUNAN - . o ]
JUMLAH (a+bscrd) L ol 550, S
N FPh NIIRANGY iz » H i Frh va\Nu M-kahninﬁﬁvﬁﬂn’-?h“h»ﬂ- FA BT e —— :
| I | ., o
(Hy 10 ! 2m‘250
LIBIR BAYAR b {1 PPhYANG LI BIHI BAYAR (FPh PASAL 28A) l

i i
i | @ JUMLAHPADA ANGKA 128 TELAH DILUNASI PADA TANGGA] [5 MszT 1998 l\p 98



O. PERMOHONAN

13.

JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b 13

MOHON: [ | DIRESTITUSIKAN/
[C] DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

YANG AKAN DATANG
. t
P. ANGSURAN 14. [ ANGSURAN PPh PASALQ2S TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 624550
PPh PASAL 25 R *
TAHUN PAJAK N
BERIKUTNYA
JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :
s [_] 112 X JUMLAH PADA ANGKA 102-7
b. [ ] PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
CATATAN:
TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPS1, BUMN/BUMD, DAN WP
TERTENTU LAINNYA
Q. LAMPIRAN 15. | SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 17711, 1771-II, 1771l 1771-IV, DAN 1771-V

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a [ x] NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN

b. [__] PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

c¢. [[X] SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN .1997

d. [[__] SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

¢. [__] DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI

X ..LATORAN TERTANGOUNG JAWABAN.DENGURUR.TUTUP BUKU TH 1997

"

R. PERNYATAAN

16.

DENGAN MENYADAR! SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA
YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR,
LENGKAP DAN JELAS.

A PENGURUS

[C] kuasa

® PEMBETULAN IDENTITAS

A. NPWP

B. NAMA WAJIB PAJAK

NN

C. ALAMAT

D. KELURAHAN/KECAMATAN

E. KOTA/KODE POS

» TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA

\P.PPh.2.2-96




LAMPIRAN -1

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMUIIR

1771-1

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
@ LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

DEPAKTEMEN KEUANGAN R
IHKERTORAY JENGFRAL PAJAK

119D |7

NAMA WAJIB PAJAK :PRmKUﬂ‘OL RESORT‘ KL

newe: 1] [TPOI7) BOP| 18] BB

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO. JENIS USAHA PEREDARAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO USAHA
1)) (2) 3) )
1. | DAGANG 10846654114 101,863,257 6.801.857
2. | mNDUSTRI
3. | JasA 914355.020
4. | LAINLAIN 64273300 36,089,420
 JUMLAH 10752464297

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.

JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO

O]

@

3)

BUNGA

| DIVIDEN

ROYALTI
SEWA

KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

6. | LAN-LAN 369,000
BAGIAN C: PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)
NO. URAIAN JUMLAH
) (2 (3)

1. | GAJ, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB 30,040,000

2. | PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 442174660

3. | CADANGAN

4. | PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH

5. | BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA 306144529
6. | KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
7. | NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL
8. | LAIN-LAIN 2942404905

JUMLAH 0441134094
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPIAH)
NO. URAIAN "~ JUMLAH
1) () 3)

1. | PENGHASILAN DARIUSAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5)) 10142464297
2. | PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B) 3694000
3. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1+2) 10146154297
4. | PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C) 9441134094
5 | PENGHASILANNETO (3 -4) Te502.203

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1
KP. PPh. 2.2.1-96




DEFARTFMEN KFUANGAN koI
INRERTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

LAMPIRAN - 11

FORMULIR

1771-11

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK
EEEAEREN

. NPWP : 1] l7lsl7] [3lol8t 8 |514l1
NO. . PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAHR
NAMA NPWP Rp) (Rp) (Rp)
m @ o) ® ® ©
——TINIL —
JUMLAH : > —KFNIERIL

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-1

KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INL.

PP.PPh.2.2.2-96




DEPAKTEAIEN KFt ANGAN R
DBIRFRTOHAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-1V

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK
e fe ]

DIVIDEN (Rp) *)
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP BONUS °*°*) TANTIEM °*°) GRATIFIKASI  **)
PERSAHAM JUMLAH
Rp) (Rp) (Rp)
I @) ) ) ® ® ) ®
T ITHIL o———
*). BAGI PERUSAHAAN MASUK BURSA, HANYA DIISI DENGAN PENERIMA DIVIDEN YANG MEMILIK! SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH

DAR! SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

**). YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI STAF SATU TINGKAT DI BAWAH DIREKSI

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK IN1

KP.PPh224-96




LAMPIRAN -V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-V

DFPARTEMEN KEUANGAN R
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KOPERASI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI

® L AMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

L1l olals]

NAMA WAJIB PAJAK : .PRIMKOPPOL, RESORT-KULGH. FROGOWP (1| 71 sl 9] |3-|-9-|-9| Lgl |5| 4 | II

" BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEME_R]KSA KOPERASI
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN
m @ &) @
o | SOEBADAL  Kapten Pol Btl - etua ‘
2; SWANGAT  Buoma Xy : Kot'ua Pﬁg%oppol Resort Klp
3¢ | Neatidjo Bexia Klp - Bekretaris
4, | Murtanto  Sexka Pwj - Kanit Toko
Se | Tukiman  Sertu Klp - Bendahara IT
6% | Mukhidin  Sertu Kip - Ragir
C\, Te nrs".BamPang”.w Letkol Pol Xlp - Pembina I
<’ | G| YakhootyT Mayor Pol Klp - Ponbina. IX
9'5 Byl Harwoyo Kspten Pol Klp - Ketua: Pengawas
1% Sumri Sexda. Ry - Sekretaris Pengawas,
BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL
JUMLAH SAHAM DISETOR
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP LEMBAR RIBUAN RUPIAH C (%)
m @ ®) @ ) ©)
Finil
CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU
LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOFERASI

TERHITUNG SEJAK
No. NAMA DAN ALAMAT TANGGAL NPWP KETERANGAN
() @ @) “ )
Fihil

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



KITCLISIAN DAFRAGA A-I:A‘ N YWUTANARTA
REIGCET KLIa0N0 e - 11 ~
T rE TIOL
b, TEROITUNGAN SISA HASIL USAHA IRIMKOITOL
WULAN « DESEMIER 1997 MO, PERK. t 950
LATAMAN 3 12
ooy = mazen ==
no, PEK. o URALAY \ PRUKKUAN ¢+ DEIET ( I ) ‘ KREDIT ( Rr )
Q91 t Ponlajatan Foto Copy 1 1 ! 2.774.420 ,-
892 t Tenlapatan laminating 1 t t -
69) t SiU Tuskoppolda t ' ! -
8a4 t Tenlapatan lain-lain t t 1 5.000,-
875 1 Tondajatan Kantin : ' . 315.000 -
89 t Kemiton2 1 : : 364,000,-
0897 : Iurga atao pinaaran yang diborikan ¢ t 1 88.293.960 ,-
820 1 Tensulan larane Lassroan t 1 : 107,231,991 ,-
£99 I Deds parsodisan larang Dagangan 1 1 : 1.433.123 -,
320 t Testmllan larary Dagungan B t 101.863.257 ,~ f
4410 1 Playa Harwvat invontaris Kantor t 1 34.350,- [
4511 + Riaya Tomelilaraan Godung s : 361.100,~ :
4612 t  Diaya Listrik t [ 483.630,~ !
4613 t Paya Tan ( rir ) ' 1 04,050y~ 1
4614 +  DBilaya Telephcne ' t 440,560 ,- :
4615 ¢ Biaya lanzganmn KR/ Majalah ' : 209.800 ,~ H
4616 t  luran Dekopinda Kab. Kulen Irego [ : - :
A617 t Jana Hutang pada Angpota 1 ' 200,000 ,- 1
4610 t Japa Lutarg Iekopinda Kub, KI t t 420.000,- 1
4619 t  Japa Stipjanan Angprota t : 30,421,000 s
ACO ¢t Mara Tranapotani Anggota t 1 1,195,000 - t
A631 ¢ Dlaya Aid : 1 276,070~ t
4632 t Diaya Setak/Fcin Copy t ' . /(,o, :
461} t Tempurutan Jnv-ntario Kantor 1 : :
4¢.10 : Ioru fotlan Dlaya RAT ! : IOREPINIT,N t "
AG41 A 1 Yall Farvawan 1 i \.\.(\.OC t
4641 0t Cayi Tertia : [ 1.3/0. OUJ, 1
4641 C 1 Gajl Tenravan s 1 1,200,000, 1
4665 1 Piaya tranaportani Angrota ' : ML AN AT, :
4GA) t Fiaya Rarpat Reatin/ Kinum otal 1 ' TR, '
4645 t Diaya Sanrtk [/ Kununwan ‘ t ' PRI A :
AR4G 1 DMara i "\hﬂau 'r]r".a'\‘ 1 : 1 ' 1
4647 v Pjaya ‘rennportant Aw',-nta Pr-lua.l t 1 N :
2548 1 "11\\1 trarwjertant 117 Mhayarvdiara t ' 1
4640 l taya "'Anrr*r ard Df‘ﬂ ' l ", :
' Tv sadaan lowsn Korten / NatLA 1 1 .
t Biaya tranaportari lLyawalan H 1 :
G t Jlaga Vemtvoomuman Nesjid t t . '
t Dlaya/lelan jajak : : - :
4201 A t Tergumatan Gedure 11 t 1 - :
4361 B ¢ Targunutan Sedung Lama : 1 2 y- :
4%3% ¢ 1 Toergunutan Kantin t H Ty :
4002 : Teryusutan Feto Zopy Lo K ! t - :
4902 At Tenrusu'an Foto O » RICCH ' 1 - t
490} t Terprurs’:in Fosin Laninating 1 1 H
4905 1 Tenyisikan parehajusan TMinjaman ' 1 '
ARG t Gajl Tes eolrh jtely PR | 1 !
aheT t Cajl Juru Payar Tolres Kulon Troge @ : 1
LBCS + Liaya ynztmu-\ data dinding ' 1 :
.. M t Playa perjanjangan 5277 H t :
204 : ans telua dlusd 1 | ! 61.060,~
4205 t Aters! Dimae I-lrea Kp. ! t : ;
191 t Feda’jonyemunian Sicyanan - t ! :
190 t Lentur [ ' :
192 t Nurca yars manth hamun diterima t t ! 1.000,000,- -
4% 1 Piaya jeralansn diran t t Ve, 1
t . H H 1
1 1 t

Ju=zlah

10Y.478.5%4 ,~

1 Sina Yantl Udaha { Gl ) 1 ' PP IR '
b JUILAK KOYTROL 1 s PONGT LNy : 203.478.554,~
Talen, A Dcaexmbor 1997
\\
- / INGRAOH ‘.,uu\hu KU~ miece
IT2IDALLR,

/])7"

¥su1‘Anc,\A

SERA- HRD

RO

55.20301

Z c, Penjelasan s + o .




FORMULIR

Lampiran 3 SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771

PERHATIAN : TAHUN PAJAK
® BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN _ 8
@ 15! DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK 1,9 /9 /
® DIIS| DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS
® BERI TANDA X DALAM D (KOTAK) YANG SESUAI DIISI OLEH DINAS )
OEPARTEMEN KEUANGAN RI . al 1
oekTonat BNORALPAS | py s [X] TAHUNTAKWIM [ ] TAHUNBUKU ........ S T 1. TGL SPT DISAMBMK AL 1P .
A NPWP c 3] |7lslr] BBlele] (8] |slah 2. STATUS SPT L]
B, NAMA WAJIB PAJAK !  PRIMKOPPOL RESORT KULON PROGO 3. KLASIFIKAS| BADAN L
C. ALAMATTEMPATKEDUDUKAN : JIN, BHAYANGKARA NO, 5 WATES 4. ALAT PEMB L
D. KELURAHANKECAMATAN . WATES 5. N/K/L (M.10) 14
E.  KOTA/KODE POS © WATES 5|5 6|1 1] |6 NLNI2) Uf_l
F.  JENIS USAMA . USP/PERTOKOCAN . | 7. PERMOHONAN ATAS LB L]
G.  NAMA PIMPINAN : BUGIYOTO/ Lettu Fol 8. LAMPIRAN L
ALAMAT RUMAH . Asram Polres Kulon Progo 9. Kode KLU L]
NOMOR TELEPON © RUMAH oo kanTor (0278)_ 773679 ;
H  KLASIFIKASI BADAN : PT YAYASAN KOPERASI DANA PENSIUN
MODAL VENTURA BANK REKSADANA LAINNYA
I.  PEMBUKUAN : KAS MANUAL CARA PENILAIAN PERSEDIAAN: RATA-RATA
AKRUAL KOMPUTER FIFO
BAHASA INDONESIA RUPIAH METODE PENYUSUTAN : GARIS LURUS
BAHASA INGGRIS DOLLAR AS SALDO MENURUN
AMORTISASI : GARIS LURUS
SALDO MENURUN
DALAM RUPIAH
J.  PENGHASILAN | 1. | PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIIS! DARI 1771-1 BAGIAN D 8
NETO NOMOR $) 05424440 g
2. | PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DHSI DARI 177(-1il KOLOM (5)) -
3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 +2) Be5425440 g
K. PENGHASILAN | 4. | KOMPENSASI KERUGIAN -
KENA PAJAK
5. | PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4) 845424440 g
I, PPhTERUTANG | 6. | PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA § ) 8547200 y=
7. | PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH -
DIKREDITKAN
8. | JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7). E544200 g
M. KREDITPAJIAK | 9. | PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG -
OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-1 DAN 1771-111)
10. | a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIR! 8544200 g
« 3 -9 542200y~
b. [___| PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT -
1. | PPh YANG DIBAYAR SENDIR! [ .
a. PPh PASAL 25 a| 788,050 ~
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) b -
¢. FISKAL LUAR NEGER! ¢ -
d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH d -
DAN/ATAU BANGUNAN.
JUMLAH (a+b+c+d) » 7884050 g~
N, PPRKURANG/ | 12 | a [ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) 664,150 4
{10- 11)y]
LEBIH BAYAR b [___] PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A) -
®  JUMIAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 26 Pelruari 1999,




0. ' PERMOHONAN

JUMLAH PPh YANG LEB!H DIBAYAR PADA ANGKA 12b i3

MOHON: [ ] DIRESTITUSIKAN

[‘_‘] DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
YANG AKAN DATANG

P.  ANGSURAN
PPh PASAL 25
TAHUN PAJAK
BERIKUTNYA

ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 71 200
° ”~

JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :
a. [X_] 112 X JUMLAH PADA ANGKA 10a -7
b. [___] PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

CATATAN:
TIDAK DIISIOLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP

TERTENTU LAINNYA

Q. LAMPIRAN

}

SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 17711, 1771-1l, 1771-11, 1771-1V, 1771 V, DAN 1771-V{
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a IE NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN

b. [__] PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

¢. [[__] SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN .....
d. [] SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)
¢. [[x_] DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISAS]

- PERUBABAN- POSIBT- KBUARGAN - DAN- PERUBANAN POSIST MODAL KERJA,

™

R.  PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKS! SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA
YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ‘ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR.
LENGKAP DAN JELAS.

[] peNGURUS
o [C] xuasa
® PEMBETULAN IDENTITAS
A.  NPWP

B. NAMA WAJB PAJAK

AL Lt

C. ALAMAT

D. KELURAHAN/KECAMATAN

E.  KOTA/KODE POS

I N

@ TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA

KP PPh.2.2-98




DEPARTEMEN KEUANGAN Ri
DREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - |

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-1

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

|1|9|98’-

NAMA WASIB PAJAK : PRTMKOPPOL RESORT. KULON.FROGGewe : 1] |7]5|7| |3|0[9] (8] |5 #hj

BAGIAN A : PENGHASILAN DAR] USAHA (DALAM RUPIAH)
NO. JENIS USAHA PEREDARAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO USAHA
[0 Q) 3) ) )

I. | DAGANG 174%5132,692 ym 1614 TTTe6T3 g~ 1233555019 g

2. | INDUSTRI -

3. | JASA 12359574005 go

4. | LAIN-LAIN T+2895200 g
JUMLAH 1434602,224 =

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)
NO. JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO
) (2) )

1. | BunGa -

2. | DIVIDEN -

3. | ROYALT! -

4. | SEWA -

5. | KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA -

6. | LAIN-LAIN -
JUMLAH

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)

NO. URAIAN JUMLAH
() ) Q)

1. | GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASL, HONORARIUM, THR, DSB - X 3947144000 4=

2. | PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - 506054760 g

3. { CADANGAN 1842054400 g

4. | PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH -

5. | BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA ¥ 3842504800 y=

6. | KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA -

7. | NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL -

8. | LAIN-LAIN 33,282,804 g
JUMLAH 13540584784 y=

DAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPIAH)

NO. URAIAN JUMLAH
() 2) . 3)
1. | PENGHASILAN DARIUSAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5)) 143,601,224 y=
2. | PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B) -
3. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 +2) 14346014224 g
4. | PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C) 135,058% 784 ¢=
5 | PENGHASILAN NETO(3-4) 85424440 g

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1|

n Amt aAa A6



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREXTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - [l

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-1

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

s o)

NPWP :

1a Ls7] (3009] 18] |54

NAMA WAJIB PAJAK : . PRTFKGPPOL.-REGCRT - KGLON- FROGO
NO. PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK ) PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA NPWP (Rp) (Rp) (Rp)

M

2)

3

4

)

(6)

JUMLAH :

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) +(5) +(6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-111
KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(3))3 JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INL.

KP.PPh.2.22-




DEPARTEMEN KEUANGAN R1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAX

LAMPIRAN - 111

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-111

® | AMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG Di LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK

ook |

wewr. (1] [7[5(7] [3]005] (8] [514[2]

NO.

NEGARA
SUMBER PENGHASILAN

NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG
PAJAK DI LUAR NEGER!

JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN NETO

(Rp)

PAJAK YANG DIBAYAR/
TERUTANG DI LUAR NEGERI
(Rp)

PPh PASAL 24 *)

(Rp)

)

)

3)

“)

©)

(6)

(U]

JUMLAH :

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
FORMULIR 1771-11 KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP. PPh.2.2.3998




LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-1V

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI

TAHUN PAJAK

Lals o]

DRERTORAT TNDEAL PARK ® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771
NAMA WAJIB PAJAK : PRINEOEROL. BESORT. KULON. TROGO. NPWP : | 1| | Il 5] 1] | 3] o| 9] [ §| | 5] 4[ 1|
DIVIDEN (Rp)
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP BONUS TANTIEM GRATIFIKAS!
PERSAHAM JUMLAH
(Rp) (Rp) (Rp)
o) @ &) 0 D) ©) m ®

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INL.

KP.PPh2.24-98




DEPARTEMEN KEUANGAN Rf
DREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMFPIKAN - ¥

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-V

KOPERAS!

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL. DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERAS!

® | AMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

[2]s]s]e]

NAMA WAJIB PAJAK : .FRIMKOPPOL. RESOBRT. KULON. PROGOWP |_1_| |7|5| 7| |§]O|9| [_8_[ | g 4|1|

1

LEMBAR

RIBUAN RUPIAH

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN
M @ 3) )
1,| SUGIYOTO, Lettu Pol/ Asrama Wabes - KETUA FRIMKOPPOL RES KLP
24| SUPANGAT, S Asrama Wates - BENDAHARA
+ 3,| SUYATHI, Ser ihan Bantul - SEXRETARTS
4+| TRIHARNO ATMOJO, Kapten Iol - KETUA. PENGAWAS
Se| SUDARLAN, Lettu Pol/Asrama - ANGOOTA  PENCAWAS
6o SUMART, Serds/ Asrama. Wates - SEKRETARIS PENGAWAS
C To| ANWARUDDIN, Letkol Pol/Asrama. - PEMBINA X
84| YAKHOEB, T, Mayor Pol/Asrams - PEMEINA II
BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL
JUMLAH SAHAM DISETOR
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP

(%)

)]

Q)

3)

4

&)

(6)

CATATAN :
UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU
LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.

NAMA DAN ALAMAT

TERHITUNG SEJAK
TANGGAL

NPWP

KETERANGAN

1))

)

(3)

4

(5)

N i hil e

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIR!I SESUAL DENGAN BENTUK INI



EPARTEMEN KEUANGAN Ri
REKTORAT JENDEKAL PAJAK

LAMPIKAN - Vi

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771 - VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

DAN

PENGHASILAN YANG TIiDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK
1119]19

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMZOPPOL. RESORT. KULON. PROGO |_1_j | 757 | LB | O|_9] l_j 15 41

BAGIAN A .

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO.

JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO/
NILA1 TRANSAKSI

TARIF

(Rp)

(%)

PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG
MELALUI
(Rp)

/PEMUNGUTAN

PEMOTONGAN PEMBAYARAN
SENDIRI

(3x4) 3x4) (5+6)

JUMLAH

2)

3)

@

(5) (6) m

1))

(S

a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN
DISKONTO SBI

b. HADIAH UNDIAN

c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI

d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI
YANG DIJUAL DI BURSA EFEK

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
SAHAM PENDIRI
b. BUKAN SAHAM PENDIRI

PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN
MODAL VENTURA

a. PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK
PERTAMINA DAN PREMIX

b. PENYALUR/GROSIR TEPUNG TERIGU
DAN GULA PASIR (BULOG)

¢. PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

USAHA JASA KONSTRUKSI

a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN
KONSTRUKSI

b. PENGAWASAN KONSTRUKSI

USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI
KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN
PAJAK

LAIN - LAIN

66'4666 5=

15

JUMLAH

JAGIAN B

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

115,000 = Lol

-

115,000

(DALAM RIBUAN)

NO.

JENIS PENGHASILAN

JUMLAH
PENGHASILAN

(03]

3

R e

BANTUAN / SUMBANGAN
HIBAH

LAIN - LAIN

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.

BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

JUMLAH

e 433 818

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh2.2.6-98




XEPOLISIAY DAERAE ISTIMFVA YOOYAXARTA

RESORT XULCH T'ROQO

PRDXOPTOL
PFERHITUNQAN SISA EASIL USAHA FRDMQITOL
TAEN ¢ 1998
X0, M'EXX. JrAIAX + TROCXTAX DEXET [ XREDIT
891 t Pendapatan Fete cepy ' t t 44938,200,~
892t Peadapatas Unit lenimsting t t t -
893 + 8HD dari Puakeppelda DIT t t t 7504000 ,~
94 t Peadapatan Lain lain t t ; 950,000 ,-
898 t FPendapatan Lantia t s ' 2754000 y=
896 tXenied 1 ' 1 376,000 ,-
N t Jusgn pilajarar yang dibarikan [ 1 1 123,957.005,~
. 820 t Tenjualan taramg dagangan t [ 1 174.132.692.-
899 t Jeda pearecdiana barang ! ' ' 34193.727,~
320 t Peabalian barang dagangan t t 164,971,400 ,~t
4610 t 3laya barwat imveataris Laater ' t © 38,300,~t
4611 t 3iaya Earvat Gedung ' ' 281,500 -1
4612 t 3laya Listrik t 1 610,306 ,-1
4613 t 3laya Afr t 1 83,400,-t
4514 t Biaya telephene ' ! 542,210 ,-1
4515 1 3lays langgamam XR/Xajalah 1 1 2574200 ,-t
4516 t Juras Dekepiada Xadi Xules Proeo [ ' 24,000,-1
4618 t Jasa Buteng peda Dekopimda Xad, X ' ' 360,000 ,~t
4619 ¢t Jasa Simpanas/piajesen pada Anggeta ' ' 36,410,800 ,-1
4620 ¢ 3iaya perjalaman dimas rutis ' ' 869,000 ,-t
4901 & t Pexyusutan Gedung Sarda guma (Cedung II) ' t 1,000,000,~t
4301 3 &t Texyusutan Gedung lLam t t 111,372 ,-t
4301 C 1 Pexyumutan Xaxtia ] ] 2504000 y=1¢
4902 t Tenyusutan mesin Pete ooy ' t 34312,500,-t
4903 t Temywutan mesin Laninating 1 ' 88,200,-1
4909 t Atens! kepada Dimas t t 835,000 ,-1
4621 t Bunga pinjaman pada Puskoppolda DIY 1 t 14400,000,-t
4622 t Biaya parpanjasgan TIP t t 35,000,~t
4631 t Blaysn Alat Tulis Kanter ' ' 1.157.450 4~t
4632 t Miaya cetak/Fete ocepy o ' ' 740,665 ,-1
4633 t Penyusutan inventaris Kantor 1 ' 843,708 ,-1
4641 A 1+ Blaya gajl Xaryawan . 1 t 4,130,000,-1 .
46413 t 3lays ganjl - Pexbina 1 ' 1,560,000 ,-t
4641 C 1 Diaya gnjl lengavas [ ! 1,440,000 ,-1
4806 t Blaya gajl Pengelela USP t ' 3.900,000,-t
+30 ¢ t slaya gl Juyer lelres I [} [ 480,000 ,~-1
4645 1 3laya Vaerik/ Xuxjungan ' ' £34,500 41
4546 t Blaya Pesilaiam Xeperasi t s 1,023,000,~1
4547 t 3lays trawupertasl asggeta Xeluar/Penaius 1t 1 14300,023 4=t
4648 t 3iaya aimia staf daa rapat rutis t ! 7024550 y=t
4649 t 3iaya leabwr [ ! 225,000 ,~1
4640 t Pexyisihan biaya RAY t ' 2,700,000 ,~t
4661 t 3iaya tramspertas! EUT? Ruayasgkarn t ¢ 1,000,000 ,~t
4662 t 3laya tresspertas!{ Bar{ Gerak Xhayangkari ¢ t 300,000 =1
4563 t 3lays peagndasa hewan Xurtar/ Xatalax ' ' 175,000 ,-t
4664 t 3laya tramspertasi syawalaa T3, 19958 t t 12.433,000,-t
4905 t Penyisihax pesghapusan pm t t 545,700 =t
4665 1 Blays trenepertasi Angpe /I‘cnz\:rul 1 1 * 9,102,600 -1
4667 t Peayisitan Olspansn Hari Pua/Markep [} : £194101,400, 1
4568 1 Peayisitan Pesspukan Nedal { Cadangmn ) ' ' 18,205,400 ,~1
45669 t Penyisidan Transpertesi M? ' ' €4720,000,~1
' 1 1 '
1t JOUXLAE ' ' 300.930,184,-" 308,572,624 y=
1 58D XIBSIX TAECY 1958 t t 8,542,440 ,-1
¢ JHCAX XCFTROL ' 1 308,572,624~ 308.572.624.'-
¥ates; 31 Deeexber 1998
IRIGURUS IMRIKOPIOL RMIOKT XULOY IROGO
nmmmu;
\
- i (
i A
UPAYCGLAT 8 U Y ATM I-

SIRUNIRP, 58050654

DIRKA MRP, 68040143



Lampiran 4

 TAHUNAN PPh WP BADAN

Toned- 1 1

P71

PERIIATIAN :
® BACA BUKUPETUNIUK PENGISIAN
® ISIDENGAN HURUF CETAKDIKETIK
& DISI DENGANTENGKAP. BENAR, DAN JELAS

TALUN PATAK

1] s )]s ]

s ® BERI TANDA X DALAM [] (KOTAK) YANG SESUAI DIISI OLEH DINA
NI R AR R A TV AR -
TAHUN: TAHUN TAKWIM D TAHUN BUKU ......... 5D 1. TGL SPT DISAMPRI ........ ZDUU

A NPWP 1) [7lslz7] (a3loldl (8] Lslaly 2. STATUS SPT ||

B.  NAMA WAJIB PAJAK PRIOLOPPOL RESORT MULON PROGO 3. KLASIFIKASI BADAN | |

C.  ALAMATTEMPATKEDUDUKAN  :  JL. BHAYANGIARA No. 5 4. ALAT PEMB | |

D. KELURAHAN/KECAMATAN D HATES 5. N/K/L (M.10) | |

E.  KOTA/KODE POS RATES | 5|56 | 5 |1 6. N/K/L (N.12) l '

F.  IENIS USAHA ISR DAY WHIT TOXO. .. 7. PERMOHONAN ATAS LB ||

o~ N 8.

G.  NAMAPIMPINAN LEITU TOL SUGIYOTO NRDP, 56030509 LAMPIRAN L]
ALAMAT RUMAH Asrama Tolres Kylon Progo. 9. Kode KLU | | |
NOMOR TELEPON RUMAH oo -  KANTOR(0274)..773679

S

H  KLASIFIKASI BADAN i) YAYASAN KOPERASIL DANA PENSIUN

MODAL VENTURA BANK || REKSADANA LAINNYA

1. PEMBUKUAN KAS MANUAL CARA PENILAIAN PERSEDIAAN : RATA-RATA
[ ] AKRUAL KOMPUTER [ ] FFO

BAHASA INDONESIA RUPIAH METODE PENYUSUTAN X| QARIS LURUS
BAHASA INGGRIS DOLLAR AS SALDO MENURUN

AMORTISASI X| GARISLURUS
SALDO MENURUN
DALAM RUPIAH

J. PENGHASILAN 1. | PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-] BAGIAN D

NETO NOMOR $) 1167144594y~
2. | PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-111 KOLOM (5)) -
3. | JUMLAK PENGHASILAN NETO (| +2) 1147144594 4
¥  PENGHASILAN | 4. [ KOMPENSASI KERUGIAN -
¢ KENAPAJAK
5. | PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4) 11.7144594 4
L. PPhTERUTANG 6. | PPh TERUTANG (TARIFPFh PASAL 17 X ANGKA §) 1.171.40C,~
7. | PENGEMBALIANPENGURANGAN PP PASAL 24 YANG TELAH -
DIKREDITKAN
8. | JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7). 1.171.400,~
M. KREDITPAJAK | 9. | PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG -
OLEH PEMERINTAK (DHSI DARI 177111 DAN 1771.1l)
10. [ 2. [ X_] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 1,171,400 4
(8-9)
b, [__] PPh YANG LEBIH DIPOTONG/MDIPUNGUT -
11. | PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh PASAL 28 1| 854,400 ,~
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) b -
c. FISKAL LUAR NEGERI, . -
d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH p -
DAN/ATAU BANGUNAN .
JUMLAH (2 41+ € 0 d) Lot o i » 8544400 4=
N.  PPh KURANG/ 12. [ 2. [ x_] PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) 317.0004~
(10-11) >
LEBIH BAYAR b, [__] PPh YANG LEBIH BAYAR (1'Ph PASAL 2RA) -
®  JUMLAH PADA ANGKA 123 TELAH DILUNASTPADA TANGGAL 1 Pebruari 200C




JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b 13 .-

AN 13. =
MOHON: [ ] DIRESTITUSIKAN
[_] DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
YANG AKAN DATANG

P. ANGSURAN 14. | ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp

PPh PASAL 25 974600 g
TAHUN PAJAK
BERIKUTNYA

JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :
a. [x_] /12 X JUMLAH PADA ANGKA 102 - 7
b. [__] PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

CATATAN:
TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP

TERTENTU LAINNYA

Q. LAMPIRAN

15.

SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 17711, 1771-IL, 1771-1IL, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

. [x_] NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN.
b. [__] PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

c. [X] SURAT SETORAN PAJAK PPt PASAL 29 TAHUN .../ 333

d. [[__] SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

e. [ _] DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI

Perubahan.Posisi Keuangmn. dan Pexubahan Posisi Modal Ker i

banl

R. PERNYATAAN

16.

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG
TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, ENGKAP DAN
JELAS.

[x] PENGURUS

] kuasa

¢ PEMBETULAN IDENTITAS

- NPWP

(S Iy I I

NAMA WAJIB PAJAK

A LAMAT

KELURAHAN/KECAMATAN

KOTA/KODE POS

TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA

.PPh.2.2-99




I.LAMPIRAN -1

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMUT Jie

V77 1]

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TARUN PAJAK

ATV AN LY e
PKT Lan A e

1l9\9_ 9

’TAMA waliB PAJAK : PRIMKOTPOL. RESORT. KHION TROSOr -

11 [71517] L3los] (8] [ 54

BAGIAN A: PENGHASILAN DARI USAHA (DALAM RUPLAH)
NO. JENIS USAHA PEREDARAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO USAHA
() ) 3) () O
I. | DAGANG 185.6064825 y= 174,062,165 y= 12, 5444660 4=
2. | INDUSTRI -
3. | JAsA 155.089'.675,-
4. | LAIN.LAIN 54882,055 g
HAMLAR 172.5164390 4=
BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)
% | No. JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN 3RUTO
by
(1) (2 )
1. | BUNGA -
2. | DIVIDEN -
3. | ROYALTI -
4. | SEWA -
S, | KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGAL IHAN HART A -
6. | LAIN-LAIN 455000 g
JUMLAH 4554000 y=
BAGIAN C: PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)
NO. URATAN JUMLAH
49) ) 3)
1. | GAJL UPAH. BONUS. HADIAH. GRATIFIKASL HONORARIUM. THR. DSB 43,021,000 y
' I 2. | PENYUSUTAN DAN AMORTISAS] 44186866 "~
3. | CADANGAN -
4. | PIUTANG TIDAK DAPAT DIFAGIR -
5. | BUNGA PINJAMAN, SEWA. ROYALTI IMIBAL AN AN 5349350350 y=
6. | KERUGIAN KARENA PENJUALANAE NGALIHAN HART A -
7. | NATURA DAN/ATAU KENTKMATAN DI DAIRAH THRPUNCHL -
g | Laivpax 551134580 4=

JUMLAH

161‘. 2560 796 "~

BAGIAN D PENGHASIL AN NFTO

(DALAM RUPIAH)

NO. URATAN JUMLAH
(1) [ (H
1. | PENGHASILAN DARIUSAHA OUMLAH BAGIAN A KOLOM (£)) 17245160390 y=
2. | PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUNMLAH BAGIAN I 455,000 4=
1. | JUMUAH PENGHASILAN BRUTO . 15 2. 17269T1e390 4=
4. | PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (UMLAH BAGIAN () 16142564795 y=
S | PENGHASILAN NETO (3-4) 116714594 4~

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR £ KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA |

KP. PPh. 2.2.1-9Y




- LAMPIRAN - I = Py
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 17
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN PA.
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771
11919 ‘ )
NAMA WAJB PAJAK : FRIMEOPPOL RESCRT FULON TROGO. . NPWP : lal Lzlsl7 |aldsel Lal Lslglal
NO PEMOTONG/PEMUNGLUT PAJAK PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA NPWP iRp) (Rp) (Rp)
th (&3} {3) 4) () (6)
JUMLAH : > - :

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) +{5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-1i]

(2 JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRT SESUAI DENGAN BENTUK INT.

KP.PPh.2.2.2.99

KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA ¢

D I TRV W N Y

LDV R GRS R WREWR SRR )




LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1

TAHUN
PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG D] LUAR NEGERI
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 ) 11919 |
NAMA WAJIB PAJAK : .. TRIMKOPT(L. BESCRT KBLON TROGO sewp: |2 ] | 713 ]T] 31919 | B| |5 4]2 |
NO. NEFGARA NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG JENTS PENGHASILAN PENGHASILAN NETO PAJAK YANG DIBAYAR/ PPh PASAL 24 *)
SUMBER PENGHASILAN PAJAK DI LLUAR NEGER! TFRUTANG D! LUAR NEGERI

(R (Rp) (Rp)

[0 &) 03) 4 B i6) %)

JUMLAR - e - - -

L’) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERBITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

CATATAN: (L1 PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2

(2)  PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASII. PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
FORMULIR 1771-11 KEFORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(3} JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK IN]

KP. PPh. 2.2.3-99

[ R N




- LAMPIRAN - |V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

-~

—

17,

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN P

alols by

NAMA % 173 PAJAK : PRIMEOPPOL. RESORT KULOH PROGD.

vewp: (2] [7lsl7] [3alolel

8 |

lslalal

DIVIDEN (Rp)
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWPp BONUS TANTIEM GRATIFIKASI
PERSAHAM JUMLAH
(Rpm (Rp (Rp)
2 (2 RE 4 {5) (6) (2] (8)
- - - - - - - -
CATAT=~ v FORMULIR INT TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INL

KP.PP-Z.- -



LAMPIRAN - v FORMULIR
. | SPT TAHUNAN PPh WP BADAN F771-V
C ik / DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN ITEMERIKSA TAHLUNTALAR
v\ KOPERASI :
' DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/ '
BADAN ANGGOTA KOPERAS! 11999 \
© LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIR PAAK ¢ PRIMEOPTOL. RESORT KD NPWP I_J.J | 7] 5] 7| |3| °|9| I_BJ 34 1|

BAGIAN A

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARISNADAN PEMERIKSS. KOFERASI

NO, NAMA DAN AT AMAT NpPweP JABATAN
h (3] (&)} (4)
% | SUAIYOro/Lettu Pol - KETVA FPRIMKOPPOL
2, | BUYATXI /Beria - SERRET'ARTS |
3. | BYPANGAT/Berm - BENDAHARA
4e | TEEDMAY /Bexim - JURY BUKE
5¢ | NURTANTO/Berm - KANIT VSAHA FOTO COPY
6s | MEKEIDIN/Bexia - EANIT USAHA TOKO
7o | BASIRIN /Penata Kuda - UR COKLIT
8, | SUMBONO /Penata Juda - STAF USAHA
9y | DrsiA,GUNTUR BUPRIYANTO/Letkol - PEMBINA I
10, | Drs. TRIVWARNO ATHOJO/Mayer P - PRMBINA IX
* | ROCSWA yten Pol : - KETUA PENCAWAS
125 | RUBINGEN/Pelda - ANGGOTA PENCAWAS
13 | SWMARI/ Bertu - SEKRETARIS IENCGAWAS

BAGIAN B

DAFTAR PEMBGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

JUMLAH SAHAM DISETOR
WO NAMA DAN ALAMAT NP .
AMA DA T r LEMBAR RIBUAN RUPIAH )
( ) (N (4) (5) )
- - - - - -
CATATAN

UNTUR PERESAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK % ATAL
LERIHDARTSELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

AaGiaN O

DAFTAR CABANCGTADAN ANGGOTA KOPERASE

LA R

MBS

. IR S EANEIABURE N T
NO) NAMA DAN ALAYIAT RPN Npwn KETERANGAN
(1 (3] { 40 (-5.’)
- - - - -
{
CATAT N BRAFORMULIR INT TIODAK CURUP DAPAT DINUAT T AMPIRAN TERSENDIRT SESUAT DENGAN DENTUK INT

LRI B e A

(W]

R R ¥ RO VR W )

FYUET LT

[N



LAMPIRAN - VI
PORATE L

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN EEIRY:

IRt

,/’ PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL FAHUN PATAK
e DAN .
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK !
oo
1095 |s

® |AMPIRFEAN PADA FORMULIR 177]

1A wasis pUAK - PRINKOITOL RESCRT KD Nbwe 1] [1s]7] [3]9]9] '_B_I Lé_lA_l_l_l

IAN A PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

PENGHASILAN BRUTO/ | TARIF | PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI
JENIS PENGHASILAN NILA! TRANSAKSI (Rp) :
PEMOTONGAN PEMBAYARAN JUMLAH
/PEMUNGUTAN SENDIRI
(Rp) (%) (3x4) (3x4) (5+6)
(2) {3) 4) (5) : (6) M
a.  BUNGA DEPOSITO/TARUNGAN DAN - - - : At ;
DISKONTO $B]
b. HADIAH UNDIAN - - ;
¢. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERAS! - - -
d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG - - ;
DUUAL DI BURSA EFEK z :
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK T i
a.  SAHAM PENDIRI - - -
b. BUKAN SAHAM PENDIRI - - - : :
PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN - - -
MODAL VENTURA
a. PENYALUR/DEALER / AGEN PRODUK - - -
PERTAMINA DAN PREMIX
b. PENYALUR/GROSIR TEPUNG TERIGU - - -
. DAN GULA PASIR (BULOG)
¢. PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK - - -
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU - - - - -
BANGUNAN "
PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU 8 - - - -
BANGUNAN ‘
USAHA JASA KONSTRUKS! - - - -
2. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN -
KONSTRUKSI
b. . PENGAWASAN KONSTRUKSI
USAHA JASA KONSLILTAN, KECUALI - - - = -
KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN
PAJAK
LAIN - LAIN - - - - -
JUMLAH e - - -
N B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
(DALAM RIBUAN)
JUMLAR
JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN

v
—_

A
-~

BANTUAN/SUMBANGAN

HIBAH

TURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERINGA RANA PENSIUN
DIVIDENBAGIAN LABA YANG DITERIMA DARIPT

BUNGA OBLIGAS! YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

AN - LAIN

JUMLLAH

TATAN © HKA FORMULIR INITIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INL.

| &8 NN PR A



SUANA Sl VDA LHAJILSD LA
T IH

4+ ISTIMEWA YOUYAKARTA.
RESQRT KULON PROGO
PRIMKOPTOL

JL BEAYANGHARA.NO, 12 RATES

PEREITUNGAN SISA DASIL USAHA. FRIMKO

RESQRT KULOW. TROGC

. A

ITOL

TAHDN 1999
YNOJERK t PREBUKUAN DEBBT ] KREDIT
8951 1 Mendapatan Foto ocopy 1 1 [ 563520055~
892 1 I'endapata’ Leminating .t ] : ¥ t -
893 ¢+ SHU Dari Iuakoppolda DIT t t i t -
894 1 lendapatan lain lain t - t B t -
895 ¢ Mendapatan Kantin t t s 530,000~
896 tKomisi t t 3 455,000 -
897 ¢ Bunga atas pinjamen ymng diderikan t t ) t 15500894675,
859 t Beda persediaan barang t : A t 3.381.250,-
820 t Penjualan barang dagangan t 1 o ' 185,606,825 4=
320 ¢ lemdelian barang dagangan t t 1774434415y~ ¢
4610 1 Biaya Harwat Inventaris Eajtor t ¢ 19442504~ ¢
4611 t Biaya Harwat Gedung t t -
4512 & Biaya Listrik t t T20,150 4= ¢
4613 ¢ Biaya Adr t t 7562504~ ¢
4614 t Biaya Telphone ' t 7284450, ¢
4615 ¢ Biaya. langgsnan KR/Majalah t : 232,000 1
4616 1 Juran Dekopinda s t 2440004
4618 ¢ Jasa. pinjamsn Dekopinda t $ 3604000 4= ¢
4620 ¢ Biaya perjalanan dinas t ¢ 620,000,~
4621 t Bunga pinj DPuskoppolds DIY t t 2,000,000 4 ¢
4622 ¢ Jana Simpn.::?pinjamn anggota. t t 55,124,400y~ ¢
4631 't Blaya ATK t 1 5684200 4= t
4632 '+ Biaya Cetak / Fotooory t ' 1.1590610,~ 1
4633 t lenyusutan Inventaris Kantor t ¢ 81841444~ ¢
«640 1 Blaya. RAT Tabun 1999 t $ 3,000,000 ,= t
4641 At Ga i Xaryxwan 1 t 64395,000,~ ¢
4641 Bt Gaji Pembina J t 147354000~ ¢
4641 Ct Gaji Pengawas ¢ t 1,800,000~ t
4642 1 Blaya. penataran t t -
4643 t Biaya Rapat Rutin/ Winum ataf ' t 8964050, ¢
4806 &t Oaji Pengelola USD t t 3654040004 ¢
4807 t Oaji Juyar Iolres Xulon Irogo t s 600,000~
4645 ¢ Blaya Waarik/ Kunjumgan t. t 285,000~ 1
4646 t Blaya lenilaian Koperasi ¢ - t 615,0004= ¢
4647 t Biayw. transportasi anggota keluar/TPensiun t 1445009504 ¢
4648 ¢ Biaya. transportasi EUT Bhayangkara 1 t 1,000,000y~ ¢
4649 1 Biaya transportasi Eesatuan Gerah Bhy ¢ t 300,000y~ ¢
4650 ¢ Pengadaan Hewan Kor Tatalan t ! 450,000 4~ ¢
4651 ¢ Blaya transportasi syawalan tamm 1999 t t 15617040004~ ¢
4652 ¢ Atensi Dinas t $ 1.4874500y= ¢
4901 At Penyusutan Gedung IT t t 1,000,000y~ ¢
4901 Bt Ienyusutan Gedung Lama t t 111,372y~ ¢
4901 Ct Dlenyusutan Kantin t t 25040004~
4902 ¢ Penyusutan Mesin Foto Cory s s 232504000 4= ¢
4903 ¢ Penyusutan lLaminating t s Te3504= ¢
4306 1 Biaya lembur 1 1 250,000= ¢
4907 1 Biaya pengadaan dana t s 756000 = ¢
4634 ¢ Biaya pembuatan data dinding s s 125,0004= ¢
4665 3 Penyisihan Transpartasi RAT tabun 1999 t t 104540,000 4= ¢
4666 ¢ Penylsihan Dana Laryswan t $ 6.890,5009= ¢
4667 t Tenyisihan Dana lengurus J t 6.890,5004~ ¢
4669 3 Penyisihan Tun jangan Hari Tua ¢ t 27456242504~ ¢
4908 t Iényisihan Penghapusan pinjamn ' s 2,901,870~ ¢
4970 ¢ Penyioihan Simpanan Hari Koperasi ! t 1,054,000 ¢
] t ¢ ¢
t JUKLAH t g 338,700,211~ ¢ 350.414.805,~
¢ SEU BERSIH TAHDN 1999 s : 11,724,594~ ¢
t JUNLAL KQITROL $ ¢ 350.414,805,~ ¢ 350,414,805 ,-
Fates, 31 Desember 1999

. TENQURUS "TRIMEQPIOL QGRT KUION I'ROXO



Lampiran 5

/ SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771

PERHATIAN:

® BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
® ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

TAHUN PAJTAK

AN

o DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS
R ® BERI TANDA X DALAM D (KOTAK) YANG SESUAI DIISI OLEH DINAS
TIOKAT JENDERAL PAJAK !
TAHUN : Kl TAHUN TAKWIM |:] TAHUN BUKU .......... SD e 1. TGL SPT DISAMPAIKAN.........
NPWP 1] l71sl7] [3019] (8] [5]4l1 2. STATUS SPT L]
NAMA WAJIB PAJAK : XOp PRINKOPPOL RRSCRT XKULON moeo 3. KLASIFIKASI BADAN L
ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN JIN. BEAYANGKARA NO,5 4, ALAT PEMB ||
KELURAHAN/KECAMATAN . WATES/VA'ES 5. NIK/L (M.10) |
KOTA/KODE POS 55|65 1t 6. NAUL (N.12) ' |__[
JENIS USAHA 7. PERMOHONAN ATAS LB |_|
NAMA PIMPINAN LETTU SUGIYOTO 8. LAMPIRAN u
ALAMAT RUMAH JETIS ,SARDCHONARJO NGAGLIX SIM m 5. Kode KLU [ l l l ] ]
NOMOR TELEPON RUMAH ... S mr:rono..glﬁ...n?é?9
KLASIFIKASI BADAN YAYASAN KOPERASI DANA PENSIUN
MODAL VENTURA BANK REKSADANA LAINNYA

PEMBUKUAN KAS MANUAL CARA PENILAIAN PERSEDIAAN : RATA-RATA
AKRUAL KOMPUTER
BAHASA INDONESIA RUPIAH METODE PENYUSUTAN OARIS LURUS
BAHASA INGGRIS DOLLAR AS SALDO MENURUN
AMORTISASI GARIS LURUS
SALDO MENURUN
DALAM RUPIAH
PENGHASILAN 1. | PENGHASILAN NETG DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-1 BAGIAN D ~
NETO NOMOR %) 22.794.000'-
2. | PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DHSI DARE 1771-HI'KOLOM (5)) -
3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (3 +2
a2 22,794.000,=
PENGHASILAN | 4. | KOMPENSASI KERUGIAN -
KENA PAJAK .
5. | PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4) 22,794,000,=
. PPhTERUTANG | 6. | PPh TERUTANG (TARIF PFh PASAL 17 X ANGKA §) 2.279¢400,~
| 7. | PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH -
DIKREDITKAN _
8. | JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7). 2.279.400,=
K. KREDIT PAJAK | 9. | PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG -
OLEH PEMLERINTAK (DIISI DARI 1771-11 DAN 1771.111)
10. | . [__] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 2e279.400,~
- (8-9)
b. [ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
11. | PPhYANG DIBAYAR SENDIRI F
a, PP PASAL 28 2
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) | b
¢. FISKAL LUAR NEGERI . .
d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH - p
DAN/ATAU BANGL AN :
JUMLAH (a+b+c+d) e b
. PP KURANG/ 12. | 2. [___] PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) 24279.400,=
(10-11) >
LEBIH BAYAR b. [ ] rPh YANG LEBIH DAYAR (PPh PASAL 28A)
®  JUMLAHPADA ANGKA 12 TELAH DILUNASI PADATANGGAL . 13 Maret 1998

k*-




0. PERMOHONAN

JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12b | 13

MOHON : L l DIRESTITUSIKAN

] DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
YANG AKAN DATANG

i

PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR R
P.  ANGSURAN 14. | ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN i p 1894950,
PPh PASAL 25
TAHUN PAJAK
BERIKUTNYA
JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :
s [ ] /12 XJUMLAH PADA ANGKA 10a -7
6. [__]| PENGRITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
CATATAN :
TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSL, BUMN/BUMD, DAN WP
TERTENTU LAINNYA
Q. LAMPIRAN 15. | SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 17711, 177111 1771-1IL 1771V, 1771 V, DAN 1771.VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

1. [XT] NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN
b. [ ] PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

c. [[X_] SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN .....

6. [_] SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

e [ ] DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISAS!

¢ X ..LAPCRAN PRRTANGGUNG.JANARAN. PENGURUS TUTUP BUKU TH 1997

R.  PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERILLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG
TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN
JELAS.

Nates g 10Maret 1998
KEI'UA PRIMKGPPOL RESCRT KULOW PROGO

[X] PENGURUS TANDATANGAN__B UGIYOTO
LETTU NRP 56030509,

[] kuasa NAMA TERANG

e PEMBETULAN IDENTITAS

A, NPWP

A T Y

B. NAMA WAJIB PAJAK

C. ALAMAT

D. KELURAHAN/KECAMATAN

E.  KOTA/KODE POS

8 TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA

XP.PPh.2.2-99



DEFARTEMEN KERANGAN R
WIREKTORAT JENDERAL FAJAR

LAMPIRAN - 1

FORMULIR
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN | 1771.]
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA |
® |AMPIRKAN PADA FORMULR 1771 TAHUN PAJAK

1 9|9 Zl

NAMAWAID paAK : PRIMKQPPOL RESQRT KULOW MROGO (1] (7157 Bld 9 (8] [54 14

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)
NO. JENIS USAHA PEREDARAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO USAHA
0 — Q) o) @ )

1 DAGANG 1070231 0991.- 100.430.134,- 6.801.857."
2. | inpusTRI .
3. | JASA 8802930960" 880293096(’."
o | LA 34089.420,~ 3+40894420,~
JUMLAK 9841854237,
BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)
NO. Teia FENGHAS AN PENGHASILAN BRUTO
(1) () 3)
1. | BUNGA 3+000,000,
2." | DIVIDEN
3. | ROYALTI
4. | sEwa
5. | KEUNTUNGAN DARI FENJUALAN/PENGALIMAN HART A 5
6. | LAIN-LAIN . 430 0060.0"'
JUMLAH 30430060y

BAGIAN C: PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)

NO. URAIAN JUMLAH

[€))] Q) (3)

I. | GAIL UPAH. BONUS. HADIAH. GRATIFIKASI. HONORARIUM. THR. DSB 10490 .000, -

2. | PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 3.127.468,~

3. | CADANGAN o " '

4. | PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGHH

5. | BUNGA PINJAMAN, SEWA. ROYALTIL. IMBALAN JASA

6. | KERUGIAN KARENA PENJUALANAENGALIHAN HARTA

7. | NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENGI1.

8. | LAIN-LAIN 65'203'6579"
suMLAN 78,821,150 |

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPLAH)
NO. URALAN JUMLAH
Y

O ) )

1. | PENGHASILAN DARIUSAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5)) ‘98-.*185. 237 ,=

2. | PENGRASILAN DARILUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B) 30430.060,=

3. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (| +2) 103.0584420,= |
4. | PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C) 78.821,114,=

s | PENGHASILAN NETO(3-4) 22,7 94.182,..

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAN BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA |

L

KIL PPN 2.8 - 9Y



L AITEMEN KBANGAN R
133 CTORAT SENDERSL PUSK

FORMULIR

LAMPIRAN - I
. SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-11
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN PAJAK

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

’1I9L9 ‘7

NAMA WAJIB PAJAK

NPWP :

3] 0507] BOBS] 18 541

NO.

PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

PPh PASAL 22

NAMA

NPWP

(Rp)

PPh PASAL 23

(Rp)

PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

(Rp)

(h

@)

3)

“)

(5)

6)

e NIV I L ewss

JUMLAH :

e NIRKI]l e

CATATAN: (I) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHEAN KOLOM (4)
KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
INT TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

(2) JIKA FORMULIR

KP. PPh. 2.2.2-99

+(5) +(6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-111




LAMPIRAN - 111

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-111
TAHUN PAJAK
sreem o e b1 PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGER] I
ST AL ® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 1,9 97

NAMA WAJ[B PAJAK

FRIMKOPPOL RESORT KULON FROGO

newp: | 1]

71517

31019] (8]

5| 4] 1]

NO. NEGARA NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN NETO PAJAK YANG DIBAYAR/ PPh FASAL 24 *)
SUMBER PENGHASILAN PAJAK DI LUAR NEGERI TERUTANG DI LUAR NEGERI
' (Rp) (Rp) (Rp)
(n @ (€)] {4) (3) (6} U]
JUMUAH & e > L NIEIL
-

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGA! KREDIT PAJAK

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHBKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)

FORMULIR 1771-1 KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIR] SESUAI DENGAN BENTUK INT

XP. PPh. 2.2.3-99



PP OATEMEN KR O L
PITECTHANT JENDS RaL PAJ SR

LAMPIRAN -1V %ORMUUR
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-1V
TAHUN PAJAK
DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI
e LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 1199

| NaviA WAJB PAAK : . PRIMKOPPOL. RESCRT. KULOH. PROGO

715[7]

| newp : | 1] 309 | |8 [5l4]t]

DIVIDEN (Rp)

I ~o. NAMA DAN ALAMAT NPWP BONUS TANTIEM GPATIFIKAS]
PERSAHAM JUMLAH

! (Rp) (Rp) | (Rp)

{

)

2)

3

)

(&)

6)

0 ®)

e NIHNIL oo

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP.PPh22.4-99




LAMPIRAN - V FORMULIR

' SPT TAHUNAN PPh WP BADAN | {77y

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA TAHUN PAJAK
. KOPERASI
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/
BADAN ANGGOTA KOPERASI
DEPARTEMEN KFUANGAN R .
DIREKTORAT JENDERAL PLIAX @ LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : . PRIMKOPPOL RESCRD- XuLaw- PRoGOWP [1] [7lsl7l lalolol lal Lsl4lyl

' BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN
0 @ ®) CH
o| SOEBADAL  Kapten Pol 3Btl - otun ‘
25| STPANGAT  Serma. Kip z Boan, Privoppol Resory
3¢| Nentidjo  Serim Klp - Sekretaris
ﬁ.mmwm Sexka Pwd - Kanit Toko
5e | Tukclman Soxrtu Klp - Bendahara I
6% | Mukhidin  Sertu Klp - Rasir
Ts | DrdeBambandsW Letkol Pol Klp - Penbina I
8% | YakhooblT Mayor Pol Klp - Penmbina. I
9 | By Harwoyo Kapten Pol Klp = Ketua: Pengawas
—Juglyete— Lottt ol —Vies - : {
1%  Sumxi Serda: Klp - Hekrotaris Pangawas,

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

JUMLAH SAHAM DISETOR

NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP LEMBAR RIBUAN RUPIAH " (%)

) 2) &) @ (5) (6)

Kihil

CATATAN :
UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU

LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOFERASI

‘ TERHITUNG SEJAK
NO. NAMA DAN ALAMAT TANGOAL NPWP KETERANGAN

() ) &) “) (%)

Fihil

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIRUIAT 1. AMPIR AN TRRSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI |



LAMPIRAN - VI .
FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-VT

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL TAHUN PAJAK
. DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

pTEMEN KEUANCAN K.I
TORT AONDERAL PAJAK

® LAMPRKAN PADA FORMULR 1771 ( 1 ‘ 9 ‘ 7
oA WALIB PAJAK : . PRIMKOPPOL mm...mm,mocouy L7517 3P 9] (8] |54F )

WOIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

PENGHASILAN BRUTO/ ( TARIF | PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANQ MELALUI
TO. JENIS PENGHASILAN NILA{ TRANSAKS! (Rp}
PEMOTONGAN PEMBAYARAN JUMLAH
‘ /PEMUNGUTAN SENDIRI -
(Rp) (%) (3x4) (3xd4) (5+6)
) (2) (3) C) (5) (6) ()
L |a BUNGADEPOSITO/TABUNGAN DAN - - - A IR
DISKONTO SBl AT
b. HADIAH UNDIAN - - - T ; i
¢. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI - - - FER :
d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG - - ; e
DUUAL DI BURSA EFEK - A ’
I | PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK . _ > 3
a. SAHAM PENDIRI - - - 3 ;
b. BUKAN SAHAM PENDIRI - - - :
). | PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN - - - I
MODAL VENTURA . . - Hun
t | a PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK - - - RN
PERTAMINA DAN PREMIX o
b. PENYALUR/GROSIR TEPUNG TERIGU - - -
DAN GULA PASIR (BULOG) ‘
¢. PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK - - -
5. )| PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU :
|/ | BANGUNAN -
§. | PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAY
BANGUNAN
1. | USAHA JASA KONSTRUKSI - - - - -
1. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN ‘
KONSTRUKS!
b. PENGAWASAN KONSTRUKS!
I. | USAHAJASA KONSULTAN, KECUALI - - - - -
KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN "’
PAJAK '
i. | LAIN-LAIN - - - - -
. [ JUMLAH i — — - -
AGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
(DALAM RIBUAN)
: JUMLAH
o JENIS PENGHASILAN , _ ‘PENGHASILAN
1) @ h )
BANTUAN / SUMBANGAN ‘
HIBAH

TURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.

BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
‘BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

LAIN - LAIN

= o o = =

JUMLAH

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDXRI‘SESU-AI DENGAN BENTUK INL. .

KP. PPh 2.2.6-99




PHIMMEN KEUVANCGAN R

Lampiran 6

/-

" | SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771

PERHATIAN : TAHUN PAJAK
e BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
e IS DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK 1/ 9|9 |8
e DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS R
¢ BERI TANDA X DALAM D (KOTAK) YANG SESUAI DIISI OLEH DINAS

LTOKAT JENDERAL PAJAK
Tanun: PR Tanuntakwin [ TAHUNBUKU .ot S5 v 1.TOL ST DISAMPAIKAN.. 26m2=199
NPWP 1] [71517] B|O9 |_8J 5 4/1 2. STATUS SPT || |
NAMA WAIIB PAIAK PRINKOPPOL RRSCRT KULGN PROGO | 3 KLASIFIKASI BADAN L)
ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN JL. BEAYANGKARA HO,5 WATES 4. ALAT PEMB L_l
KELURAHAN/KECAMATAN VRS - 5. N/K/L (M.10) K |
| KOTA/KODE POS WATES 556 1 1 6. N/K/L (N.12) ' B
TENIS USAHA TSF/ PERTOXOMN " 7. PERMOHONAN ATAS LB L
| NAMA PIMPINAN SUGLYOTY LEITU POL 8. LAMPIRAN ||
ALAMAT RUMAH ML POIBES KULON 9. Kode KLU | I | l I |
NOMOR TELEPON RUMAH v, eresersenn KANTOR (0274)775679
KLASIFIKASI BADAN ~YAYASAN- KOPERASI DANA PENSIUN
MODA.L VENTURA BANK REKSADANA LAINNYA
PEMBUKUAN KAS [ X ]| MANUAL . CARA PENILAIAN PERSEDIAAN : RATA-RATA
AKRUAL | | KOMPUTER FIFO
: BAHASA INDONESIA - RUPIAH METODE PENYUSUTAN GARIS LURUS
BAHASA INGGRIS DOLLAR AS SALDO MENURUN
AMORTISAS! GARISLURUS . -
SALDO MENURUN
DALAM RUPLAH
PENGHASILAN | 1. | PENGHASILAN NETCG DALAM NEGERI (DISI DARI 1771- BAGIAN D
NETO NOMOR $) 40,664.000.-
2. | PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-Ill KOLOM (5)) -
3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 +2) 40 .664,000,=
| PENGHASILAN | 4. | KOMPENSAS! KERUGIAN -
" KENAPAJAK :
5. | PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4) 40,6644000,=
« PPhTERUTANG | 6. | PPhTERUTANG (TARIF PFh PASAL 17 X ANGKA S ) 4+48494600,=
i 7. | PENGEMBALIANPENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH -
: DIKREDITKAN - -
L 8. | JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7). 4 .849 .600 -
|1. KREDIT PAJAK | 9. | PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG -
OLEH PEMERINTAH (DIIS! DARI 177111 DAN 1771-111)
10. | a. [__] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
: (8-9) 408490600-'-
b. [ ] PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
t1. | PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPhPASAL 2S 2
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) b
c. FISKAL LUAR NEGERI. .
d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH P
DAN/ATAU BANGLM AN :
JUMLAH (a+b+c+d) >
b, PPh KURANG/ 12. [ &[] PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
(10-11) n 4~84906°°0'
LEBIH BAYAR . [___] PPh YANG LEBIH BAYAR {PPh PASAL 28A) :
®  JUMLAH PADA ANGKA 12 TELAH DILUNASI PADA TANGGAL | 26F8bruard 1999




0. PERMOHONAN

JUMLAH P YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b 13

MOHON: [T | DIRESTITUSIKAN
] DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

YANG AKAN DATANG
P.  ANGSURAN 14. | ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 404.1 3}'3’ '
PPh PASAL 25 '
TAHUN PAJAK -_
BERIKUTNYA
JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :
s. [ X] 1112 X JUMLAH PADA ANGKA 102-7
b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
CATATAN:
TIDAK DS OLEH WP BANK . SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP
TERTENTU LAINNYA
Q. LAMPIRAN 15. | SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-1, 1771-11, 1771-11L 17711V, 1771 V, DAN 1771-Vi

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

1. [X] NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN
b. [__] PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

¢.  [__] SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN .....

d. [_] SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

e. [X] DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISAS!

R.  PERNYATAAN

2 s . I erwm
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI.SANKS! SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG
TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN

JELAS.
Vaten . 22 F‘b’-""_‘-'-":. 1999

[X] pENGURUS TANDATANGAN B UGIYOT A_
[] xuasa NAMA e WRETU POL NEP 5_605_05096

"’ - -

e PEMBETULAN IDENTITAS

A, NPWP

Y Y Iy T O

B.  NAMA WAJIB PAJAK

C. ALAMAT

D. KELURAHAN/KECAMATAN

E. KOTA/KODE POS

® TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA

XP.PPh.2.2-99




UFPARTEMEN KRLANGAN .|
IKEXTORAT JERDERAL £ 50K

LAMPIRAN - [ , FORMULIR
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN | 1771-]
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA -
® LAMPIRKAN PADA FORMULR 1771 TAHUNPAJAK

[1]45]s

NAMA WAJID PaAk PRIMEOPPOL. RESORT- XULOX PRoco .| |715l7. [3lol9l |8l b4l |

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPLAH)
NO. JENIS USAHA PEREDARAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO USAHA
() (D) Q) ~ (4 (5

1. | DAGANG 174.132,692,= 1614777673 12,355.019,=
2. | INDUSTRI ' ‘-
3. | JASA 12309—570005'-
4. LAIN-LAIN 5021 BOZOOL"
JUMLAH 1 41 525 224"' -
BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPLAH)
NO. Jenis CENIGHASI AN PENGHASILAN BRUTO
(1) €3] (3)
1. | sunca -
2." | DIVIDEN -
3. | ROYALTI -
a. | SEwa -
5. | KEUNTUNGAN DARI FENJUALAN/PENGALIHAN HARTA T -
6. | LAIN-LAIN | 2_'076.9000.0.'
JUMLAH ~ 2,0764000,=
BAGIAN C: PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPLAH)
NO. URAIAN JUMLAH
) @ ®
1. | GAJL. UPAH, BONUS. HADIAH. GRATIFIKASI. KONORARIUM, THR. DSB 11.510,000,=
2. | PENYUSUTAN DAN AMORTISAS! 50393.780y=
3. | cCADANGAN
4. PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH had
5. | BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA -
6. | KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HART A -
7. | NATURA DAN/ATAU KENIKMAT AN DI DAERAH TERPENGIL. -
3. | LAIN-LAIN 86,032,630,
JUMLAH 1020956.410.- |
BAGLAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPLAH)
NO. URATAN JUMLAH
() @) 3)
{. | PENGHASILAN DARIUSAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5)) 141.525.224,=
2. | PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B) 2.076.000'-
3. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO(1+2) 143.601.224,= l

. 4. | PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C) 101,036.409,5

S | PENGHASILAN NETO(3-4) 404664.814,=

L

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA |
KP. PPh. 2.2.1.99



DEPARTE-EN KEVANCAN X
DIREKTORAT ENDEXAL FUAK

N

~

LAMPIRAN - II FORMULIR
. SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-11
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN PAJAK
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 J 1 l g J 9 J 8 ]

NAMA WAIB PAJAK : .. PRIMKOPPOL RE3ORT KULON PRPGO

la) lzlsit) 3ol | lel 514l 4

NO. PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA NPWP (Rp) (Rp) (Rp)
m ) (3 4) (5} (6)
- - L _J - L_J
JUMLAH : > -

CATATAN: (I). PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4)
KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
INT TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRT SESUAI DENGAN BENTUK INL

(2) JIKA FORMULIR

KP.PPh.2.2.2-99

+(5) +(6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-111




IFEPARTIMEN KEUANGAN R
DIREKTORNT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I}

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-111
TAHUN PAJAK
PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI |
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 1 | 9 9|8

NAMA WAJIB PAJAK : PRIMKOPPOL,. RESORT. KULON.. PROGO

L7l 5] 7]

Newp: | 1]

(31019

(8] 5[ 4l1]

NO. NEGARA NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG JENTS PENGHASILAN PENGHASILAN NETO PAJAK YANG DIBAYAR/ PPhPASAL 24 *)
SUMBER PENGHASILAN PAJAK DI LUAR NEGER| TERUTANG DI LUAR NEGERI o
' (Rp) (Rp) (Rp)
) ) (&)] (4) ) (6) Q)
- - - - - - -
JUMLAH : >
-

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

CATATAN: (1)
Q@)

&)

KP. PPh. 2.2.3-99

PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (S) XE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2

PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)

FORMULIR 1771-1I KE FORMULIR 177) HURUF M ANGKA 9

JIKA FORMULIR INT TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INT




LAMPIRAN -1V

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-IV
TAHUN PAJAK
PR AT 1 DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRAT(FIKASI ‘
DIRFXTEXAT YD RAL PAd R . LAMPIRKAN PADA FORMUL[R 177] 1 9 9 a
| asiawam paax - PRIMKOPPOL RESGRT XULQH PROGO wwe: 1] LTL517] (3199 (8] |5] 41
DIVIDEN (Rp) e 1
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP ) BONUS TANTIEM ' GRATIFIKASI
PERSAHAM JUMLAH
(Rp) (Rp) Y (Rp)
) (2) 3; (4) (5) 6) 7 (8)

CATATAN :JIKA FORMULIR INT TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIR!I SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP.PPh22.4.99




LAMPIRAN - V FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN | {771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA TAHUN PAJAK
KOPERASI
— DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/ | |4 | g | g | g
AEKTORAT FAOAALPIAK BADAN ANGGOTA KOPERASI _ |

' ® | AMPIRKAN PADA FORMULR 1771
NAMA WAJIB PAJAK - . PRIMKOPPOL nxsmmmmo ] 17is17 (3019 [ 8 (51411] }

BAGIANA : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN
m o) ) @ } e
1 | SUGIYOTO, Lattu Pol/ Asrama Wates - KBTUA PRIMKOPPOL RES KLP
2+ | SUPANGAT, dsrama Vates - BENDALAR A
3 | SUYAMI, Bork Kasihan Bant - SRKRET ARIS
4o D‘:B TRIV&NO AMMO0JO,Kapten - KRTUA PENGINAS
TRAR, _
5. | SUDARLAM, Iettu Pol/ Aa:m tes - ANGGOTA PENGAVAS
6. | SUIMARI, Asrans ¥V - SEKRETARIS FENGAWAS
Te | ANWARUDDIN, Letkol Po hr - FRMEINA I
. | - PIMEINA II
BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/P—I%MILIK MODAL
JUMLAH SAHAM DISETOR
NO. NAMA DAN ALAMAT _ NPWP LEMBAR RIBUAN RUPIAR *
1) @ 3 (4) 5] )

wonHihil ===

CATATAN:

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM Y ANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU
LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERAS!

TERHITUNG SEJAK

NO. NAMA DAN ALAMAT TANGGAL NPWP KETERANGAN

(1) (2) (3) ] 4 (5)

weoe i hil o

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP. PPh 2.2.5-99



LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-V1

b TMEN KFVANCAN X
JORAT JENDERAL PAJAK

DAN

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

® LAMPIRKAN PADA FORMULRR 1771

TAHUN PAJAK

[[ols [l

a wans paak : PRIMKOPPOL RESCRT KULGW,FROGO - |4 |7|5(7 | (3009 | [8] | 514 (1]

hGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO/
NILA{ TRANSAKSI

(Rp)

TARIF

(%)

PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI

{Rp)

PEMOTONGAN
/PEMUNGUTAN
(3x4)

PEMBAYARAN JUMLAH
SENDIRI - -
(3x4) (5+6)

1} )

)

4

()

{6) )

BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN
DISKONTO SBI

b. HADIAH UNDIAN

¢. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI

DUUAL DI BURSA EFEK

1. | PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
1. SAHAM PENDIRI
b. BUKAN SAHAM PENDIRI

1. | PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN
MODAL VENTURA

PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK

PERTAMINA DAN PREMIX

b. PENYALUR /GROSIR TEPUNG TERIGU
DAN GULA PASIR (BULOQ)

¢. PENYALUR /DISTRIBUTOR ROKOK

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN :

PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

USAHA JASA KONSTRUKSI

1. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN
KONSTRUKSI

b. PENOAWASAN KONSTRUKSI

USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI
KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN
PAJAK '

9. LAIN - LAIN

<o

= -

d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG

766. 666."

0. | JUMLAH

AGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

15

115,000,

» SREND

%2

\\Q‘g
TR
X A
%
AR
%

RN
N

.‘..
XA

o~

A

35:

R A SR
AT

(DALAM RIBUAN)

JENIS PENGHASILAN

JUMLAH
‘PENGHASILAN

(1)

() ,

&)

BANTUAN 7/ SUMBANGAN
HIBAH

= o o o~ — o —

LAIN - LAIN

IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.

BUNGA OBLIGAS] YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
‘BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

JUMLAH

KP. PPh 2.2.6-99

CATATAN : JIKA FORMULIR IN] TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIR[ SESUAI DENGAN BENTUK INL *




|

Lampiran 7 FORMULIR

/ SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771

PERHATIAN:: "TAHUN PAJAK
e BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN K
@  1SI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK : 19| 9/ 9
e DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS 7 | ‘]
S ¢ BERI TANDA X DALAM D {KOTAK) YANG SESUAI DIISI OLEH DINAS
METYMEN KEVANCAN R
SORAT JENDERAL, PAJAR ,
TAHUN: [X] TAHUNTAKWIM ] TAHUNBUKU ... S oo 1. TOL SPT DISAMPAIKAN....cvcveen.
NPWP 1 12T 13199 B (5140 2. STATUS SPT ||
| NAMA WAJIB PAIAK : PRIMKOPPOL RESCRT KULON PROGO | 3. KLASIFIKASI BADAN H)
ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN  :  JT,, BNAYANGKARA NO. 5 : 4. ALAT PEMB [_I
KELURAHAN/KECAMATAN . WATES - $. N/K/L (M.10) \_l
KOTA/KODE POS * WAPES 51516 1S |srxLeun 1
JENIS USAHA . USP_DAN UNIT TUKO ' 7. PERMOHONAN ATAS LB L]
Lo . P
NAMA PIMPINAN ._ LRPTU POL.SUGIYOTO m. 56050509 B LAMPIRAN L
ALAMAT RUMAH . ASRMMA POLRES mrm 9. Kode KLU L L]
NOMOR TELEPON '
KLASIFIKASI BADAN YAYASAN KOPERAS! DANA PENSIUN
MODAL VENTURA BANK REKSADANA LAINNYA
PEMBUKUAN  : KAS MANUAL . CARA PENILAIAN PERSEDIAAN : RATA-RATA
AKRUAL KOMPUTER _ FIFO
BAHASA INDONESIA RUPIAH METODE PENYUSUTAN : OARIS LURUS
BAHASA INGGRIS DOLLAR AS SALDO MENURUN
AMORTISASI ‘ : OARIS LURUS .
SALDO MENURUN
DALAM RUPIAH
PENGHASILAN | 1. | PENGHASILAN NETU DALAM NEGERI (DUISI DARI 17711 BAGIAN D _
NETO NOMOR $) 44 ¢531.000 =
2. | PENGHASILAN NETQ LUAR NEGER! (DISI DARI 1771-11i KOLOM (5)) -
3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 +2) _ 44¢551,0004=
| PENGHASILAN | 4. | KOMPENSASI KERUGIAN ' -
KENA PAJAK -
5. | PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4) : 44531000 g
»  PPATERUTANG 6. | PPh TERUTANG (TARIFPPhPASAL 17 X ANGKA S) Se 429,559’-

| 7. | PENGEMBALIANPENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH
L DIKREDITKAN

-
8. | JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7). 56429.650,=

l(. KREDIT PAJAK 9. | PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG ' -
OLEH PEMLERINTAH (DIISI DARI 1771-11 DAN 1771-I1)

10. | a. [__] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 5¢429.650,=
-

(8-9)

5. [_] pPh YANG LEBIH DIPOTONGMIPUNGUT

11. | PPh YANG DIBAYAR SENDIR] .
a. PP PASAL 2S5 a

b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) b

c. FISKAL LUAR NEGERI.

d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANCL.MAN -

- JUMLAH (a+b+c+d) . " -
. PPt KURANGY 12. | 2. [_] PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

(10-11) o 5442946505~

LEBIH BAYAR b. [_] PPh YANG LEBIH BAYAR {PPh PASAL 28A)

LL ®  JUMLAH PADA ANGKA 122 TELAH DILUNASI PAﬁATANGGAL ‘1  Februsri 2000 '



0. PERMOHONAN

JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12b | 13

MOHON : |__ I DIRESTITUSIKAN

[] DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
YANG AKAN DATANG

P. ANGSURAN 14. | ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp y 8 '
PPh PASAL 25 452.470,85
TAHUN PAJAK -

BERIKUTNYA

JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN :

1. [X_] 112 X JUMLAH PADA ANGKA 102-7

b. [ | PENGRITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

CATATAN:
TIDAK DIIS] OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSE, BUMN/BUMD, DAN WP
TERTENTU LAINNYA

Q. LAMPIRAN 15. | SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 17711, 1771{L, 1771-IL, 17711V, 1771 V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

1. [ L] NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN
b. [ ] PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

¢. [X ] SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAKUN .1999

d. [ ] SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

e. [ X] DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISAS!

p Perubshan Posisi Xsuangan dan Perubahan Posisi Modal
Kex ja. ' ‘

R. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAKWA APA YANG
TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENOKAP DAN

JELAS.
w&tQﬂ ..... L. 12 r‘b 2000
KETUA PRIMKOPPOL Bmi_m'f KULON PROGO

[X] pENGURUS

[] kuasa NAMA TEKANG

¢ PEMBETULAN IDENTITAS

A.  NPWP

A T Y O s I O

B. NAMA WAJIB PAJAK

C. ALAMAT

D. KELURAHAN/KECAMATAN

E.  KOTA/KODE POS

® TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA

KP.PPh.2.2.99




LAMPRAN -

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN | 1771-I

® | AMPIRKAN PADA FORMULR 177}

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI Usm DAN DARILUAR USAHA

TAHUN PAJAK

UFPARTEMEN KETANGAN R
IMXEXTORAT JENUERAL FAJa¥

L1b laq

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

_ (DALAM RUPLAH)
NO. JENIS USAHA PEREDARAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN LABA BRUTO USAHA
(1) @ (1) i 4) s -
1. | DAGANG 185,606,825 ,= 1744062165, 11.544.660,=
2. | INDUSTRI ' -
3. | JAsA 15% .08’..675,-
4| LAIN-LAIN 5¢6824055,=
JUMLAH 172.516,390,=
BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)
NO. | Jevis FLTIGHASIL AN PENGHASILAN BRUTO
(1) () (3)
1. | BUNGA -
2. | DIVIDEN -
3. | ROYALTI -
s. | SEWA -
5. | KEUNTUNGAN DARI FENJUALANAENGALIHAN KARTA -
6. | LAIN-LAIN . 455.090_00.'
JUMLAH 4554000,=
BAGIAN C: PENGURANGAN PENGHASILAN DRUTO (DALAM RUPLAH)
NO. URAIAN JUMLAH
0 @ &
1. | GAJL UPAH. BONUS. HADIAH. GRATIFIKASI, HONORARIUM. THR. DSB 1 4.070,000,=
2. | PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 40014,968,=
3. | CADANGAN -
4. PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH nd
5. | BUNGA PINJAMAN, SEWA. ROYALTI. IMBALAN JASA -
6. | KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA -
7. | NATURA DANJATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENGIL. -
8. | LAIN-LAIN 110!-555&1989"
 JUMLAN 128.440,166,=
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPLAH)
NO. URAIAN JUMLAH
(1) (2) (3)
1. | PENGHASILAN DARIUSAHA (IUMLAH BAGIAN A KOLOM (5) 172,516.390,=
2. | PENGHASILAN DARI LUAR USAHA GUMLAH BAGIAN B) 455,000,
3. | JUMLAK PENGHASILAN BRUTO (11 2) 172.9714390,= I
4. | PENGURANGAN PENGHASILAN DRUTO (JUMLAH BAGIAN C) 128.440.168y= .
s | PENGHASILANNETO(3-4) 444531,2244=

|

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA |

KP. PPh. 2.2.1.9Y




LI VRTEMEN KEFANCAN ]
DIRERTORAT JFABEIAL PUAK

LAMPIRAN - 11" FORMULIR
. SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-11
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN PAJAK
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771
(9[99

NAMA WAJB PAJAK T e st ar e e

v 1 L7I517] (3008] (8 (5144

NO. PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PPh PASAL 22 PPh PASAL 23 PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA NPWP (Rp) (Rp) (Rp)
m 2 3 (® (s) 6)
- - - - - .-
JUMLAN : > - -
CATATAN: (1) PINDAHKAN

(2) JIKA FORMULIR

KP.PPh.2.22.99

HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN XOLOM (7) FORMULIR 1771-IN1
KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9 : :

INT TIDAX CUKUP. DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.




LAMPIRAN - 111

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-111
TAHUN PAJAK
PRI KX ASGAS 11 PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI |
DIREKTIANT JESDERAL PASAK ® [ AMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 1 919 9
L
NAMA WAIB palAX : . TRIMKGPPOL RESCRT KULON PROGO newp: [1] | 71517) [3]90.]9) |8 |5 4] 1]
No. NEGARA NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN NETO PAJAK YANG DIBAYAR/ PPh PASAL 24 *)
SUMBER PENGHASILAN PAJAK DI LUAR NEGER! . TERUTANG DI LUAR NEGER!
: (Rp) ’ (Rp) (Rp)
(1) Q (3) (€] (5 OB (N
- - - - - - -
JUMLAH : > - - -

*) PERMOHONAN

: JUMLAH PADA XOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGA! KREDIT PAJAK

CATATAN: (1)
03]

3)

XP. PPh. 2.2.3-99

PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2

PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6)
FORMULIR 1771-11 KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

JIKA FORMULIR INT TIDAK CUKUP. DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INT




LAMPIRAN -1V EORMULIR
SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-IV
TAHUN PAJAK
— DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS. TANTIEM, DAN GRATIFIKASI _
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 : 119 |99
NAMAWAB pasak . PRIMKOPPOL RESCRT KULON FROGO nvewp: | 1] [ T]517] [3]©0]9] (8] [5]41
: DIVIDEN (‘Rp) 7
{I NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP ' BONUS TANTIEM GPATIFIKASI
i PERSAHAM JUMLAH
! (Rp) (Rp) | (Rp)
im @ 3 (@ ) ©® ) ®)
- - - - - - - T ' -

CATATAN : JIKA FORMULIR INT TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INL.

KP.PPh2.2.4.99




LAMPIRAN - V

2| SPT TARUNAN PPh WP BADAN

FORNMULIR

1771V

v / DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA

KOPERASI

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/

BADAN ANGGOTA KOPERASI

TARUN PNTAKR

neen

€ LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIR PATAK @ .

NpPwp

) L7isl [3lolsl (8] [sl4la] |

BAGIAN A

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARINHBADRAN PEMERIKS/. KOPERASI

NO NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN
e - ™ ™ @
% | suaxYoro/Lettu Pol - KETUA PRIMKOPTOL
2, | SUTATMI /Berka - SEXRETARIS
3. | SVPANGAT/Berm - BENDANARA
4o | TUKDUAY /Bexin - JURY BUKY
Se | NURTANTO/Berm - KANIT UBAHA FOTO COPY
6o | MEXKHIDIN/Bexrka - EANIT USAHA TOEO
7o | BASIRIN /Penata Muda - YR CORLIT
8, | SUMBONO /Penata Muda - STAF USAHA
9% | DrsjA,GUNTUR SUPRIYARTO/Letkol - IEMBINA X
10, | Drs, TRIWARNO ATHOJO/Mayer Pol - PRMBINA IX
v | Roos pten Tol - - KETUA PRNGAVAS
1%, | RUBINGEN/Telda - ANGQOTA DINGAWAD
13, | SWMART/ Sertu - SEXRETARTS DENGAWAS
L — J

BAGIAN

30 DAFTAR PEMEGANG SAHAMPEMILIK MODAL

JUNMLAH SAHAM DISETOR

" CAMA DAN ALAN S NPw . :

wo. NAMA DAN ALANAT ewr LEMBAR RIBUAN RUPIAH %)
T ) N (4) s ")
- - - - ole -

CATATAN

UNTUK PERESAHAAN MASUK RURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5%

LERTH DARISELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

HAGEAN

C o DAFTAR CARBANGEPADAN

ANGGOTA KOPERAS]

ATAU

T 3

NO) NAMA DAN ALAYIAT MNP Npwe KETERANGAN
i (:\ 14y (q i
|
- - - - - |
3
!
PR ——— c— )

CATAT % RKAFORMUTLIR INI TIDAR CUEUP DAPAT DINUAT T AMPIRAN TERSEINDIRT SESUA® DEMGAN BENTUK INT

[REARE L P

R ST

(R LR VX VIEE N R WR WS W]

a\ul

- o

L R R W W W}



LAMPIRAN - VI
FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN 1771-VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL TAHUN PAJAK

: DAN
) PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
ot e Fadak ‘ 1 ‘ 9 ‘ 9 ’ 9|
_ @ LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771 ‘
s waltp Pasak ; FRIMKOPPOL mmp 1Y LTISIT ] L3019 18] [5]4.3 |
QOIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL 2 '
L PENGHASILAN BRUTO/ | TARIF | PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI
: : JENIS PENGHASILAN NILAL TRANSAKS! (Rp}
PEMOTONGAN PEMBAYARAN JUMLAH
: /PEMUNGUTAN SENDIRI -
(Rp) (%) (3x4) (3x4) : (5 +6)
) 2) 3) “) ) 6) m
T ey
l. | 2. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN - - - ¢ SRR }y X
DISKONTO SBI ‘ o '
b. HADIAH UNDIAN - - - e
¢. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERAS] - - - '
4. BUNGA ATAU DISKONTC OBLIGASI YANG - - -
DIJUAL DI BURSA EFEK TRE et ;
. | PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK i 3 3
1. SAHAM PENDIRI - - g SRR i 7
b. BUKAN SAHAM PENDIRI - - -
1. | PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN :
MODAL VENTURA | .- -
. | 1. PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK | - - -
PERTAMINA DAN PREMIX
b. PENYALUR/GROSIR TEPUNG TERIGU - - - 4
DAN GULA PASIR (BULOG) - - - Mo
c. PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK '
|8 \| PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU ' P
BANGUNAN . : - - - - e
§. | PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
7. | USAHA JASA KONSTRUKSI .
| 1. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN - - -
KONSTRUKSI
b. PENOAWASAN KONSTRUKSI
N -
! | USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI - -
KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN
PAJAK :
19 LAIN - LAIN - - - - -
p. | JUMLAH - = — —
AGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK L
(DALAM RIBUAN)
: JUMLAH
o ) JENIS PENGHASILAN ‘PENGHASILAN
) ‘ @ 3
I, | BANTUAN/SUMBANGAN ‘
1. | HIBAH -
1. | JURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN -
i | DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT. -
5. | BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA
§. | BAGIANLABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA -
1. | LAN.LAIN -
JUMLAH -

' CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI. ¢ T
KP. PPh 2.2.6.99






